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lsi Ringkasan 

ABSTRAK 

M.Setiawan S. DJINPM :0606154263 
Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik 
Intelijen 
Strategi Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. 
XIV+ !56 halaman 

35 buku, 6 koran dan 11 website. 

Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintab melalui 
pendekatan hukum semata. Belum ada kebljakan yang jelas untuk melakukan langkah 
preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belurn 
memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jeJas untuk melakukan pembinaan 
kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar 
dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis 
untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal). 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitia.n dalam tesis yang 
digunakan untuk menja.wab ma.salah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme 
seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini mengguna.kan kerangka 
teori terorisme, Jatar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme) 
Pendekatan hard power, soft power dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi 
terorismc. Thesis ini juga rnelal..llkan perbandingan program deradikalisasi di sembilan 
negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikaJisasi di sembllan 
negara terSebuL Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk 
mengetahui program deradikal!sasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah. 

Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program 
deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tlndakan kekerasan 
terorisrne. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan 
tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu 
metakukan langkah~langkah deradikalisasi yang efektif djkarenakan keterbatasan 
wewenang dan dana. 

Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme 
yang bertugas untuk rnelakukan deradikaiisasi dalam spektrum luas {deideologisasi pada 
masyarakat) dan deradlkaiisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus 
Deradikallsasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini 
untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. 
Yang pertam.a yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat Juas dengan 
tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikat Kemudian yang kedua adalah 
penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat 
mau rnenghentikan tindakan terorisnya, Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang 
akan dilakukan kepada tersa.ngka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan. 
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Name 
Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: M. Setiawan S.Dj 
:The Graduate Program Of Strategic Intelligence Studies 
:Indonesian Strategtc Deradica1isation of Terrorism 

The present study set out from the condition. that Indonesia does not have the 
deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now 
is only carried out through the legal approach only. The government does not have the 
policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism 
resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the 
extremists to leave the use of the violence (the radical). Based on the problem abov~ then 
the resean::h question in this thesis is what is the best deradlcalitation of terrorism 
program that can be applied in Indonesia. 

This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and 
the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power 
approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also 
carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the 
differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The 
interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program 
that was carried out in government institutions. 

Results of the analysis of this research show that at this time the governement still 
does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism 
action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation 
of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of 
deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the 
funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of 
Terrorism that is assigned to do dcradicalisation in wide spectrum (deideologisation to 
the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of 
terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. 
There are prevention. rehabilitation and reintegration. 
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1.1 Latar Belakang 

Babl 

PENDAHULUAN 

I 

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap 

peradaban yang menjadi ancaman bagi setiap bangsa. Oleh sebab itu perang melawan 

terorisme telah menjadi komitmen semua negara didunia ini. Saat ini dunia terancam 

Terorisme, termasuk Negara Indonesia yang kita cintai ini, diberbagai belahan dunia 

kerap kali kita dengar dan saksikan tentang insiden terorisme Kejadian ·tragedi born di 

Indonesia yang datang silih berganti menunjukkan akan eksistensi para teroris di negara 

Indonesia ini. Tragedi Born di Atrium Senen, Tempat Beribadah, Kedutaan Besar , Born 

Bali I dan II, Born Hotel JW Mariott I dan yang terakhir pada Juli 2009 ini Born Hotel 

JW Mariott II dan Hotel Ritz Carlton, membuktikan bahwa para teroris masih 

menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka melakukan tindakan terorisme sampai saat 

ini. 

Jaringan terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan 

mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di 

berbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme Internasional dan 

mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek 

operasional maupun aspek pendukung. Dengan tertangkapnya para pelaku teroris kasus 

Born Bali maka terungkap bahwa jaringan teroris di Indonesia memiliki hubungan 

dengan para pelaku teroris yang tersebar di berbagai negara khususnya di wilayah Asia 

Tenggara seperti Malaysia, Philipina dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
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pelaku teroris merupakan suatu kelompok yang melakukan aksi teroris terhadap 

kepentingan Barat sebagai upaya untuk meJawan keberpihakan AS dalam persengketaan 

wilayah di Palestina. 

Kecenderungan aksi teror di Indonesia secara umum diperkirakan meningkat 

terutama karena terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang rentan terhadap 

timbulnya kontlik dan sedang mengalami krisis multi dimensi. Bentuk aksi teror yang 

terjadi di Indonesia beraneka ragam sifatnya, namun yang paling populer adalah 

pengeboman1 adapun latar beJakang atau motif yang mendasari aksi teror tersebut dapat 

berupa; ekstrimisme ideologi, kebanggaan yang bertebihan terhadap kesukuan yang 

mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu1 dan gerakan komunisme 

(DKPT, 2006). 

Terorisme ideologis misalnya. menjadi mudah masuk ke tengah-tengah 

masyaraka.t karena ia merupakan produk perilaku dari suatu proses delegltimasi yang 

panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada. Terorisme demikian 

melibatkan sekelompok fanatik yang menentang penguasa jauh sebelum mereka rnenjadi 

terods, merekrut pengikut, bersitegang dengan Jembaga~lembaga penegakan hukum dan 

meradikalisasikan organisasinya hingga menjadi (Laqueur, 2000) 

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (roo/ causes) dari 

terorisme umumnya menyimpuikan bahwa persoalan seperti kemisklnan (poverty), 

ketldakadiian (injustice) dan kesenjangan (inequality) merupakan persoalan paling 

mendasar yang menjadi faktor penyebabnya. Ketiga faktor tersebut disinyalir langsung 

terkait dengan proses globa.Iisasi {Vermonte, 2004). Jika dicermati lebih l.!:mjut atas 

kasus-kasus terorisme khususnya born bunuh diri di berbagai tempat di dunia maupun di 
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1ndonesia, tampak bahwa tujuan-tujuan taktik teroris dapat meliputi beberapa tujuan, 

yaitu: upaya untuk mernpublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman yang prosesnya 

cepat dan massi}; aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota ke!ompok, katalisator 

bagi miiiterisasi atau mobilisasi massa~ menehar kebenc:ian dan konfliks: interkomunal, 

mengumumkan musuh atau kambing hitam. menciptakan iklim panik massa, 

rnenghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi. dan lain sebagainya 

(Hardiman, 2004). 

Apapun latar be!akang dan motif teror born bunuh diri, yang jelas terorisme 

sangat membahayakan masyarakat. bangsa dan negara Jndonesia maupun dalarn 

petgaulan antar bangsa. Oleh karena ltu, semua plhak sepakat bahwa dalarn memerangi 

teroris, di samping langkah-langkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum 

(penangkapan, penahanan dan rnernbawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara 

bersamaan pula perlu dHakukan pemahaman tentang akar perrnasalahan yang 

melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya terorisme dan rnenetapkan 

langkah-langkah kebijakan dalam mengambll tindahn preventif, preemptif dan represif. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh Pemerintah melalui 

pendekatan hukum semata. Pemerintah melalui pihak kepolisian pada awalnya telah 

membentuk Satuan Tugas (Satgas) Born Potri yang bersifat sementara yang khusus 

menangani kasus-kasus terorisme dan selanjutnya diikuti dengan pernbentukan 

Detasemen Khusus 88 A.ntiwteror Bareskrim Polri. Tugas dari Densus-88 AT ini adalah 
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melakukan penyelidjkan dan penyidikan tindak pidana. terorisme dalam rangka 

penegakan hukum di lndonesia. 

SeJain itu pemerintah juga telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan 

T erorisme (DKPT) sejak 2002 bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam 

menghadapi masalah terorisme yang didasarkan pada enam prinsip yaitu supremasi 

hukum, independensi. indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Selain itu 

DKPT juga bertujuan untuk mempersiapkan langkah-Iangkah operasional dalam 

pernberantasan terorisme (DKPT, 2004), Pada kenyataanya DKPT ini hanya bersifat 

Desk Koordinasi yang tidak memi!iki wewenang pelaksanaan untuk melakukan tindakan­

tindakan preventif untuk mengatasi terorisme. 

Pad a sisi lain, pemerintah sampai saat ini belurn memiliki kebijakan deradikalisasi 

terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme 

selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun selepas mereka keluar dari LP. 

Pengertian Deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk 

meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal). Program deradikalisasi ini juga bisa 

berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan­

gerakan radikal dengan cara menanggapi root causes (akar-akar penyebab) yang 

mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini {ICG, 2007). 

Pada saat ini, program deradikalisasi terorisme tefah muJai diterapkan di 

beberapa negara. Salah satu negara yang telah menerapkan program deradikalisasi mJ 

adalah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menamakan program deradikalisasi m1 

sebagai Central Security Program yang dimulai sejak 2004 yang dirancang untuk 

membina para teroris dan mengembalikannya ke masyarakat luas. Melaluj program ini 
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para tahanan dimasukkan ke dalam tempat rehabilitasi yang disebut sebagai halfway 

house. Sejauh ini di Arab Saudi sudah membang~n tempat rehabiHtasi di lima daerah 

yaitu Riyadh, Qassim, Abha, Damma dan Jaddah. 

Secara singkat bisa diketahui bahwa dalam program rehabiHtasi selama dua bulan 

m1 ditujukan kepada para narapidana terorisrne dimana para mantan tahanan ini 

diharuskan untuk mengikuti program pemhinaan agarna. pendidikan sosial dan ekonomi 

dan juga sesi terapj psikologi yang dimana didalamnya dimasukkan aspek olah raga dan 

seni. Setelah para eks tahanan teroris te!ah dinyatakan sukses mengikuti program ini, 

pemerintah menyalurkan mereka ke pekerjaan sesuai keahlian mereka1 menyediakan 

tempat tinggal~ kendaraan bahkan juga membantu mereka untuk mencarikan istri. 

Pemerintah Arab Saudi mengkiaim bahwa program ini berhasH. 80 persen tahanan yang 

rnengikuti program ini tidak kembali melakukan tindakan terorisme. sebaliknya hanya 20 

%yang kembali ditahan karena melakukan tindakan terorisme (USS. 2008). 

Program deradikalisasi juga telah diterapkan di negara Singapura dengan nama 

program Religious Rehabilitaticm Group Program. Program ini melibatkan 20 alim 

ulama agama Islam yang berpartisipasi dalam program ini dengan sukarela. Para ulama 

ini melakukan pembkaran secara interpersonal terhadap para tahanan terorisme untuk 

mengoreksi pemahaman mereka tentang Islam. Asumsi mendasar dari program ini adaiah 

bahwa para teroris ini telah salah dalam menginterpretasikan ajaran agama Islam. Para 

tahanan terorisme di Singapura wajib untuk ikut program ini, jika tidak maka mereka 

tidak akan mengetahui kapan mereka akan dibebaskan dari penjara (Demant, Slootman, 

Buijs & Tillie, 2008). 
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Sampai saat ini di Indonesia sendiri beJurn ada program deradikaUsasi yang 

diterapkan guna mengatasi tindakan terorisme ini. Hal ini menyebabkan peluang para 

mantan tahanan terorisme untuk kembali ke komunitas jaringan terorisme masih sangat 

besar. Hal ini terbukti dengan pengungkapan kasus JW Mariot li dimana temyata salah 

satu pelaku yang terlibat pemah ditangkap oleh Densus-88 namun dilepaskan kembali 

karena kekurangan bukti hukum di pengadilan (Kompas, 12 Agustus 2009). 

Deradlkatisasi yang dirnaksudkan dalam penelitian ini penulis batasi spektrurn 

definisinya agar tidak terlaiu melebar dalam rnengartikannya. Definisi deradikalisasi 

dalam peneiitian ini yaitu deradikalisasi yang sesuai dengan definisi dari International 

Crisis Group (2007) yang mengartikan deradikalisasi sebagai proses meyakinkan para 

ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan {radikal). Dengan definisi tersebut 

dapat dengan jelas dipahami bahwa program deradikali.sasi dalam penelitia.n ini ditujukan 

kepada kelompok ekstrlmis yang ada di Indonesia yang mana dilakukan dengan cara 

melakukan langkah-langkah persua.sif kepada mereka agar dapat meninggalkan tindakan 

radikaL Langkah persuasif ini rneliputi juga bantuan-bantuan pernerintah baik secara 

moril maupun materll kepada para pelak:u tindakan terorisme yang mau menghentikan 

tindakan kekerasannya. Program deradikalisasi ini juga bisa berkenaan dengan proses 

menciptakan lingkungan yang mencegah tumbulmya gerakan-gerakan radikal dengan 

earn menanggapi root causes ( akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan~ 

gerakan ini (ICG, 2007) 

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka permasalahan yang 

diidentifikasikan dalam tesis ini adalah untuk menemukan dan menentukan faktor-faktor 

masalah dalam melaksanaka.n deradika.lisasi terorisme di Indonesia dan menentukan 
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kebijakan deradikalisasi terorisme yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia untuk 

dapat mengatasi ancaman terorisme. 

1. 3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang 

digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme 

seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mencari format program deradikalisasi yang tepat untuk dapat diterapkan oleh 

pemerintah [ndonesia 

1.5 Signifikaosi Penelitian 

Penelitiao akadernis mengenal strategi deradikalisasi adalah merupakan suatu hal 

yang penting dikarenakan sampai saat ini belum ada strategi deradikalisasi yang 

komprehensif dan tepat untuk dijalankan pemerjntah Indonesia guna menangani 

terorisme ini. Selain itu juga belum ada penelitian akademis seperti peneltian ini yang 

meneliti tentang deradikalisasi terorisme di Indonesia. Penulisan tesis ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan bagi pemhuat kebijakan yakni Pemerintah Indonesia. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab Pertama berupa pendahuluan yang memuat Jatar belakang masalah. 

pertanyaan penelitian, fokus penelitian, siginifikansi penelitian, dan 

sistematika penulisan 

Bah Kedua menguraikan tentang metode penelitian 

Bab Ketiga herisi kondisi terkini terorisme dan program deradikalisasi yang 

diterapkan di Indonesia 

Bab Empat menguraikan kerangka teori 

Bab Lima berisi program deradikalisasi yang telah diterapkan di beberapa negara 

Bab Enam berisi gambaran program deradikalisasi di beberapa institusl di 

Indonesia 

Bab tujuh berisi analisa program deradikalisasi yang tepat untuk dilerapkan di 

Indonesia 

Bab delapan berisi penutup. 
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Penelitian pada hakeka.tnya adalah pencarian jawaban dari pertanyaan yang ingin 

diketahui jawabannya oleh peneliti. SeJanjutnya hasil penelitian akan berupa jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Untuk menghasi1kan 

jawaban tersebut dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisls data dengan 

menggunakan metode tertenttL Dalam melakukan penelitian, berbagai macam metode 

digunakan seiring dengan rancangan peneHtian yang digunakan. Beberapa pertanyaan 

yang perlu dijawab dalam menyusun rancangan penelitian diantaranya adalah 

pendekatan apa yang akan digunakan, metocle penelitian dan cara pengumpulan data apa 

yang dapat digunakan dan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh. 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan Jangkah-langkah ilmiah yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi fokus perhatian yaitu : 

Pertama, cara ilmiah yang mengedepankan kekuatan kcilmuan, ra.sjonaiitas, fakta 

empiris., dan terstruktur secara sistematis. Kedua, Rasionalitas dalam kegiatan pene1itian 

akan mempermudah pencernaan serta penalaran terhadap keglatan penelitian. Ketiga. 

empiris maksudnya ada lab kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan dan diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat, mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Keempat. sistematis artinya, proses yang digunakan dalam pene!itian itu 

menggunakan langkah-langkah terlentu yang bersifut logis (Chadwick, Bahr & Albrecht, 

1991), 
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Untuk dapat mencapai tujulln penelitian yang Ielah diternngklln pada bab 

terdahulu, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berdasarkan 

data-data dari studi lapangan, studi kepustakaan, data sekunder dari instansi pemerintah 

dan hasil wawancara langsung kepada narasumber. Terdapat berbagai macarn definisi 

tentang penelitian deskriptif, di antaranya adatah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau tebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan. atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain (Sugiyono, 2003). Pendapat lain mengatakan bahwa, penelitian deskriptifrnerupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan 

(Suharsimi Arikunto, 2005). 

Penelitian ini berusaha mendeskrtpsikan pendekatan deradikalisast yang telah 

diterapkan di Indoensia selama inl dengan melakukan wawam::ara-wawancara langsung 

kepada narasumber, data sekunder dari instansi pemerintah dan ohservasi langsung di 

lapangan. Selain itu studi pustaka juga dilakukan untuk membandingkan program 

deradikalisasi yang telah diterapkan di sernbtlan negara di dunia, Setelab mernperoleh 

data-data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk dapat merancang prgram 

deradikalisasi yang ideal untuk dapat diterapkan di negara Indonesia, 
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2. 1 Teknik Penelitian 

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan dalam kajian 1nl 

adalah sebagai berikut: 

2.1. I S(JJdi ~epu§takaan 

Dengan mengumpulkan dan mencari informasi tambahan dari berbagai tulisan 

serta data-data yang dinilai faktuaJ serta relevan dengan pennasatahan yang berkembang 

mengenai terorisme di Indonesia dan deradikaHsasi terorisme yang te1ah diterapkan dl 

beberapa negara di dunia. Selain itu juga untuk mendapatkan teori-teod yang membahas 

masalah penelitian, Adapun teJaah pustaka ini berupa buku1 jumal. majalah. surat kabar 

dan sebagainya. 

2.1.2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam (in-depth interview) 

dilakukan secara Jangsung ke responden agar peneliti mudah mendapatkan hasil data 

primer secara langsung dengan mewancarai nara s.umber yang dlnilai memiliki 

kapabilitas untuk menjawab pertanyaan. Narasumber ini terdiri dari pelaku dan aktor 

lapangan yang terlibat dipandang terlibat dalam deradikalisasi terorisme di Indonesia . 

Wawancara disini dilakukan dengan pedoman yaing merupakan teknik untuk 

mengumpulkan informasi dad orang~orang atau subyek yang diteliti mengenai suatu 

masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas dan mendalam, namun berdasarkan 

atas suatu pedoman yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi khusus. Dalam 

proses wawancara ada dua p:ihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu pihak yang 

berfungsi sebagal pengejar informasi atau penanya, dan pihak pemberi informasi 

(Chadwick et al, 1991). 
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2.1.3 0\)servasi (Pengamatan) 

Penelitian ini menerapkan observasi sebagal satah satu metode untuk 

pengompolan data. Menurut Raymond Gold (Chadwick et al, 1991), teknik pengamatan 

ini dapat dibagi menjadi empat golongan. Pertam~ partisipasi penuh~ dimana pengamat 

secara natural berinteraksi dengan subyek yang diamati tanpa memperkenalkan indentitas 

diri yang sebenarnya serta kegiatan dan tujuan penenlitian. Kedua. partisipasi sambil 

mengarnati, d.imana pengamat ikut berpartisipasi dalam lingkungan pekerjaan subyek dan 

kedlla belah pihak menyadarj bahwa mereka sedang berada dalam hubungan kerja sa.ma 

yang berkenaan dengan suatu pentlitian. Ketiga, pengamatan sambil berpartisipasi, 

djmana hentuk ini hampir sama dengan golongan yang kedua, tetapi disini pengamat 

lebih berperan sebagai pengamat daripada berpartisipasi daJam pekerjaan subyek. Yang 

terakhir, keempatt yaitu pengamatan penuh~ di mana pengamat secara terselubung 

mengamati proses kegia.ta:n subyek tanpa disadari oleh subyeknya, 

Penelitia.n ini menerapk.an satu dari empat golongan yang ditawarkan oleh Gold. 

yaitu pengamatan pengamatan penuh. Dengan menggunakan leknik pengamatan maka 

akan diperoJeh gambaran mengenai gejala-gejala (orang, tindakan dan peristiwa) da.n 

kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang mengandung makna bagi 

kehidupan organisasi, ke!ompok, atau individu yang diteliti, sehingga peneliti dapat 

melihat dan memahami proses deradikalisasi para teroris yang telah diterapkan di 

Indonesia (Chadwick et al, 1991). 
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2. 2 Waktu Pelaksaoaan Pcnelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama empat bulan yaitu dari bulan Agustus 

2009 hingga bulan November 2009. 

l. 3 T eknik Analisa Data 

13 

Teknik analisa data adalah dengan membuat langkah-langkah pengolahan data 

yang ditemukan pada saat penelitian baik yang diperoleh melalui data lapangan melalui 

maupun yang diperoleh melalui sumber lain, berupa sumber primer maupun sekunder. 

Sumber primer berupa hasi! wawancara menda!am kepada narasumber yang 

berkompeten. Sedangkan data sekunder yaitu berupa basil studi buku-buku perpustakaan 

Program Pasca Sarjana Kajian Stratejik ]ntelijen Universitas Indonesia dan data institusi 

yang terkait seperti Desk Koordinator Pemberantasan Terorismef Detasemen Khusus 88 

AT, Direktorat Jenderal Pernasyarakat:an, dan Departemen Agama, 

Setelah data-data tersebut diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan 

pemilihan clan pemilahan terhadap data-data yang ada dan dinilai tingkat signifikansinya 

dalam mendukung sebuah penelitian. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk dibahas dan 

dianalisa berdasarkan dengan konsep dan teori yang ada. Diharapkan dari basil analisa 

data..Oata yang ada dengan didukung konsep dan teori tersebut maka akan ditemukan 

program deradikalisasi yang dapat diterapkan di Indonesia. 
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KONDISI TERORISME DAN UPAYA PENANGANAN TERORISME DI 

INDONESIA 

3.1. Terorisme Global 

15 

Terorisrne merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap 

peradaban yang menjadi ancaman bagi setiap bangsa. Oleh sebab itu perang melawan 

terorisme telah menjadi komitmen semua negara didunia ini. Saal ini dunia terancam 

Terorisme, termasuk Negara Indonesia yang kita cintai ini, diberbagai belahan dunia 

kerap kali kita dengar dan saksikan tentang insiden terrorisme Kejadian tragedi World 

Trade Centre (WTC) pada 11 September 2002, tragedi Born Bali [ dan JI dan peristiwa 

yang mencekam serta menakutkan lainnya yang silih berganti. sehingga membuat kila 

berfikir bahwa selama ini penggunaan kekerasan yang melawan hukum untuk mencapal 

perubahan politik a tau lainnya bukanlab sesuatu yang baru yang pasti itu telah terjadi dan 

merupakan perubahan dan modus terror yang mengerikan dan keji pada abad ke 21 ini 

(Sembiring, 2005). 

Terorisme dalam perkembangannya tetah membangun dan mempunyai jaringan 

global dan beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme 

lnternasional~ dan mempunyai hubungan serta mekanisme kerjasama satu sama lain, baik 

dalam aspek infrastruktur operasional maupun infrastruktur pendukung dan hasil 

investigasi serta tertangkapnya beberapa pe!aku Born di lndonesia dan anggota kelompok 

terorisme menunjukkan, terorisme merupakan jaringan lintas negara dan bergerak secara 
• 
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dinamis sehingga menjadi ancaman semua negara yang menjadi target atau daerah 

operasi mereka, korban orang-orang yang tidak berdosa terus berjatuhan tidak mengenal 

itu WNI maupun WNA, orang dewasa maupun anak-anak semuanya dapat menjadi 

korban terorisme (Sembiring, 2005). 

Dikawasan Asia Tenggara jauh sebelum isu terorisme yang semakin mendunia 

seperti saat ini, kelompok-kelompok radikal Islam sudah lebih dahulu terbentuk. Pada 

awalnya kelompok-kelompok tersebut hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam 

Nusantara yang cakupan wilayahnya meliputi Indonesia, Malaysia (termasuk Brunei), 

Singapura, Thailand, Philipina dan Australia. Aksi memerangi terorisme terutama yang 

diprakarsai oleh negara-negara barat, memunculkan sentimen kelompok-kelompok Islam 

garis kera.s yang didasari atas kesamaan ideologi dan perjuangan untuk melawan 

domina.si barat khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Gerakan 

"perlawanan" yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut, 

nampaknya sedang mengalami pergeseran dari tujuan semula mendirikan negara Islam 

berubah dengan memerangi kepentingan-kepentingan barat. Bersamaan dengan 

pergeseran perjuangan tersebut kelompok-kelompok Islam garis keras juga mulai 

menjalin hubungan dan membentuk jaringan ditingkat lokal, regional dan bahkan 

intemasional untuk menyatukan diri memerangi kepentingan barat (Yunanto eta!, 2~02). 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan posisi yang sangat 

strategis memegang peranan penting di Asean menjadi salah satu sasaran terorisme. 

Berbagai permasalahan dalam negeri dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuannya dengan melakukan kegiatan teror. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri 

dari ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa sangat rentan dimanfaatkan untuk 
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menimbulkan konflik tennasuk kegiatan terorisme. Tragedi Born Bali yang terjadi pada 

tanggal 12 Oktober 2002 adalah kegiatan terorisme yang diindikasikan merupakan bagian 

dari jaringan terorisme Intemasional. Peledakan born yang dilakukan terorisme dan 

beberapa peledakan Jainnya menguatkan isu yang dikembangkan Negara Adi Daya 

bahwa Indonesia sebagai sarang terorisme. Dampak yang timbul baik di dalam maupun 

di luar negeri sangat luas implikasinya, sehingga pemerintah Rl terus berupaya 

melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme. 

Dalam upaya mencegah terjadinya tindakan dan kegiatan teroris, Pemerintah RI 

telah mengeluarkan UU RJ Nomor 15 tahun 2003 tanggal 4 April 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai pengganti Perpu Nomor 1 tahun 2002 

(DKPT, 2004). Selain itu, Pemerintah RI telah berupaya memberdayakan aparat intelijen 

maupun aparat instansi lainnya guna mengantisipasi tindakan terorisme, namun upaya ini 

dirasakan belum optimal mengingat terorisme memiliki mobilitas yang tinggi, 

bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat di pemukiman. 

Kecenderungan aksi teror di Indonesia secara umum diperkirakan meningkat 

terutama karena terkait dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang rentan terhadap 

timbulnya konflik dan sedang mengalami krisis multi dimensi. Bentuk aksi teror yang 

terjadi di Indonesia beraneka ragam sifatnya, namun yang paling populer adalah 

pengeboman, adapun Jatar belakang atau motif yang mendasari aksi teror tersebut dapat 

berupa: ekstrimisme ideologi, kebanggaan yang berlebihan terhadap kesukuan yang 

mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu, dan gerakan komunisme 

(DKPT, 2004). 
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·Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan (root causes) dari 

terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemisklnan (poverty). 

ketidakadilan (injustice) dan kesenjangan (inequality) merupakan persoalan paling 

menda.sar yang menjadi faktor penyebabnya. Ketiga faktor tersebut disinyalir Jangsung 

terkait dengan proses globalisasi (Vermonte, 2004). 

Jika dicermati lebih lanjut atas kasus-kasus terorisme di berbagai tern pat di dunia 

maupun di Indonesia. tampak babwa tujuan-tujuan taktik teroristis dapat meliputi 

beberapa tujuan, yaitu: upaya untuk mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman 

yang prosesnya cepat dan massfh aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota 

kelompok, katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi mllSsa. menebar kebencian dan 

konfliks interkomunal, mengumumkan musuh atau kambing hitam, menciptakan iklim 

panik massa, menghancurkan kepercayean publik terhadap pemerintah dan poHsi, dan 

lain sebagainya (Hardiman, 2004). 

Apapun Jatar belakang dan motif terorisme, yang jela.s terorisme sangat 

membahayakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maupun dalam pergaulan antar 

bangsa. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa dalam memerangi teroris, di 

samping langkah~1angkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum 

(penangknpan. penahanan dan membawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara 

bersamaan pula perlu dilakukan pemahaman tentang akar permasaiahan yang 

melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab timbulnya terorisme dan menetapkan 

langkah-Iangkah kebijakan dalam mengambil tindakan preventif1 preemptif dan represif 

(DKPT, 2004). 
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3.2 Mengurai Jaringan Teroris 

Aksi teror yang tetjadi di wilayah Indonesia ditinjau dari sasaran, jenis bam dan 

modus yang digunakan memiliki kesamaan di beberapa tempat baik born di Jakarta, Ba1i 

l dan Bali 2. 

3.2.1 Ja.ringan teroris internasional Al Oaeda 

Tujua.n Organisasi AI Qaeda adalah menegakkan kembali sistem khilafah 

Islamiyab untuk menggantikan sistem Negara bangsa yang dianggap impor dari barat 

Pendirian AI Qaeda itu bisa dilihat dari sikap politik AI Jihad pimpimm Ayman AI 

Zawahiri (AI Jihad, anggota Inti Al Qaeda) yang mengecam sikap Allkwan AI Muslimun 

Mesir karena menerima sistem demokrasi barat dengan bersedia ikut Pemiiu di Mesir dan 

duduk di Parlemen. Untuk mencapsi tujuan strategi tersebut. Al Qaeda harus mampu 

menguasai sa!ah satu Negara Islam atau minimal mampu memberi pengaruh salah satu 

Negara Islam tersebut (Basya & Alka, 2004). 

AI Qaeda dan Tali ban juga terus mengembangkan organisasi dengan membentuk 

kerjasama baru dengan kelompok teroris di berbagai belahan dunia lainnya. Perjuangan 

Taliban di Afghanistan tidak hanya didukung AI Qaeda namun juga didukung kelompok 

teroris Pakistan seperti Lashkar-e-Tayyiba (LeT), Harkat~ui~Mujahideen, diL 

Perkembangan di dunia saat ini> kelompok teroris tersebut merupakan kelornpok teroris 

yang paling ditakuti. 

Serangan teroris yang dilakukan Al Qaeda dan sekutunya pada abad 2 J Masehi 

antara lain : 

l) Pada tanggal 12 Oktober 2000 terjadi peledakan terhadap kapal 
perang Amerika USS Cole yang bersandar di Yaman mengakibatkan 
17 orang meninggal dan 39 orang lainnya luka-luka. 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



20 

2) Pad a tang gal 11 September 200 l terja<li serangan dengan 
menggunakan pesawat yang ditabrakk:an pada menara WTC di New 
York, AS yang menyebabkan lebih dari 3.000 orang tewas dan 
ribuan lainnya luka-luka. 

3) Pada tanggal 26 Nopember 2008 terjadi serangan teror yang 
dilakukan oleh kelompok Lashkar-e--Tayyiba (LeT) di Mumbay, 
India yang menewaskan 195 orang dan melukai 304 orang. Serangan 
bersenjata dilakukan oleh 10 orang warga negara Pakistan 
merupakan serangan terbuka dan dapat disebut sebagai Urban 
Terarrism (Terorisme Kota). 

4) Pada tanggal 27 Mei 2009 terjadi serangan born yang 
meluluhlantakkan gedung unit Respons Darurat Kepolisian (sebelah 
kantor Badan Intelijen Pakistan) di Lahore. Serangan tersebut 
mengakibatkan tewasnya 22 orang dan 285 orang terluka. 

Setelah kejadian ll September 2001 dan kekalahan Taliban, sumber pendanaan 

AI Qaeda menurun secara drastis. Afghanistan sebagai tempat pengembangan organisasj 

menjadi sangat terbatas dengan pendudukan pasukan Mu!tinasional AS dan NATO. 

Penggunaan dana Al Qaeda berkurang secara signifikan. Sebelumnya Al Qaeda 

merupakan organisasi yang tersentralisasi dengan Osama bin Laden sebagai pengamhil 

keputusan atas setiap pelaksanaan operasi. Namun sekarang, AI Qaeda terdesentralisasi 

menjadi sel bawall tanah yang rnemanfaatkan citra Osama bin Laden sebagai tokoh 

panutan kelompok teroris negara lain. Hal ini mengubah AI Qaeda menjadi kumpulan 

jaringan teroris lokaJ dan regional di seluruh dunia yang mengadopsi taktik teror yang 

diterapkannya. Secant global. Al Qaeda dan kelompok teroris lain akan selalu 

melancarkan aksi dengan modifikasi taktik konvensional terorisme untuk menghindari 

pengamatan aparat keamanan lintas negara {Dephan, 2007). 

3.2.2 Jaringan teroris regional 

Kawasan regional Asia Tenggara, situasinya rentan terhadap perkembangan 

jaringan terorisme. Gejolak rasa ketidakpuasan pada sebagian kalangan masyarakat 
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ditengah masa transisi proses demokratisasi yang sedang bergulir di negara kawasan~ 

menjadi lahan subur bagi berkembangnya jaringan terorisme. Pemerintahan demokratis 

yang mengakomodir adanya perbedaan pendapat namun masih belum didukung dengan 

sistem keamanan dan pertahanan yang memadai serta minimnya pengamanan jalur 

perbatasan antar negarn, telah memudahkan dan dimanfaatkan oleh kelompok teroris 

yang tidak mengenal batas negara (borderless terrorism) mengembangkan jaringan di 

wiiayah ini. Hal tersebut antara lain ditandai dengan keberadaan dan aktivitas kelompok 

radikal yang didanai jaringan AI Qaeda seperti di Indonesia dan Filipina serta aktivitas 

organisasi teroris Indonesia/Asia Tenggara (ll) dan Jaringan Regional Ai Qaeda yang 

terus melakukan rekrutmen dan pelatlhan mil iter di Filipina (Mindanao Selatan). 

Keberadaan jaringan terorisme secara regional di kawasan Asia Tenggara tidak 

lepas dari dari sejarah berdirinya JI pimpimm Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. 

Sejak itu, semakin berkembang kegiatan perekrutan dan pelatihan anggota JJ untuk 

dijadikan Mujahidin yang mahir menggunakan senjata dan bahan peledak dalam 

pelaksanaan aksinya seperti yang dilakukan oleh Muklas dan Hambali dari Tndonesla, 

Rais dan Dr. Azahari dari Malaysia serta Nasir Abbas dari Singapura. Kegiatan studi di 

Pakistan dan pelatiban Militer di Kandahar Afghanistan sejak tahun 1995, menandai 

dimulainya paham born bunuh diri. Proses rekrutmen, pembentukan pelatihan, 

perencanaan operasi dan pendanaan teroris di kawasan regional menandakan adanya 

hubungan antara Dl/NH, JJ dengan Al Qaeda. Jaringan kelompok teroris di kawasan 

Asia Tenggara, berdiri secara otonorn dan mampu bergerak secara mandiri untuk 

mencapai tujuan. Pada hakikatnya jaringan di kawasan ini tetap merupakan salah satu 

jaringan terkuat dart sistem jaringan terorisme global (Dephan, 2007) 
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3.2.3. Jaringan teroris lokgtJ 

3.2.3.1. Masa awal perkembangan terorisme d; Indonesia 

Perkembangan terorisme di Indonesia diawali pada tahun 1948 dimana gerakan 

Dlfrii pimpinan Kartosuwiryo bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (Nil). 

Gerakan ini merambat hingga ke Sulsel dipimpin Kahar Muzakar dan Aceb dipimpin 

Teungku Daud Beureuh. Aktivitas Nil di Indonesia kembaH muncul dan terus meningkat 

menjelang Pemilu 1977, yang ditandai oieh gerakan Komando Jihad serta Dewan 

Revolusi Islam Indonesia. Tokoh penting ketika itu adalah Haji Ismail Pranoto (Hispran) 

dan Haji Danu M. Hasan yang pemah dekat dengan Kartosuwiryo. 

Pembentukan Komando Jihad (Komji) pada tahun 1976 dipelopori oleh Gaos 

Taufik dan Danu M. Hassan untuk melaksanakan revolusi di Indonesia, Operasi 

Komando Jihad sebagian besar dHaksanakan di Sumatera (Contoh pengeboman Rumah 

Sakit Immanuel Baptist di Bukittinggl, Sumbar), namun tetap memillki sasaran utama di 

Jawa. Di Lampung dan Palembang, operasi difaksanakan oleh Asep Warman alias Musa 

Warman. Warman pindah ke Jakarta seiring dengan penangkapan Gaos Taufik oleh 

aparat pada tahun 1978. Di Jakarta, Warman diberikan tempat di pesantren Misi Islam di 

Tanjung Priok. Pada tahun 1979~ Warman melakukan serangkaian teror yang disebut 

Pemerintah sebagai Teror Warman untuk melancarkan tujuan serta mendapatkan dana 

(Contoh perampokan mobil yang membawa gaji pegawai !KIP Malang). Warman 

tertangkap pada tahun 1979 namun berhasil meloloskan dirl dan sampat akhimya dapat 

dibunuh oleh 1Nl AD pada tanggal23 Juli 1981 di Soreang, Bandung. 
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Setelah kematian Warman, aksi .terorisme yang dilakukan oleh teroris yang 

berkedok agarna maupun yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas keamanan negara 

terns bergulir. Contoh kasus terorisme yang terjadi sampai dengan 1986 antnra lain: 

3.2.3.2 Perkembangan Jamaah Islamiyah di Indonesia 

Pemikiran pembentukan JI, bermula dari Abdullah Sungkar dan Abu Bakar 

Ba'asyir (pendiri Ponpes AI-Mukmin di Ngruki, Solo- Jateng) tabun 1972 bersarna Yoro 

Roswadi, Abdul Qohar, H. Daeng Matase dan Abdillah Baraja. Abdullah Sungkar salah 

satu tokoh penting gerakan Nil di Jateng tahun 1976 dan mendirikan gerakan Jamaah 

Mujahidin Ansharullah (JMA) tabun 1977. Istilab J1 terungkap dalam persidangan kasus 

makar terhadap H. Ismail Pranoto tahun 1978 dan dalam buku-buku mengenai J( yang 

beredar di Solo. Tabun 1985, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri 

dan menetap di Kuala Pilah, Malaysia. Mereka aktif melakukan dakwah dan 

berhubungan dengan kalangan Mujahidin serta melakukan kontak dan men.dukung 

kegiatan OJ. Mereka mengorganisir penyaluran relawan ke Afghanistan, bahkan tahun 

1990 Abdullah Sungkar disinyatir sempat bertemu khusus dengan Osama bin Laden, 

Gerakan mereka kemudian berkembang da!am konteks pemikiran untuk mendirikan 

Negara Islam di Asia Tenggara atau Dawlah Jslamiyyah Nusantarc mencakup wilayah 

Malaysia. Indonesia. Brunei, Thailand Sefatan dan Mindanao- Filipina. 

Tahun !993, seiring perpecahan internal Dl, kelompok Abdullah Sungkar dan 

Abu Bakar Ba'asyir konflik dengan kelompok Ajengon Masduki dan Abu Toto. 

Puncaknya, mereka menyatakan keluar dari D.L dan mendirikan JI di Malaysia. Abdullah 

Sungkar menjabat Amir JJ, dibantu oleh Arif Sunarso sebagai pimpinan Sayap Milter 

(Markaziyah) serta penanggung jawab Kamp Pelatihan dl Peshawar dan Mindanao, 
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Hambali menjabat sebagai pimpinan Mantiqi-1 (Malaysia dan Singnpura) dan Abu Fatih 

sebagai pimpinan Mantiqi~II (Indonesia). Banyak veteran Mujahidtn Afghanistan 

bergabung dengan kelompok mereka. 

Pada tahun 1997) organisasi JI mengalami perubahan, dari 2 Mantiqi menjadi 4 

Mantiqi hingga mencakup wilayah Papua dan Australia. Periode 1999 - 2002, ketika 

AbdulJah Sungkar meninggal, Amir Jl beralih ke Abu Bakar Ba'asyir. Bagi kalangan 

kader JI yang militan, kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir dinilai kurang radikal dan 

akomodatif terhadap pihak "musuh". Akan tetapi Abu Bakar Ba'asyir masih memiliki 

kapasitas ketokohan yang kuat, terbukti dengan peran pentingnya dalam mengga.lang 

terselenggaranya pertemuan di Universiti Islam antar bangsa di Malaysia. Dalam 

pertemuan itu muncul gagasan mendirikan Rabitatul A1ujahidin sehagai wadah kelompok 

radikal kanan dari berbagai negara seperti Malaysia (Kelompok Mujahidin Malaysia atau 

Kumpulan Militan Malaysia I KMM), Indonesia (Laskar Jundullah, Darullslam, GAM, 

Republik Islam Acch), Filipina (MILF), Myanmar ((The Rohingya Solidarily 

Organisation I RSO dan Arakan Rohingya Nationalist Organisation I ARNO} dan 

Thailand Selatan (The Paltani United Liberation Organisation I PULO). Secara 

struktural organisasj JI pasca pergantian kepemimpinan tidak banyak mengalami 

perubahan. 

Pada periode 2002-2003, ketika Abu Bakac Ba'asyir ditangkap dan diadili 

atas tuduhan keterlihatannya dalam JI, kepemimpinan Jl sementara diganti oleh Abu 

Rusdan aUas Thoriqudin asal Kudus salah satu ka.der garis kems pengikut Abdullah 

Sungkar, Poslsi Hambali sebagai Ketua Mantiqi-1 pada tahun 2001 diganti oleh Muklas, 

Akibat operasi yang digelar aparat keamanan pasca peristiwa born Bali I tanggal 12 
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Oktober 2002, yang berlanjut dengan opornsi pasca born JW Marriot tanggal S Agustus 

2003, organisasi Jl menghadapi tekanan dan banyak tokoh mereka yang ditangkap, 

sehingga memaksa mereka bergerak secara otonom. Pada periode pasca Tahun 2003, 

meskipun jaringan mereka banyak yang terputus. elemen JI yang bergerak secara 

klandestin dan otonom masih dapat melakukan kegiatan dengan melancarkan aksi 

pengeboman. 

3.3 Fakta Aksi Teror Born Yang Terjadi di lndQnesia datam kurun waktu 10 
tahnn terakhir antara lain ~ 

a. Pada tanggal 1 Desember 1998, peJedakan born dJ Gedung Atrjum Senen 
b. Pada tanggaliS Aprill999 peledakan born di Plaza Hayam Wuruk 
c. Pada tahun 1999 pe1edakan born di Masjid Isliqlal 
d. !'ada tanggal28 Mei 2000 peledakan born di Gereja (GKP1) Medan 
e. Pada tanggal 24 Desember 2000 peledakan Gereja~gereja di berbagai 

wHayah Rl. 
f. Pada tangga1 24 Desember 2000 pe1edakan di Jl. Antapati Bandung pelaku 

H.Aeeng. 
g. Pada tanggal 01 Agustus 2000 peledakan born di Atrium Plaza. 
h. pada tanggal 01 Agustus 2000 peledakan born di Rumah Dinas Kedubes 

Philipina yang dilakukan oleh Jl an. Abdul Jabar. 
1. Pada tanggal 27 Agustus 2000 peledakan gra.nat di Kedubes Philipina. 
J. Pada tanggal 03 September 2000 peledakan born di BEL 
k. Pada tanggal 09 November 200 I peledakan di Gereja Petra Jakut. 
I. Pada tanggal23 September 2001 Peledakan born di Atrium Senen. 
m. Pada tanggal 08 Januari 2002 peledakan born di rei KA Bekasi pelaku 

Sahrul (GAM) 
n. Pada tanggal 18 januari 2002 petedakan born dl gardu listrik CHili tan. 
o. Pada tanggal 09 Juni 2002 peledakan born dl diskotik 1001, eksotic dan 

hotel Pangeran Jayakarta. 
p. Pada tanggal 01 Juli 2002 peledakan born di Grabe Cijantung. 
q. Pada tanggal 12 Oktober 2002 peledakan di Legian Bali. 
r. Pada tanggal 05 Desember 2002 peledakan born di MC. Donald Makasar. 
s. Pada tanggal21 maret 2003 pe1edakan born di kantor Walikota Medan. 
1. Pada tangga1 24 April 2003 peledakan born di belakang Gedung 

perwaki1an PBB lakpus. 
u. Pada tanggal27 April2003 peledakan born di Bandara Soekarno Hatla 
v. Pada tanggal14 Juli 2003 peledakan born di Gedung DPRJMPR. 
w. Pada tanggal 05 Aguslus 2003 Peledakan bom di Hotel JW. Marriott 
x. Pada tahun 2005 peledakan born Bali di rumah makan. 
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y. Pad a tanggal II Nopember 2006 percobaan Peledakan BOM di Restauran 
A W Kramatjati Jaktim. 

z. Pada tanggal 17 Juli 2009 peledakan born di Hotel JW. Mariott dan Ritz­
Carlton 

Gambar3.1 

Kasus Pengebornan Di Indonesia 

(Presentasi DKPT, 2008) 

IIL 3 Penanganan Terorisme Saat ini 

BJum, Kasus 

K.ungkap 

Terorisme melakukan aksinya di Indonesia "karena masih lemalmya payung 

hukum, rendahnya kualitas surnber daya rnanusia dan subumya tingkat kemiskinan" di 

tambah dengan "terbatasnya kualitas dan kapasitas: intelijen negara". Dari kelemahan~ 

keiemahan tersebut diatas maka Indonesia merupak:an tempat yang paling empuk untuk 

dijadikan tempat aksi kejahatan terorisme sehingga Indonesia yang dililit banyak masalah 

menjadi amat rncnderita atas kejahatan terorisme tersebut. kondisi lersebut diatas 
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merupakan pelajaran yang harus dipecahkan dan diselesaikan bersama antara 

penyeJenggara negara, elit politik dan di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sementara itu dengan melihat kejadian yang telah dilakukan oleh teroris bahwa 

Indonesia mengutuk kerns tindakan terorisme dalam segala bentuk memanifestasikannya 

serta menekankan pentingnya untuk tidak: menyarnakan terorisme dengan ajaran atau 

kelompok etnis tertentu. Sehingga, sasaran lainnya adalah menggunakan sentimen atas 

nama agama. Sebab, dengan menggunakan isu-isu agama sangat mudah bagi kelompok 

terorisme untuk menarik simpati kepada masyarakat 

Dalam mengatas1 permasalahan terorisme berbagai upaya dilakukan lembaga 

pernerintah untuk mempersernpit ruang gerak serta mencegah dan rnenanggulangi 

gerakan terorisme denga.n membentuk satuan-satuan anti teror balk dari TNI) POLRI 

maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya., namun hal ini dirasa masib belum 

mampu mengatasi bahkan hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat terhadap 

kinerja. aparat yang dinilai sela!u kecolongan atau lamban bahkan tidak memiliki 

kemampuan untuk rnencegah dan mengungkap serta menghukum pelaku-pelaku teror. 

Untuk merespon terjadinya tindakan teror Born Bali pada tanggal 12 Oktober 

2002, Pemerintah Indonesia telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan 

Terorisme (DKPT) pada tahun 2003. Pernbentukan desk ini melalui Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan republik Indonesia No: Kep-26/ Menko/ 

Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme 

berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 ten!ang Pemberantasan tindak pidana terorisme 

(DKPT. 2009). DKPT ini merupakan Satuan Kerja yang bersifat non struktural yang 

berada di lingkungan Kementrian Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan yang 
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bertugas untuk membantu Mcnkn Polkam dalam upaya mengkootdiansi pemberantasan 

terorisme. 

Badan fungsional ini bertugas untuk memhantu Menko Polkam dalam 

merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek 

pemmgkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan sega\a tindak 

hukum yang diperlukan. Selain itu DKPT ini juga bertugas membantu Menko Polkam 

mengendalikan Iangkah-langkah operasional pemberantasan terorisme. DKPT juga 

bertanggung jawab untuk melakukan singkronisasi, efektivitas dan sinergi antar lembaga 

pemerintah (DKPT, 2009). 

Tujuan utama dad kelahiran lembaga DKPT yaitu untuk mengkoordinasi se1uruh 

kebijakan Pemerlntah dalam penyelesaian rnasalah terodsme di dalam negeri dan 

membangun kerjasama lnternasianat. Terdapat beberapa instansi yang terilbat dalam 

lembaga DKPT ini yaitu Kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara~ Kejaksaan, dan 

Imigrasi. Secara. leknis pelaksanaan tugas lembaga terdiri dari empat bidang yaitu 

strategi dan litbang, bukum, Kerjasama Internasional, Pengamanan dan Latihan. Keempat 

bidang ini melaksanakan berbagai kegiatan operasi meliputi; operasi kepolisian, operasi 

intelijen, operasi keimigrasian, dan operasi Jain yang terkait dengan poncegahan, 

penangkalan, dan ponindakan terorisme {DKPT, 2009). 

Berdasarkan Undang Undang NO 15 Til 2003 tentang penetapan Perpu No 1 

Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang. 

Terorisme dianggap sebagai suatu tindak pidana dimana yang menangani adalah pihak 

kepolisian. Dalam UU No. 2 tahun 2002 disebutkan bah\va tugas yang diemban Polri 

sebagai salah satu kekuatan keamanan adalah menegakka:n keamanan dan ketertiban 
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umum (public order) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perumggung jawab 

langsung untuk institusi ini yaitu Kapolri. 

Born Bali 2 Oktober 2002 telah mendorong Polri untuk membentuk suatu Satuan 

Tugas Born Polri (Satgas Born Polri) yang kedudukannya langsung berada dibawah 

Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Oleh karena Satgas Born Polri ini 

bcrsifat. non struktural maka selanjutnya Polri menyusun organisasi yang secara struktural 

berada dibawah Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal Polri) dalam rangka penanganan 

aksi terorisme, Merujuk kepada Surat Keputusan Kepata Potri (Skep Kapolri) No. Pol: 

KEPI 30/ JV/ 200.3 rnengenai organisasi dan sistern kerja Bareskrim Polri, dibentuklah 

Direktorat VI (Dir VJ) yang menangani masatah terorisme. yang kemudian dikenal 

sebagai Densus-88 AT. 

Densus 88 AT merupakan suatu unit kepolisian yang ikut bertanggung jawab 

dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Di tlngkat Markas 

Besar (Mabes) Polri~ unit kerja tersebut dibawah kendali seorang komandan berpangkat 

Brigadir Jendral. Densus 88 ini terdiri dari empat Sub~Detasmen yaitu: Sub-Detasemen 

Intelijen, Sub~Detasmen Penindakan 1 SubMDetasemen Investigasi, dan Sub-Detasemen 

Banluan (Skep Kapolri No.Pol. Kep/30NI/2003). 

Banyak prestasi besar yang telab dibuktikan oleh Satgas Born Polri dan Satuan 

Khusus Anti Teror Densus &&1 mereka telah mampu mengungkap rangka.ian teror born di 

tanah air. Penangkapan para pelaku teror born dan telah berakhirnya petualangan master 

mind teror born di lndonesia yaitu Dr. Azhari dan Noordin M Top merupakan prestasi 

yang patut untuk diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. 
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Kegiatan represi terkait dengan terorisme pada dasamya hanya sebagian kecil dari 

perang terhadap terorlsme. Setelah pelakunya tertmgkap dan menjalani hukuman pidana, 

perlu dilakukan upaya deradikalisasi agar terjadi perubahan mindset dan values. Dalam 

hal ini~ berbagai pihak seyogianya terlibat dalam upaya ini. mulai dari Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, dan berbagai instansi lainnya. 

Apa yang terjadi adalah sebaliknya upaya deradikalisasi yang seyogianya berlangsung 

lintas sektoral hampir tidak pemah disentuh berbagai lembaga lain di luar kepolisian 

(Adrianus, 2009). Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

mengedepanl<an pendekatan sofl power yang rnenjadi instrurnen utamanya sebagai upaya 

kontra-ierorisme. Pendekatan ini lebih humanitarian sehingga menciptakan suasana 

dimana orang atau masyarakat dapat keluar atau meninggalkan cara-cara teror untuk 

rnenyampaikan tuntutarmya (Mamoto. 2008). 

Penanganan teroris dengan program deradikalisasi telah diterapkan oleh pihak 

kepolisian dalam hal ini Satuan Tugas Bam Po!ri (Satgas Born Polri) & Detasemen 

Khusus 88 Anti Teror, yang saat itu dipimpin oleh Brigjend PoL Drs. Surya Dharma. 

Pelaksanaan program ini mumi insiatif dari kalangan Kepolisian untuk merespon perintah 

yang datang dari Presiden Susito Bambang Yudhoyono kepada Kapolri untuk 

meningkatkan gerakan penangkalan, pencegahan, serta pemberantasan berbagai 

kejahata.n khususnya terorisme (GoJose, 2009). Bukti dari bahwa program ini efektif 

untuk merangkul pelaku terorisme adaiah adanya peJaku-pelaku teror yang sadar dan 

tobat mengakui kesalahan dari tindakan terorisme yang mereka lakukan, contohnya yaitu 

Ali Imron dan Nasir Abbas. Bahkan mereka berdua membantu pihak kepolisian untuk 
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menyadarkan para pelaku-pelaku teror yang Jain agar kembaH kembali ke jalan yang 

benar (Go lose, 2009). 

Kenyataan bahwa program deradikalisasi terorisme ini belum memiliki landasan 

payung hukum berupa undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah belum begitu 

serius dalam menangani secata strategis dan komprehensif ancaman terorisme di 

Indonesia ini. Dengan adanya beberapa anggota teroris yang tidak merasa taubat setelah 

menjalani hukuman atas aksi teror yang mereka lakukan, memperlihatkan sistjm yang 

selama ini digunakan tidak efektif. Kalau diiihat dari hukum yang dilakukan memang 

Polisi rnemmgani teroris darl mulai terjadinya teror sarnpai kasus tersebut diserahkan 

kepada pihak Kejaksaan. Setelah yang dihukum keluar dari penjara tidak. ada sistim atau 

lembaga yang mengawasi mereka untuk tidak terlihat lagi dengan masalah teroris. 

Lembaga Pemasyarakatan terbukti tidak membuat beberapa pelaku terorisme 

untuk bertobat dan sadar. Hal ini terbuktikan dengan terlibatnya kembali beberapa eks­

napi dalam tindakan terodsme, sebagai contoh yaitu Budi Pranoto alias Urwah dimana ia 

scrnpa.t di penjara selama tiga setengah tahun dikarenakan terlibat dalarn 

menyembunyikan Noordin M Top dan Dr. Azhari. Sampai akhirnya dia di lepas pada 

tahun 2007, dan kemudian ternyata terlibat iagi dalam pengeboman JW Mariott dan Ritz­

Carlton. Urwah ini pada akhimya ikut tewas ditembak bersama dengan atasannya 

Noordin M Top pada penggrebekan terkini di Solo pada 16 September 2009 lalu 

(Majalah Tempo, 2009). Contoh lain yaitu Air Setiyawan yang mana ia merupakan salah. 

seorang yang diduga terlibat dalam pengeboman JW Mariott dan Ritz-Carlton juga. 

Sebelumnya ia sempat ditangkap pihak kepolisian pada tahun 2004 karena dlduga tedibat 

dalam pemboman kedubes Australia. Namun ia dilepa.skan kembali oleh polisi 
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dikarenakan bukti-bukti secara material kurang sehingga tidak dapat di!anjutkan ke 

pengadilan. Air sendiri pada akhimya tewas ditembak polisi pada penggrebekan di Jati 

Asih Bekasi (Kompas, 2009). 

Meskipun pihak kepolisan telah memulai usaha mengatasi terorisme dengan 

membina hubungan personal dengan para tahanan teroris dan membantu secara selektif 

kebutuhan finansia! mereka, namun usaha deradikalisasi ini tidak sepenuhnya berjalan 

secara maksimaL Hal ini terjadi dikarenakan dalam undang-undang pendukungnya Polisi 

hanya mengatasi "Kejahatan" t.eroris, tidak menyelesaik:an teroris secara komprehensif. 

Usaha program awai deradikalisasi yang dijalankan oJeh pihak kepolisian tidak maksima1 

dikarenakan selain tidak adanya payung hukum dan juga tidak adanya sinergi dengan 

instansi-instansi lainnya seperti Departemen Agama1 Departemen Sosial. Dirjen 

Pemasyarakatan, Sesuai Undang~Undang yang berlaku ruang geraknya Polisi memang 

hanya sebatas penegakan hukum sernata, Dalam masalah ini perlu keterlibatan herbagai 

insitusi untuk ikut menangani teroris di Indonesia secara komprehensif, yang harus 

disinergikan dengan pihak Polri. 
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Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini membahas beberapa teori 

dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji, Teori dan konsep ini 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan tentang metode deradikalisasi terorisme 

yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun teori dan konsep yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

4.1 Definisi Terorismc 

Secara barfiah, kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasala dari kata Jatin 

terrere yang kurang iebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan (Abdul Wahid 

dkk, 2004). Terorisme sendiri sudah menjadi perhatian komunitas Jntemasional sejak 

tahun 1937 (G. A United Nations, 2006). Namun sampai pada tahun 2004, PBB belum 

menemukan kesepakatan mengenai definisi terorisme. Pada bulan November 2004, PBB 

akhimya sepakat mendefinisikan terorisme dalam perspektif akademis yaitu terrorism as 

any act "intended to cause death or serious bodily hann to civilians or non-rombatants 

with the purpose of intimidcuing a population or compelling a government or an 

international organization to do or abstain from doing any ael'' (UN Office of Drugs and 

Crime, 2005). Pada sisi lain terdapat lebih dari seratus definisi mengenai terorisme 

(Record, 2003; Schmid, 2004; Schmid & Jongman, 2005). Menurut Laqueur (1999), 

setelah mengkaji Iebib dari seratus definisi Terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang 

paling menonjol dari definisi-deflnisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dar! Terorisme 
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adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi poiitis 

dalam Terorisme sangant bervariasi, karena selain bermotif politis, Terorisme seringkali 

dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agarna _ 

Meskipun pengertian terorisrne bervariasi, terdapat beberapa karakteristik yang 

sama dari para pelaku tindakan terorisme yaitu kekerasan~ memiliki dampak psikologis 

dan ketakutan di masyarakat~ memiliki motif politik, sengaja memilih target yang tidak 

berdaya dan merupakan tindakan pelanggaran hukum (Schmid, 2004). Peneliti lain, 

Alexander (2002)) mengungkapkan beberapa komponen dari terorisme yaitu adanya niat 

untuk melakukan tindakan terorisme, ada pelaku terorisme tersebut, memiliki tujuan, 

memi!Hd harapan dari hasH tindakannya tersebut, motivasi, target, dan metode. 

Alexander juga menyatakan bahwa terorisrne sudah lama menjadl ancarnan dari 

pemerintahan dunia, secara khusus merupakan ancaman global di abad dua satu ini. Oleh 

karena itu ia menekankan perlu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai 

permasalahan terorisme secara global dengan tujuan untuk dapat menghasilkan informasi 

yang lengkap gun a rnelakukan respon secara rasionaL 

Pada sisi lain, di negara Indonesia sendiri belum ada kesepakatan yang bulat dari 

semua pihak untuk mendefnisikan terorisme. Menurut peneliti Muhammad Mustofa 

(2002), terorisme adalah merupakan tlndakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 

diarahkan kepada sasaran secara random (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) 

yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan 

massal. 

Terlepas dari berbagai macam deflnisi terorisme di Indonesia tersebut, sudah ada 

upaya pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan terorisme melalui pembuatan Undang-
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Undang Terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak 

Pidana Terorisme adalah ;1segala perbuatan yang memenuhl unsur-unsur tindak pidana 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Mengenai perbuatan apa saja yang 

dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab Ill 

(Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan 

Tindak Pidana Terorisme, jika: 

• Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau aneaman kekerasan menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 

korban yang berslfat massal. dengan earn merampas kemerdekaan ata.u 

menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan 

atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau Hngkungan hidup 

atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6}. 

• Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud 

untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas 

atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merarnpas 

kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional 

(Pasal7). 
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• Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan 

ketentuan pasal 8, 9, 10, II dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 

tentang Pemberantasan Ti0dak Pida:na Terorisme. 

Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari 

suatu Tindak Pidana Terorisme adalah adanya rencana untuk me!aksanakan 

tindakan tersebut. 

o Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. 

o Menggunakan kekerasan. 

o Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi 

pemerintah. 

o Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, 

yang dapat bempa motifsosial. politik ataupun agama. 

4.2 Mcmahami Terorisme 

Terorisme memiliki banyak llentuk dan dimensi, hal inilah yang menjadikannya 

berbeda dengan bentuk organisasi criminal lainnya. Terorisme rnerupakan obyek 

penelitian yang kompleks dan telah menjadi bahan penetitian dari berbagai disiplin ilmu 

(Hook, 2005). Bebernpa disiplin iJmu yang meneliti tentang terorisme yaitu: 

Psikologi (Hallett, 2004; Marsella, 2004; Moghaddam, 2005; Paniagua, 

2005; Pape, 2003) 

Teoritis (Crenshaw, 2001; Rapoport, 200 I); 

Taktis dan operasional (M:ariani, 2003); 

Tingkah laku/ Behavioral (Borum, 2005; Gray & Wilson, 2006); 
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Sosial (Dellem, 2004); 

Ekonomi (American Foreign Policy Council., 2005); 

Historis (Troyer, 2003) 

Politik (Alexander, 2002; Crelinsten, 1998; Troyer, 2003); 

Diplomasi (Gray & Wilson, 2006); 

Etnis dan religi (Esposito, 2002); dan 

Resolusi Konflik (Siqueira & Sandler, 2006). 
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Untuk Iebih memahamj kesuHtan pemerintah dalam mengatasi tindakan 

terorisme, penjelasan dihawah ini akan merangkum penelitian-penelitian penting 

mengenai Jatar belakang dan sebab dari tindakan terorisme 

4.2.1 Latar l;!e]akang Politik 

Terorisme saat ini sudah menjadi model atau opsi theatrikal dari para terorls untuk 

melakukan tindakan kekerasan melawan pemerintah, pembuat kebijakan~ rezim, negara, 

dan system politik {Hallet, 2004). Pcnelitian yang dilakukan Creenshaw menunjukkan 

bahwa tindakan temrisme bertujuan untuk membuat perubaban dalam posisi politik 

pemerintahan, dan bukan bertujuan untuk merusak kekuatan mHiter (2001). Dikarenakan 

para teroris tidak dapat melakukan perlawan terhadap negara secara terbuka, para teroris 

mencari cara untuk membuat ketakutan masal di masyarakat melalu tindakan dan aksi 

mereka yang tidak terduga untuk mencapai tujuao mereka, Walaupun para teroris tidak 

mampu melakukan kerusakan secara Jangsung terhadap pibak penguasa (Hamilton 1981), 

tindakan kekerasan mereka yang random dan unprediclahle menyebabkan kegelisahan 

yang tinggi di rnasyarakat sehingga membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas 

kemampuan pemerintah, apakah pemerintah mampu untuk melindungi warga negaranya 
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dan bahkan melindungl plhak pemerinU!h sendiri (Wardlaw, 1989), Penelitian yang 

dilakukan Hook (2005) menunjukkan bahwa terorisme merupakan perang asimetris dan 

memiliki kekuatan untuk mengirim pesan simbolis dalam level globaL Sebagai contoh, 

pemboman basis perusahaan mBik U. S, dan kedutaan US di berbagai be}ahan dunia 

dalam rangka rnengirimkan pesan terhadap imperialisme global Amerika Serikat. Contoh 

Jainnya yaitu pemboman hotel JW MAdot dan Ritz Carlton yang merupakan cabang dari 

hotel di Amerika Serikat dan mayoritas penghuninya merupaka.n turis asing dari barat 

merupakan simbol perlawanan darJ para teroris akan pihak US dan juga sekaligus 

mengirim pesan ke dunia bahwa para teroris ini masih eksis keberadaannya di Indonesia, 

4.2.2 Penjelasan PsikoJogis 

Dari perspektif akademisi dari background psikologi, terdapat usaha untuk 

menjelaskan motivasi dari para pelaku terorisme ini (Moghaddam& Marsella, 2004), 

proses psikologis, dan kondisi~kondisi individu ketika bertransformasi menjadi teroris 

{Fort~ 2006; Moghaddam, 2005). Menurut penjelasan ini, terorisme dapat dipahami 

dengan mengenal interpretasi psikologi akan kondisi material dan opsi yang akhirnya 

rnuncul untuk mengalahhn rasa ketidakadilan yang dirasakan (Tyler& Huo, 2002}. 

Memahami aspek psikologis darj terorisrne memiliki arti memahami kompleksitas 

psikologis manusia yang yang dikemudikan dan yang ditandai oleh motivasi berbeda, 

sikap, persepsi dan menyukai prilaku tertentu dibandingkan prilaku lainnya 

(Moghaddam& Marsella, 2004), 

Semua kultur mempunyai teori mengenai tingkah laku manusia dan bubungan 

antara perilaku dan persepsi akan dunia yang dibangun di mana orang tersebut tinggat. 

Persepsi ini terus terbangun dan bertahan metalui proses sosialisasi yang 
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menggabungkan masing~masing darj kita ke dalam institusi yang meliputi keluarga, 

masyarakat, sckolah, dan dunJa politik, petdagangan, dan agarna. Pada akhimya melalui 

proses tersebut seseorang dapal mengakornodasi dan rnemaklumi keaneka ragaman, 

ketidak-pastian~ dan kcpercayaan. Para teroris mungkin bisa ditahan dalam penjara akan 

tetapi mereka tidak akan dapat dikalahkan sepanjang ada kenyataan atau ancaman yang 

dirasakan dan ketidakadilan yang membantu perkembangan kebencian yang menguat 

dan pernbalasan dendam. 

Untuk memahami psikologi dari para teroris ini, Moghaddam (2005) 

menggunakan suatu kiasan tentang langkah melalui lima tangga rumah yang menuju pada 

tindakan terods pada pucaknya. di mana masing-masing lantai ditandai oleh suar:u proses 

psikologis spesifik. Lant.ai dasar diibaratkan sebagai masa!ah-masalah yang menjadi akar 

terorisme. Moghdamm (2005) berpendapat bahwa kebijakan polisi menargetkan kepada 

orang-orang yang ada di lantaf puncak (teroris) hanya dapat membawa sukses jangka 

pendek. Teroris yang menjadi target ittl tidak akan dapat dikalahkan sebab seba:gian darl 

individu di antara mayoritas orang-orang, yang berada di lantai dasar dan merasa sangat 

kekurangan dan diperlakukan tidak adil , akan melanjut mendnki tangga dan mereka 

akhirnya menjadi teroris. Mereka masuk dalam kelompok terorJs dengan pemikiran 

bahwa mereka tidak punya suara efektif di dalam masyarakat dan terorisme menjadi 

satu-satunya alat yang efektif dan sah untuk didengar. 

Moghaddam (Moghaddam, 2005) juga menjelaskan bahwa proses ini tidak pemah 

terjadi secara instant. lni merupakan suatu proses psikologls, yang meliputi relative­

deprivation dan identity~based "kemampuan dalam coping suatu masalah". Pada 

pennulaannya, orang-orang merasa ketidakadilan dan merasakan secara relatif sangat 
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kekurangan dan akhimya sebagian dari mereka akan memanjat kepada lantai pertama dan 

mencari solusi dan mencapai keadilan lebih besar. Proses memanjat ini akan terns 

berlanjut sepanjang individu tidak melihat bahwa ada ba.nyak kemungkinan untuk 

mengubah persepsinya dan proses pengambilan keputusannya. Setelah mulai berpikir 

seperti itu, individu menjadi lebih cenderung kepada gagasan radikal Peningkatan ini 

rnelanjut secara berangsur..angsur ketika individu tersebut dipengaruhi oleh para 

pemimpin mereka untuk memindahkan agresi mereka pada musuh pada lantai yang 

kedua, dan bergabung dengan organisasi teroris pada lantai yang ketlga sebagaimaoa 

mereka lihat terorisme sebagai strategi yang dibenarkan. Pada saat itu mereka memulai 

untuk mempersepsikan dunia sebagai "kami melawan mereka" (us versus them) dan 

menganggap organisasi teroris sebagai organisasi yang sah, sehingga mereka menjadi 

slap untuk direkrut oleh organisasi teroris. Lantai yang terokhir yaitu saat individu yang 

direkrut dipilih, dilatih, dipersenjatai dan ditugaskan untuk melakukan tindakan 

terorisme. 

4.23 Penjelasan lndividu dan Level Sosial 

Terorisme juga dapat dipahaml dari perspektif sebagai tindakan individu dan 

tingkatan sosial. Di tingkatan individu teroris pen::aya bahwa mereka sedang 

memperjuangkan sesuatu dan jika mereka mati mereka nantinya pahlawan. Walaupun 

rnati unruk suatu penyebab tersebut merupakan suatu hal yang tidak masuk akal untuk 

hanyak orang~orang, ketika mereka beroperasi di dalam kelompok, mereka merasakan 

dipaksa yang tldak ada jalan untuk mundur. Kelompok teroris adalah memHiki kekhasan 

kekompakan dan kesatuan yang merupakan corak yang paling utama (Janis, I9n) . 

Mereka membenarkan permusuhan mereka seiama perjalanan mereka ke arah tingkat 
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rumah paling atas dan mereka bertindak seca.ra konsisten di dala.m kelompok tersebut. 

Walaupun keputusan tindakan terods tersebut melanggar nonna-norma etis individu, 

tekanan keJompok teroris untuk me1awan conformity lebih besar (Lebow, 1984) dan para 

indivldu tersebut tidak ada pilihan lain selain untuk melakukan tindakan kekerasan. 

Di tingkatan bermasyarakat. beberapa negara belum berkembang atau bangsa­

bangsa sedang berkembang, yakni yang terpinggirkan • memiliki rasa ditinggalkan dan 

sangat kekurangan oleh karena eksploitasi dari negara rnaju dan hegemony dari mereka. 

Mereka berpikir bahwa, sistem intemasional dirancang dengan sedemikian rupa 

sehingga kolonialisme telah berlangsung dengan format berbeda dan eksploitasi terus 

berlanjut di jaman ini. Hal ini dikenal sebagai "World System Theory", bangsa 

terpinggirkan tersebul berkumpul untuk menentang nilai sosia1 dari barat, kemajuan dan 

sistem dari barat (Frank, 1972; Wallerstein, 1974). Para teroris memiliki suatu agenda 

berbeda, yaitu untuk menghapuskan sistem politik manapun yang tidak mengakomodir 

kepercayaan a tau nilai-nilai mereka (Paniagua, 2005). 

4.2.4 Penjela;;an Level Internasional 

Moghaddam and Marsella {2004) menjelaskan bahwa walapun saat ini terorisme 

intemasional lebih sering dikaitkan dengan Islam Fundamentalis dan beberapa kekerasan 

yang bersumber dari Negara Timur Tengah, masih banyak konflik yang terjadi {yang 

dimasukkan sebagai low-intensity wars. yang masih terus berlanjut di berbagai belahan 

dunia, termasuk di Sri Lanka dan Rwanda Cango dan lainnya, Hal tersebut dapat 

digunakan untuk memahami teroris individu dan teroris lokal seperti terjadinya 

pemboman dai kota Oklohama dan Unabomber. Selain itu beberapa negara menganggap 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



42 

Arnerika Serikat sebagai negara teroris dikarenakan tekanan diplomatiknya dalam 

memperebutkan poros minyak bumi (axis of oil) 

MarseHa juga membantah terorisme intemasional masa kini itu terjadi oleh karena 

kompetisi dan konflik antar pandangan historis dunia yang berbeda dan religius. budaya, 

ideologi psiloologis dan ekonorni. Bagaimanapun, pendekatan oleh Marsela: tersebut 

berbeda jaub dengan pendekatan yang dilakukan oleh Huntington (1991). Marsella 

menunjuk pada keadaan politik, militer, tekanan yang legal dan prilaku teroris baik 

individu maupun kolektif yang mana membuat isu terorisme menjadi lebih romit 

dihanding hampir peristiwa lain. Selain itu, " globa\isasi juga telab mengakibatkan 

pertumbuhan terorisrne internasional" (Satanovsky, 2006). Internet dan bentuk 

komunikasi Jain, transportasi, dan arus asset keuangan sudah menyajikan suatu petuang 

besar ke organ isasi te:roris. Organisasi teroris dapat menyalahgunakan personil, keuangan. 

ekonomi, dan basis teknologi dari negara.-negara dikarenakan peluang yang disajikan 

oleh globalisasi (Satanovsky, 2006). Cronin (2003) mengatakan bahwa para pendukung 

terorisme melanjutkan dukungan mereka sebab mereka merasakan mati kutu dl dalam 

dunia yang globalized yang mana meninggalkan mereka di belakang. Lagipula, 

terorisme yang didukung oleh negara telah mernhuka halaman baru di gelanggang 

intemasional. Bcberapa negara mendukung terorisme yang mana disebabkan rnereka 

tidak mempunyai cukup kuasa untuk menghadapi musuh mereka, atau juga sekalipun 

mereka lakukan mereka terbatas oleh banyak norma dan aturan intemasional. Pada. sisi 

lain, beberapa negara lainnya mempergunakan teror sebagai suatu instrumen kebijakan 

asing mereka (Wardlaw~ 2001) dan hal ini rnembuat sukar untuk menyelidiki kasus 

teroris. Marsella (2004) menganggap bahwa sepanjang kemiskinan global, rasisme, 
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tekanan, konfiik di timur tengah, negam yang tidak stabil dan terbelakang masih ada 

maka terorisme juga akan tetap survive. 

4.3 Kontra Terorjsme 

Sebagaimana gamb.aran tersebut di atas, bahwa aksi terorisme selalu 

menggunakan kekerasan serta operasl peJaksanaannya dengan rnenggunakan metode 

intelijen!klandestin, oleh karena itu~ selaii'l langkah penegakkan hukum untuk dapat 

mengungkap seluruh jaringan terorisme, juga harus menggunakan metoda kontra 

terorisme. Kontra terorisme dilaksanakan untuk mengungkap dan menghentikan aktivitas 

teror yang melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Kontra terorisme dengan teknik 

intelijen ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-hukti inte11ijen atau bukti hukum dari 

kegiatan klandestin yang dilakukan oleh suatu organisasi tertutup. Dengan ditemukannya 

buktiMbukti aktifitas tersebul maka selanjutnya akan dapat dilakukan penghentian 

terhadap aktifitas klandcstin tersebut. Namun apabila dari jaringan yang terungkap 

tersebut dinilai masih ada kemungkinan untuk rnendapatkan inforrmasi yang berharga 

maka dapat dilakukan eksploitasi terhadap jaringan tersebut {Harjo. 2007). 

Dalarn pemahaman yang perlu dikembangkan kemudian bahwa kontra intelijen 

merupakan suatl..l rangkaian aktivitas terhadap kontra terorisme. Ini penting untuk dapat 

menentukan metode apa yang tepat untuk mengatasi ancarnan terorisme. Beberapa 

metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
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4.3.1 Pendekatan Him! Power 

Pendekatan dengan menggunakan hard power merupakan metodologi kontra 

terorisme yang mengasumsikan bahwa terorisme merupakan kelompok geri lyawan 

terorganisir yang memiJiki motif dan tujuan politik tertentu, Untuk menghentikan aksi 

teror dari gerilyawan tersebut maka rnetedologi pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menggunakan kekuatan bersenjata (militer), penegakan bukum bagi pelaku teror, 

pemulihan hubungan atau rehabiiitasi oosial bagi pelaku teror, 

Pengasumsian gerilyawan dikarenakan memiliki struktur operasional yang sangat 

rapi. Mulai dari perekrutan anggota, pelatihan anggota serta sistem kerja yang rapt 

dengan target-target fasilitas publik atau negara sebagai manifestasi tujuan yang ingin 

disampaikan. Penggunaan perSenjataan dan tekhnologi yang kemudian menyebabkan 

negara atau pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menurnpas kelompok 

teroris. 

Penggunaan kekuatan rniliter yang kemudian diiukuti dengan penegakan hukum 

dalam beberapa perspektif akan menimbulkan problem barn dalarn penanganan 

terorisme, Problemnya adalah bahwa kekuatan bersenja.ta hanya menghentikan aktivitas 

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris. Namun tidak pada penyelesaian akar 

persoalan mengapa kelompok teroris tersebut melakukan aksinya. Ini memungkinkan 

generasi penerus dari yang tersisa pada kelompok teroris untuk terus melanjutkan 

aksinya. Kontra terorisme yang dilakukan harus menyentuh semua akar persoalan dari 

keinginan yang muncul dari aksi-aksi terorisme. Ini merupakan kelemahan dari 

pendekatan dengan menggunakan hard power. 
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4.3.2 Pendekatan Soft Power 

Pendekatan soft power adalah sebuah pendekatan yang bersifat komperhensif, 

persuasif, kelemhutan, hati nurani, dan kasih·sayang kemanusiaan di dalam 

menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Pendekatan secara soft power yang bertujuan 

untuk menguari jaring terorisme di Indonesia. Pendekatan sofi power memang seringkali 

kurang populis dan dlkesankan lamban dan lemah; akan tetapi terbukti leblh efektif 

dalam penanganan kasus terorisme. 

Ada beberapa langkah guna mencegah terjadinya tindakan terorisme yang 

dilakukan oleh kaum militan. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan propaganda di 

media massa yang menjelaskan bahaya dari tindakan teror!sme tersebut Diharapkan 

dengan melakukan propaganda tersebut timbul kesadaran di masyarakat akan ancaman 

tindakan terorisme bagi mereka sehingga masyarak.at tidak mau terHbat akan aksi teror itu 

dan juga masyarakat menjadi mvare dan mau melaporkan jika ada aktifitas mencurigakan 

di lingkungan sekitamya yang mengarah pada tindakan terorisme, Propaganda juga dapat 

dilakukan dengan melakukan seminar·seminar dan penerbiatan buku mengenai bahaya 

ancaman terorisme dari kelompok-kelompok ekstrem (Harjo, 2007), 

Propaganda juga dapat ditujukan kepada para pengurus dan aktlfis kelompok 

militan dengan tujuan agar mereka bertaubat dan kemabali ke jalan yang benar. 

Penentuan therna sebagai alat propaganda harus ditentukan sebeJum pelaksanaan 

propaganda inl, dampaknya sudah dipikirkan matang hila terjadi perubahan ESTOM 

(Emosi, Sikap, Tingkah Laku dan Opini) sasaran pengurus dan pengikut organisasi 

militan terhadap pandangan ideotoginya sehingga hasil dad Thema Propaganda ini dapat 

mencapai target sasaran sesuai kehendak Tim Pelaksana propagandis inl (Harjo, 2007). 
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Langkah kedua adalah melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh prominen (tokoh 

yang dihormati dan memiliki pengikut banyak) di masayarakat yang suara mereka mau 

didengar oleh rnasyarakat. Memberikan penjelasan pada tokoh-tokoh tersebut akan 

am:aman bahaya tindakan terorisme bagi masyarakat umum dan juga dampaknya 

terhadap perekonomian dan eksistensi suatu negara. Diharapkan dengan meJalui tokoh­

tokoh masyarakat tersebut dapat menjadi corong pemerintah dalam mengingatkan 

masyarakat akan bahaya tindakan terorisme dan juga mampu memberikan kesadaran 

kepada aktifitis militan sehingga. mereka mau membatakan niat mereka untuk melakukan 

tindakan terorisme. 

Langkah ketiga yaitu melakukan pendekatan secara humanis (interpersonal) 

pada aktifis-aktifis militan tersebut. Pendekatan humanis ini yaitu dengan 

memperlakukan mereka secara baik-baik , berusaha merebut empati mereka sehingga 

mereka mau sadar akan kekeliruan sikap dan langkah mereka. Melalu cara ini diharapkan 

mereka mau memberikan informasi-informasi tentang kegiatan mereka dan juga mau 

mengurai jaring-jaring mereka baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Pendekatan secara humanis ini juga berlaku bagi para tahanan yang.terbukti telah terlibat 

dalam tindakan terorisme. 

43.3 Pendekatan Akomodat[f{Pasifikasi} 

Pasifikasi dimana bennakna melakukan penciptaan kondisi damai dengan 

langkah akomodasi maupun rekonsilidasi. Pendekatan pasifikasi merupakan upaya 

pendekatan dialogis dengan Iebih mengakomodir keinginan serta tuntutan kelompok 

teroris. Pendekatan pasifikasi ditujukan agar penciptaan sjtuasi damai dapat segera 

tern·ujud. Langkah-langkah diplomasi menjadi instrumen penting dalam pendekatan ini 
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dan meninggalkan langkah·langkah kekerasan untuk melakukan aktivitas kontra 

terorisme. Pendekatan ini banyak digunakan jika upaya-upaya kekuatan bersenjata tidak 

dapat mengatasi atau menghentikan kegiatan teror yang dilakukan. 

Pasifikasi 1ehih mendorong agar kelompok teroris rnau menerirna tawaran­

tawaran yang diberikan oieh negara. tawaran-tawaran itu biasanya lebih bernifat politis 

dan tentunya diarahkan untuk Jebih menguntungkan pemerintah negara. Kepentingan 

pemerintah negara adalah agar kelompok teroris tidak melanjutkan aksinya yang 

mengganggu program atau kebijakan pemerintah negara dalam ini tentunya dipandang 

dari aspek keamanannya. Namun disisi lain tawaran yang diberikan tidak semuanya dapat 

memuaskan kelompok teroris. Pendekatan ini masih memHiki kelemahan dimana tidak 

semuanya tuntutan kelompok teroris dapat diakomodir oleh pemerintah negara. sehingga 

sebagian kclompok didalam komunitas teroris itu sendlri tetap melancarkan aksinya guna 

menaikkan posisi tawar kearah yang lebih tinggi. 

4.4 Pendekatan DeradikaUsasi 

Terorisme muneul disebabkan adanya radikalisasi kelompok yang ingin 

menyampaikan tuntutannya secara ekstrim dengan menggunakan kekerasan s:ebagai 

rnetode terornya. Radikallsasi aksi tersebut sebenamya dapat dilihat dari isu-isu yang 

dapat melatarbelakangi munculnya radikalisasi. Untuk mernahami makna dari 

deradikalisasi, maka terlebih dahulu harus dipahami arti dari radikalisasi sendiri. 

Radikalisasi menurut Sprinzak (1991) adalah suatu proses delegitimasi, proses dimana 

kepercayaan terhadap sistem menurun) dan orang-orang menarik diri secara semakin jauh 

dad masyarakat, menyendiri ke da!am grup internal mereka1 dikarenakan mereka tidak 
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lagi merasa bagian dari masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia {KBBI, 

1995; 808)~ radikalisasl memiliki pengertian "paham atau aliran yang menginginkan 

perubahan atau pemhaharuan scsial dan politfk dengan cara kekerasan atau drastis; 

sikap ekstrem dalam suatu a/iran politiiC' . 

Pada sisi lain, rnenurut Demant, Slootman, Bujis dan TiHie (2008), deradikalisasi 

adalah bentuk berlawanan dari radikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses untuk 

rnenjadi kurang radikal (less radicaf). Proses less radical ini rneliputi tingkah laku dan 

pandangan orang tersebut. Berkaitan dengan tingkah laku ditandai dengan terhentinya 

aktifitas-aktifitas radikal dan tidak ada lagi komentar yang radikal. Di sisi lain, berkaitan 

dengan pandangan~ hal ini meliputi meningkatnya kepercayaan pada sistem, keingtnan 

untuk menjadl bagian dari masyarakat lagi dan penolakan pada can-cam yang tidak 

demokratis. 

Peneliti lain, Fink & Hearne (2008), mendefinisikan deradikalisasi sebagai 

perubahan kognitif, perubahan fundamental dalam pemahaman seseorang. Hal ini sering 

dilakukan dengan membuat pengalaman traumatis seseorang yang dilakukan dengan 

menantang pandangan seseorang yang dianggap memitiki panclangan radikal, sehingga 

kemudian dapat menimbulkan post-traumaric growth. Dimana pada saat inilah pemiklran 

kognilifnya terbuka, sehingga orang terSebut dapat menyerap pandangan baru. Secara 

aplikatif, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan panegak hukum untuk 

berhubungan dengan individu tersebut dan menyakinkan bahwa jalan rnereka yang dulu 

adalah salah (Fink & Hearne, 2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan International Crisis Group (2007), 

meskipun deradikalisasi didefinisikan secara berbeda-beda pada dasamya deradikalisasi 
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memiliki makna proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan 

kekerasan. DetadikaHsasi ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan 

yang mencegah tumbuhnya gerakan~gerakan radikal dengan cara menanggapi "root 

caiJses" (akar-akar penyeba.b) yang mendorong tumbuhnya gerakan~gerakan ini. 

Dari berbagai macam uraian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Petrus (2009), 

menjelaskan secara lebih komprehensif dan terklni mengenai makna deradikalisasi 

khususnya dari sudut pandang pemikiran Indonesia. Menurut Petrus (2009) deradikalisasi 

memiliki makna "segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui 

pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psilwlogi, agama, dan .sosial hudaya bagi 

mercka yang dfpengarnhi atau ter~ekspose paham radika/ dan atau pro~kekerasan" 

(Petrus, 2009: 63). Program deradikalisasJ ini diaplikasikan dalam bentuk program 

reorientasi motivasi, re-erlukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan soslai 

dan kesetaraan dengan masyarakat lain baik untuk mereka yang terlibat terorisme secara 

Jangsung maupun hanya simpatisan saja (Petrus, 2009}. 

4.4.1 Aktor Program Deradikalisasi 

Setelah selama sembilan tahun melakukan perang melawan terorism~ komunitas 

Jntemasional ak.himya menyadari bahwa perang melawan teroris ini tidak dapat 

dimenangkan melalu tindakan kekerasan semata (hard power). Hal inilah yang 

mendorong negara-negara di duoia mengadopsi pendekatan yang unik melalui program 

deradikalisasi yang disesuaikan dengan kebudayaan, situasi politik, dan kondisi sosial 

yang ada di negara mereka, Tujuan dari praktek deradikalisasi yang dilakukan oleh 

negara-negar.a di Timur Tengah dan Asia Tenggara yaitu mengubah cara pandang akan 

dunla terhadap mereka yang telah terpengaruh pemahaman radikal. 
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Program deradikalisasi yang telah diterapkan di beberapa negara meHbatkan 

beberapa aktor yang befJ>eran dalam pelaksanaan program deradikalisasi (Deman! dkk, 

2008). Dalam prakteknya, aktor yang terlibat dalam program deradikalisasi ini dapat 

terdiri dari kalangan instansi pemerintah, lernbaga swadaya masyarakat. alim ulama, 

mantan teroris yang telah sadarl psikolog, dan kelompok masyarakat yang secara sukarela 

mau ikut berpartisipasi aktif dalam program deradikalisasi (Pak Institute for Peace 

Studies, 2009). 

Program deradikalisa.si yang dilaksanakan umumnya dikoordinir oleh suatu badan 

yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas klmsus untuk melakukan program 

deradikalisasi. Badan ini hertugas untuk merancang program deradikalisasi dan 

melaksanakan program deradikalisasi. Pada pelaksanaannya badan ini rnelakukan 

koordinasl dengan instansi pemerintah terkait untuk bersinergi melaksanakan program 

deradikalisasi. Pada beberapa negara1 instansi-instansi pemerintah yang terlibat antara 

lain pihak Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, 

Departemen komunikasi dan Informasi dan Dlrjen Pemasyarakatan (Soucek, 2008). 

Selain aparat pemerintahan, badan ini juga dapat terdiri dari katangan alim ulama 

yang bertugas untuk meluruskan pemahaman jihad yang salah pada diri para teroris. Hal 

ini scperti yang telah dilakukan di negara Singapura, Arab Saudi dan Yaman yang mana 

para alim ulama mengadakan dialog secara persuasif dengan para tahanan teroris de:ngan 

tujuan untuk membuat mereka menyadarj kekeliruan mereka dalam memahami agama 

(Demant dkk, 2008). 

Pelibatan psikolog pada program deradikalisasi~ seperti di negara Arab Saudi, 

memlliki tugas untuk melakukan eva!uasi psikologis rutin terhadap tahanan teroris, 
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mereka juga berusaha. menganalisa kebutuhan psikologis para tahanan teroris dan 

keluarga mereka (Boucek1 2008). Pada sisi lain di beberapa negara inisiatif deradikalisasi 

muncuJ dari pimpinan manum teroris yang teJah tobat. Keter!ibatan mereka ini terbilang 

efektif, karena kelompok terorisme umumnya memiliki budaya taat pada pimpinan 

mereka sehingga jika pimpinannya mengatakan tobat dan menghentikan tindakan 

kekerasan terorisme maka anak buahnya akan mengikuti mereka, Hal ini terbukti di 

negara Mesir dan Algeria dimana program deradikalisasi yang melibatkan pirnpinan 

terorisme telah mendorong ribuan teroris rnenghentikan tindakan kekerasan terorisme 

mereka di kedua negara tersebut (Ashour. 2008). 

4.4.2 Bentuk Program Deradikalisasi 

Pemerintah dari negara~negara di wilayah Tirnur Tengah dan Asia Tenggara telah 

melakukan pendekatan deradikalisasi yang berupa program rehabilitasi dan re-edukasi 

kepada para tahanan terorisme. Program rehabilitasi bertujuan untuk mengubah 

pemahaman ideologi kekerasao yang para tahanan terorisme a.nut dan membawa mereka 

untuk kembali berintegrasi ke masyarakat dengao menawarkan insentif~insentif khusus. 

Metode deradikalisasi dari masiog-masing negara berbeda-beda namun ada 

bebempa karakteristik yang hampir sama. Semua program tersebut merupakan bagian 

dari usaha nasional yang terkoordinasi untuk mengurangi radikalisasi dan 

mernprornosikan rehabilitasi dan pemisahan dari kelompoknya yang lama. Pada 

umurnnya dapat diklasifikasikan empat metode yang dapat dipakai dalam program 

deradikalisasi. Beberapa negara menerapkan single-method program sedangkan negara 

lain rnenerapkan metode yang lebih komprehensif dan pendekatan mulli~method. 
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Metode pertama yang dipakai yaitu dengan melakukan re-edukasi dan rehabilitasi 

dengan menyediakan sudut pandang kebenaran yang berbeda dengan tujuan meruntuhkan 

persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi dasar dari tindakan 

terorisme mereka itu. Hal ini bisa disebut sebagai Jangkah perang ide melawan pemikiran 

radik.al. Berbagai macam taktil< dan strategi dilakukan seperti me:mpergunakan kampanye 

media dan inforrnasi, menggunakan alim ulama untuk membantah pemikiran radikal 

yang salah tersebut, meng;gunakan tokoh mantan teroris untuk berbicara mengenai 

pengakuan bahwa pemikiran mereka sebelumnya adalall salah. Hal ini juga meliputi 

langkah dialogi secara persuasif dengan para ekstrimis tersbeut, khususnya dengan 

rnereka yang berada di penjara dan antara sesama penganut agama dan para pimpinan­

pirnpinan agama (Barrett & Bokhari; 2009). 

Metode kedua yang dipakai yaitu dengan menciptaan kesempatan dan ruang 

untuk melepaskan frustrasi diluar tindakan terorisme. Tindakan kekerasan mungkin dapat 

dilihat sebagai suatu contoh sebagai akibat dari ketiadaan alat-alat lain untuk menyatakan 

ketidakpuasan atau keluhan. Menciptakan ruang dimana kelompok-kelompok yang 

frustasi dan tidak puas lersebut untuk bertemu, rnengekspresikan dan mengorganisir diri 

mereka melalui tindakan~tlndakan non kekerasan (Barrett & Bokhari1 2009), 

Metode ketiga yaitu program yang menawarkan suatu altematif kehidupan yang 

bertujuan untuk menampung para teroris yang telah bertohat dengan alasan keamanan 

atau memindahkan dirinya dari pengaruh pemikinrn e~trirnist. Bebempa program juga 

bertujuan untuk membangun harapan akan masa depan dengan memberikan pendidikan 

atau pekerjaaan, menolong orang untuk rnenikah, masuk kembali ke keluarganya, dan 

menyediakan dukungan primer untuk masa depan dan menciptakan poin-poin referensi 
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Menyediakan suatu mata pencarian yang dapat diandalkan dan juga jaringan sosiat 

pendukung, sekaligus juga jadngan keuangan adalah merupakan faktor penting pada 

beberapa. program deradikalisasi. Hal ini juga merupakan faktor penting unruk mencegah 

para bekas terorisme kern bali melakukan tindakan terorisme (Barrett & Bokhari, 2009). 

Metode keempat yaitu pemberian program amnesti kepada para teroris yang telah 

bertobat oleh pemerintah. Seiain itu pemberian maaf juga diiakukan oleh masyarakat 

(atau beberapa bagian dari masyarakat}. menyediakan jalan baru dan membantu orang 

untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat Pada beberapa contoh program 

deradikalisasi juga menyediakan perlindungan dari kemungkinan tindakan balas dendam 

dari kelompok teroris yang belum bertubat Pemberian amnesti dan rekonsi1idasi pada 

kasus~kasus ini. bagaimanapun juga tergantung pada seberapa besar tindakan kekerasan 

yang dilakukan, konteks kebudayaan, dan aspek hukum di masyarakat (Barrett & 

Bokhari, 2009). 
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BabY 

Gambaran Program Deradikalisasi Di Beberapa Negara 

Pada bebernpa negara telah diteraplom program deradikalisasi yang dianggap 

merupakan formula baru untuk menghadapi ancaman tindakan terorisme. Negararnegara 

yang telah menerapkan metode deradikalisasi yaitu Arab Saudi. Yaman, Mesir, 

Singapura, Malaysia, Tajikstan, Algeria .. Dibawah ini rnerupakan gambaran ringkasa:n 

proses deradikalisas:i dari negara·negara tersebut 

5. 1. Arab Saudi 

5.1.1 Aktor 

Negara Arab Saudi tela.h menerapkan program deradikalisisasi sejak 2003 

dimana program deradikalisasi ini ditujukan kepada para teroris yang di penjara. Mereka 

yang ikut dalam program ini dan dinyakan lulus akan diberikan kebebasan yang lebih 

cepat dibandingkan rnereka yang tidak mau mengikuti program ini. Kegiatan 

deradikalisasi ini dilakukan dibawah Departemen Dalam Negeri Arab Saudi yang saat inJ 

dipimpin oleh Pangeran Nayefbin Abdul Azlz (Obaid, 2006). Departemen dalam Negeri 

Arab Saudi ini bertanggung jawab dalam keamanan dan perlindungan di Arab Saudi. 

Penjabaran tugasnya yaitu meHputi keamanan dalam negerj dan kontra terorisme, 

pertahanan sipil, penyelidikan tindak kejahatan dan kontra spionase, adminlstrasi LP atau 

penjara, pengurusan pasport dan keamanan perbatasan, dan penjagaan infrastruktur 

negara (Boucek, 2008) 
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Secarn spesifik. penanganan deradikaiisiasi ini dibawah kendali pangenm 

Muhammad bin Nayefyang merupakan asisten Pangeran Nayefbib Abdul Aziz. Langkah 

awal untuk pelaksanaan program deradikalisasi ini, Pangeran Muhammad bin Nayef 

rnembentuk Struktur Komite Penasehat (The Advisory Committee) yang berfungsi untuk 

menkonkretkan program-program deradikalisasi. Dalam pelaksanaan program 

deradikalisasi ini, Pangeran Muhammad bin Nayef dibantu oleh Dr. Abdulrahman al-

hadlaq yang bertugas menjadi penasehatnya (Boucek, 2008). Bagan Struktur Komite 

Penasehat ini dapat dilihat pad a hagan dibawah ini 

Bagan 5.1 

Kementerian Dalam 
Negeri Arab Saudi 

Pangeran Nayef 
hin Abdul A:rb: 

Komite Pen<t.Sehat 

Pangerao Muhammad Pangeran Abdu!rahman 
bin Nayef al hadlaq 

I I I I Sub Komile Agama Sub Komite Pslkologi SubKomite I Sub Komlte Media I 
dan Sosia! Keamanan 

(Sumber: Boucek, 2008 dilwtipdari Petrus, 2009) 

Program deradJkalisasi ini dibantu juga oleh ulama-u1ama agarna Islam, ilmuwan 

sos:ial dengan latar belakang pendidjkan barat. dokter, psikoJog, psikiatris, orang ahli 

statistlk yang bertugas rnenganalis:a spektrum terorisme secara luas. Selain itu, dibawah 

koordiansi Kementerian Dalam Negeri ini, program deradikalisasi ini juga melibatkan 
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beberapa departemen Pemerintah yaitu Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian 

Agama, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Budaya dan 

Infonnasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial. Organisasi 

kemasyarakatan yang dilibatkan juga dalam program deradikalisaai ini yaitu Komite 

Pendukung Tahanan dan Keluarga Tahanan, Komite Nasional Pelindung Tahanan, 

Komite Pedufj Napi dan Eks-Napi beserta Keluarganya, Komite Rekonsilidasi untuk 

Keluacga (Boucek, 2008) 

5.1.2 Program yang DijaJankan 

Kebijakan deradikaiisasi terorisme ini disusun dalam tiga tahapan yaitu 

Pencegahan (prevention), Rehabilitasi (rehabilitation), dan Pembinaan Selepas dari 

Penjara dengan tujuan untuk mengembalikan para eks napi ke dalam masyarakat (after 

care). Tahapan ini terkenal dengan nama PRAC strategy (Boueek, 2008) 

Pemerintah Arab Saudi telah rne1aksanakan banyak program Pencegahan tindakan 

terorisme, antara lain yaitu seperti yang diakan oleh Kementrian Pendidikan yang 

mengadakan pengajaran dan program·prograrn yang berisikan peringatan tentang bahaya 

dari pemahaman radikal dan efek dari terorisrne dan tindakan kekerasan. Pihak 

Kementerian Agama juga mensponsori diadakannya pengajaran di masjid-masjid di Arab 

Saudi yang memberikan peringatan tentang bahaya pemahaman radikal yang merupakan 

dkal bakal dari terorisme. Tahap pencegahan ditujukan tidak hanya pada anggota 

kelornpok radikaf, namun ditujukan kepada masyarakat yang mungkin bersimpati kepada 

gerakan radikal dan masyarakat yang tidak mengutuk pemahaman dan tindakan dari para 

pelaku teroris tersebut. Aspek utama dari Program Pencegahan ini yaitu pemberian 
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infonnasi publik secara besar-besaran dan kampanye kewaspadaan akan bahaya 

Terorisme (Boucek, 2008) 

Pada tahapan rehabilitasi, Pemerintah Arab Saudi me!akukan Program KonseUng) 

yang merupakan ujung tombak rehabilitasi, yaitu usaha secara komprehensif untuk 

meJakukan rehabilitasi dan re~edukasi pam napi teroris dan simpatisannya melalui diskusi 

agama secara intensif dan psikologi konseling, Tujuan dari pelaksanaan program ini 

yaitu memberikan perspektif atau pemahaman yang berbeda tentang Islam yang mereka 

anut. Hal ini di1akukan dengan melakukan diskusi secara intens mengenai agama Islam 

dan juga membetikan dukungan pslkologis dengan para teroris tersebut. Asumsi dasar 

yang dijadikan pijakan dalam dlskusi tersehut yaitu bahwa para tersangka teroris telah 

salah arah dan telah dleksploitasi oleh karena itu negara berkewajiban untuk 

mengarahkan mereka ke jalan yang benar (Boucek, 2008). 

Pelaksana Program Konse!ing ini yaitu Komite Penasehat yang berada dibawah 

struktur Menteri Dalam Negeri, yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Nayef. 

Kornite Penasehat ini berkantor pusat di Riyadh, dan memiliki cabang di tujuh kota besar. 

Komite Penasebat ini terdiri dari empal Sub Bidang Komite penasehat~ diantarnnya yaitu 

bidang keagamaan, bidang psikologi. bidang keamanan dan bidang sosial (Soucek, 

2008). Sub Komite bidang Agama terdiri dari i50 pimpinan agama, guru, profesor 

universitas. Mereka bertugas melakukan dialog langsung dengan tahanan dan diskusi 

mengenai keagamaan. Sub Komite Psikologi yaitu terdiri dari 50 psikolog, psikiatris, 

iimuwan sosial dan penelliti. Mereka bertanggungjawab untuk me!akukan evaluasi status 

napi teroris, mendiagnosa apabila ada permasalahan psikologis. dan menilai tingkah Iaku 

napi dan kepatuhannya untuk mengikuti seluruh program. Sub Komite Keamanan 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



58 

bertugas untuk mengeva1uasi tingkat berbahayanya napi teroris~ berdasarkan input dari 

komite agama dan komite psikoJogi dan sosial. dan melakukan rekomendasi untuk 

pembebasan napi. Sub Kornite ini juga mernberi nasehat pada napi yang akan bebas 

mengenai bagaimana berkelakuan selepas keluar dari penjara dan.bagaimana untuk dapat 

tidak kembaii tagi ke dalam penjara. Fokus utama dari subkomite ini yaitu melakukan 

pengawasan setelah napi teroris keluar dari penjara. Sub Komlte Media bertugas untuk 

menyebarluaskan ke masyarakat dan mendidik, memproduksi materi~materi yang 

dibutuhkan program dan materi edukasi lainnya yang dibutuhkan disekolah dan masjid. 

Sub Komite Media juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian 

Pendidikan untuk melakukan koordinasi pengajar dan penceramah untuk sekolah clan 

Masjid (Boucek, 2008). 

Program Konse!ing pada tabapan Rehabilitasi ini dimulai sejak tahanan berada di 

dalam penjara clan diteruskan pada saat tahanan dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi yang 

ada di luar penjara (B<mcek, 2008). Langkah awal yang di!akukan oleh anggota Komite 

Penasehat ketika hertemu dengan lahanan yaitu dengan mengajak tahanan 

berkomunikasi, komunikasl pertama dilaksanakan dengan hanya mendengarkan apa yang 

dinginkan oleh para tahanan teroris tersebut. Anggota Korntte menanyakan mengenai apa 

yang mereka telah lakukan, mengapa rnereka melakukan tindakan tersebut dan kondisi 

yang membuat mereka metakukan tindak:an yang menyebabkan mereka dimasukkan ke 

dalam penjarn. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan maka pembicaraan dapat 

dihmgsungkan secara dua arah. Dlskusi yang dilaksanakan tersebut diupayakan 

menggiring teroris untuk memberikan pemahaman ke tahanan babwa pemabaman mereka 

tidak begitu lslarni dan berdasarkan interpretasi yang tidak benar mengenai Islam. Para 
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tabanan diharapkan untuk sadar bahwa mereka Ielah terbujuk untuk mengikuti 

pemahaman Islam yang salah dan penafsiran Islam yang terbaik adalah yang di dukung 

oleh Pemerintah. Komite Penasehat menerapkan dua tipe Program Konseling 

berdasarl<an waktu yang dibutuhkan ·dalam tahapan konseting, Tipe yang pertama yaitu 

sesi konseJing singkat yang berjahm dalam waktu dua jam, dan biasanya diiakasanakan 

da.lam beberapa sesi . Sedangkan tipe yang kedua yaitu sesi pembelajaran berkelanjutan, 

dimana konseling ini dipimpin oleh dua ahli agama dan ilmuan sosial berlangsung dalam 

waktu selama enam minggu dan diikuti oleh 20 napi. SeJesai mengikuri rangkaian 

konseling, para tahanan diwajibkan mengikuti ujian, dimana mereka yang telah lulus dari 

ujian masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu fase pemberian rekomendasi pembebasan 

(lloucek, 2008). 

Tahapan selanjutnya yaitu Pembimum Selepas Penjara (tifiercare), tahapan ini 

meliputi program halfway house untuk tahanan agar dapat kembali kembali ke 

masyarnkat, program untuk mengintegrasikan eks-napi dati Penjara Guantanamo bay, 

dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjaga agar eks napi tidak melakukan 

tindakan pelanggaran hukum lagi. Tahapan ini melibatkan jaringan sosial dari eks napi 

seperti keluarga eks napi dengan tujuan agar mereka terus terjaga untuk berjalan di jalan 

yang benar (Boucek, 2008). 

5 .1.3 lnfrastruktur 

Para tahanan yang telah lulus dan sukses mengikuti proses rehabilitasi di dalam 

tabanan berdasarkan rekomendasi dari Syeikh (Pimpinan Agama), Doktor, dan Psikolog 

maka para tahanan dl pindahkan ke tempat rehabiiitasl ekstemal yang disebut dengan 

Care Rehabilitation Center dengan tujuan untuk memfasilitasi mereka kembali ke 
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masyarakat. Care Rehabilitation. (,."enter yang merupa.kan fasilitas rehabilitasi half-holl$e 

dimana selama sekitar 8-12 minggu mereka mengikuti program pengajaran agama, ilrnu 

sosial. dan ekonomi dan macam2 terapi seperti seni dan olah raga. Kunjungan keluarga 

diperbolehkan. Selama tahanan berada di pusat rehabiHtasi, mereka diwajibkan untuk 

melakukan pemeriksaan evaluasi psikologis secara rutin. Para napi tersebut harus 

mengikuti seluruh kelas dan aktifitas yang diselenggarakan untuk dapat menyelesaikan 

prosesnya dan kern bali ke masyarakat normal (Soucek, 2008). 

Pemerintah Arab Saudi juga memberikan bantuan kepada keluarga tahanan yang 

berupa dukungan finansial dari Pemerintah. Setelah para eks napi sukses lulus dari 

keseluruhan program, mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa tempat 

tinggal. mobil, kerja bahkan juga ada eks tahanan yang dibantu penterintah untuk 

dicarikan istri (Boucek, 2008). 

Sejak tahun 2003, sudah terdapat 3000 tahanan yang rnengikuti program 

konseHng ini. Sekitar 1400 taha.nan telah meninggalkan pemaha.man radikal mereka dan 

dibebaskan dari tahanan, Sedangkan tahanan yang tidak berhasil lu!us dalam konseling 

tnt tidak dapat dijumlahkan seeara pasti, namun ada sekitar 1000 tahanan yang masih 

meringkuk di penjara yang mana termasuk mereka yang masih mengikuti program 

rehabilitasi, dan mereka yang gagal atau menolak rnengikuti program rehabilitasi. 

Pemerintahan Arab Saudi mengklaim bahwa tingkat kesuksesan program konseling 

mereka yaitu 80-90%. Hanya 10-20% yang gaga! mengikuti program Konseling dan juga 

yang menolak mengikutj program tersebut Sampai akhir taltun 2007, hanya 35 orang 

eks napi (yang telah ikut program Konseling) yang ditangkap kembali karena terlibat 
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da1arn tindakan mengganggu keamanan (tingkat residivis kambuhan 1-2%) (Boucek, 

2008). 

Penelitian terkini yang dilakukan oleh The Analysis Corporation (2009), 

menunjukkan bahwa tahanan da.ri Guantanamo Bay lebih menunjukkan kegagalan dalam 

proses deradikalisasi di Arab Saudi. Salah satunya ditunjukkan dengan kambuhnya 

kembali teroris yang bernama Said ali-Shihri dimana ia merupakan eks tahanan 

Guantanamo Bay yang juga lulusan program deradikalisasi Arab Saudi. Dia ditengarai 

telah menjadi pimpinan dari grup Al-Qaida yang baru Di Yaman sebelum akhimya 

ditangkap aparat berwajib di Yaman (TAC, 2009). Sebelum penangkapan Said ai-Shihri, 

pemerintah Arab Saudi mengklaim bahwa sejak lima tahun program deradikalisa.si 

dija!ankan tidak ada satupun lulusan program terSebut yang telah tertangkap kembali 

karena tindakan terorisme. Namun setelah penangkapan al~Shlhri tersebut, pemerintah 

Arab Saudi baru mengakui bahwa mereka juga sudah menangkap sembtlan orang lulusan 

program deradikalisasi yang kembali kambuh terlibat dalam aksi terorisme (Susan 

Mohammad, 2009). Setelah berita penangkapan tcrsebut, pihak Pemenrintah Arab Saudi 

juga melansir 85 daftar buronan teroris dimana 11 dia.ntaranya lulusan dari Guantanamo 

Bay (TAC, 2009). 

5, 2 Singapore 

5.2.1 Aktor 

Pemerintah Singapura dalam upayanya untuk memberantas terorisme telah 

memiliki sistem hukurn yang dinamakan Internal SecurUy Act dimana dalam 

petaksanaannya dilakukan oleh Internal Security Departcrnent. Perangkat hukum ini 
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memiHki kewenangan untuk menangkap orang yang dicurigai oleh pernerintah Singapura 

terlihat dalam tindakan terorisme. Perangkat hukum ini turut memudahkan pemerintah 

Singapura dalam upayanya memberantas tindakan terorisme karena pihak pemerintah 

memiliki payung hukum untuk menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam 

tindakan teror berdasdarkan oleh informasi intelijen (F. Demant et at, 2008) .. 

Pada sisi Jain di Singapura juga telah dilakukan upaya deradikalisasi untuk 

melakukan rehabititasl dan reintegrasi terhadap para terorisme yang mau bertobat. 

Program deradikalisasi di negara Singapura pada awalnya dibentuk dengan nama 

program Religious Rehabilitation Group pada tahun 2003. Program ini awalnya di 

inisiasi dua tokoh agarna di Singapura yaitu Ustad H. Ali Mohammed (anggota Majelis 

Ulama Singapura dan Ketua Masjid Khadijah) dan Ustajah Hj. Md Hasbi Hassan 

(Presiden Perkumpulan Pelajar dan Guru Agama Islam Singapura) dimana dalam 

pelaksanaannya didukung oleh unsur masyarakat yaitu alim ulama dan komunitas guru 

agama Islam yang mau berpartisipasi aktif dalam program ini dengan sukarela. Program 

ini juga didukung oleh komunitas asatizah yang merupakan komunitas guru agama. 

Selain itu, program ini juga didukung penuh oJeh Pemerintab melalui Kementerian 

Dalam NegerL Setelah mendapatkan dukungan dari komunitas asatizah dan Pemerintah, 

rnaka dibentuklah Resource Group dimana terdiri dad para ahli~ahli yang menjadi 

narasumber ahli dalarn isu-isu berkaitan dengan ideologi dan pemahaman Islam yang 

benar (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007). 

Setelah itu dibentuklah sekertariat RRG yang terdiri dari lima orang anggota 

dlmana tugas-tugas anggota tersebut meliputi pengurusan segala hal administratif, 

mengatur jadwal konseling, mengevaloasi hasil laporan yang telah dlbuat oleh konselor, 
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dan membantu anggota RRG untuk melakukan pene!itian. Salah satu tugas awal pihak 

sekertarlat RRG yaitu mernbuat buku panduan rebabiJitasi agama (Religious 

Rehabilitation Manual) pada bulan Mei 2003. Buku ini akhimya diluncurkan pada akhir 

desember 2003 oleh Deputi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, Mr Wong Kan 

Seng (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007). 

RRG juga melakukan kerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat 

Jainnya seperti pengurus-pengurus masjid lokal dengan tujuan agar ikut membantu para 

keluarga napi dalam segi ekonorni. Kegiatan RRG yaitu meJiputi kunjungan ke keluarga­

keluarga napi, pemberian bantuan pendidikan bagi anak-ana~ dan pemberian peiatihan 

untuk peningkatan ketrampilan keluarga napi. Beberapa hal tersebut diJakukan dengan 

tujuan agar para napi dan keluarganya mampu mengatasi segala permasalahan emosional, 

ekonomi dan sosial (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007). 

Pada tahun 2004, organisasi RRG mengembangkan diri dengan membentuk 

Religious Rehabilitation Counselor (RRC). Tujuan dari pembentukan RRC ini yaitu 

untuk memberikan bantuan pada RRG dalam menerapkan konseling agama pada para 

napi terorisme berdasarkan buku panduan rehabilitasi agama. Saat ini terdapat21 anggota 

RRC yang terdiri dari l6 ustadz dan 5 ustadzah. Mereka campuran dari perwakilan orang 

tua dan muda, dan lulusan dari madrasah lokal, selain itu mereka memiliki pengalaman 

dalam mengajark.an agama Islam di Singapura, dan ada beberapa yang merupakan lulusan 

Universitas ternama seperti Universitas AI-Azhar, Universita.<; Internasional Madinah, 

dan Universitas lntemasional Malaysia, Selain itu hampir semua konselor RRC telah 

mengambil program diploma dalam bidang psikologi konseling selama 7 bulan. Agar 

RRC da_pat secara efektif menggunakan buku manual rehabillitasi agama, maka pihak 
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RRG rnemberikan bimbingan pelatihan untuk penerapen manual tersebut. Sejauh ini 

pihak RRC telah mengadakan 500 sesi konseJing untuk tahanan terorisme. Dan sekitar :50 

sesi konseling untuk istri/ keluarga tahanan terorisme. Untuk memudahkan penanganan 

rehabilitasi oapi teroris~ pihak RRG membagi dua kliasifika[is tahanan tersebut Yang 

pertama. adalah detention order (DO) dimana goiongan ini memiliki keyakinan kuat 

bahwa mereka benar dan tidak bersalah.Tipe yang kedua adalah restricted order yaitu 

mereka yang telah sangat menyesal atas tindakan mereka dan menyadari akan kesalahan 

tindakan mereka (Religious rehabilimtion Group, 2004) 

5 .2.2 Prggram Deradikalisasi 

Untuk menangani kedua tipe tahanan terorisme tnl, setiap konselor barus 

menerapkan empat fase rehabiJitasi. Tabap pertama. setiap konselor berusaha untuk 

melepaskan idealogl negatif yang teiah melekat di kepaia teroris ini dan memahami 

bahwa mereka telah terdoktrin oleh konsep Islam yang salah. Tahap yang kedua, konselor 

RRC dengan pengetahuan Islam yang dimiliki dan pemahaman Islam yang benar, serta 

dibantu dengan buku panduan RRG, berusaha untuk meniadakan atau menghilangkan 

ideologi para terods yang salah. Tahap ketiga yaitu setiap konsep pemahaman ideologi 

yang salah diganti dengan pemahaman ideologi yang benar dan pemaharnan konsep 

ideologi yang positif (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan, 2007) 

Dalam pelaksanaannya para konselor dari RRC melakukan pembicaran 

interpersonal untuk mengoreksi pemahaman para napi teroris tentang Islam. Asumsi 

mendasar dari program ini adalab bahwa para teroris ini telah salah dalarn 

menginterpretasikan ajaran agama Islam .. Para tahanan terorisme di Singapura wajlb 
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untuk ikut program ini, jika tidak maka meraka tidak akan mengetahui kapan mereka 

akan dibebaskan dari penjara (F. Demant et al, 2008). 

Selain itu pihak RRG juga melakukan kerjasama dengan pekerja sosial dari 

Kementerian Departemen Dalam Negeri dan juga dengan Organisasi Sosiai Muslim, 

Sebagai contoh, setelah tahanan dilepas eks nap1 tersebut dibantu untuk bisa 

rnendapatkan kembali pekerjaan mereka atau bisa mendapatkan pekerjaan baru. 

Kerjasama yang masih berlangsung sampai sekarang yaitu kerjasama pihak RRG dengan 

inter Agency Aftercare Services Group yang mana tujuannya untuk membantu keluarga 

teroris dengan mengasistensi mereka datarn menjalani kehidupan sehari-bari. SeJama napi 

teroris dltahanr keluarga dari tahanan ini juga diberi dukungan psikoiogis, finansial. dan 

sosial sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan (Mohammed Feisal bin Mohammed 

Hasan, 2007). 

Selain itu pihak RRG juga rnembantu memberikan kesadaran pada masyarakat 

akan apa saja yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan kesadaran akan bahaya 

tindakan terorisme deng;an mengadakan seminar, pelatihan dan forum terbuka untuk 

masyarakat (Mohammed Feisal bin Mohammed Hasan~ 2007). 

5. 3 Mesir 

5.3. I Aktor 

Pendekatan deradikalisasi di Mesir berbeda dengan program deradikaHsasi 

negara-negara yang telah disebutkan diatas. Jika ditilik dari sejarah deradikallsasi di 

Mesir, hal ini telah dimulai sejak tahun 1997 dimana kelompok gerakan bersenjata Islam 

terbesar di Mesir mengumumkan penghentikan kegiatan perlawanan bersenjata. Proses 
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deracHkalisasi lni meliputi memberi argumen teologi Is1am untuk de~legitimize 

penggunaan kekerasan dalam melawan Pemerintah dan masyarakat. Program 

deradikaJisasi ini terbukti sukses dengan tidak adanya perlawanan bersenjata dari 

kelompok ini sejak tahun 1999 sampai saat ini. Pihak pimpinan IG teJah rnenerbitkan 25 

jllid buku yang berisi argumen penjelasan secara teologi Islam dan rasional mengenai 

ideologi non-senjata mereka. Dua volume buku tersebut mengkritik aktifitas organisasi 

ai..Qaeda. Tiga Volume lainnya mengkritik teori Clash of Civilisation dan mengajukan 

ide mengenai dialog kulturat Proses deradikalisai dari organisasi Islamic Group ini telah 

membuat sekitar 15.000 miHtan IG untuk keluar dari karnp Salati-Jihadl yang dipimpin 

oleh al-Qaeda Mesir (Braehman, 2007), 

Pada tahun 2007, langkah deradika.lisasi ini dlikuti oleh kelompok ekstrimis lain 

yaitu Egyptian Jslamic Jihad (EJJ). Proses deradikalisai ini dilakukan oleh mantan 

komandan ElJ (1987-1993) yang juga merupakan konseptot idiologis al-Qaeda yang 

bemama Dr. Sayyid Imam al-Sharif (alias 'Ahd al-Qadir Ibn' Abd al-' Aziz atau Dr. 

Fadl). Untuk menarik kembali pemahaman Islamnya yang salah, al-Sharif menu lis buku 

dengan judul Tarshid ai~Jihad fi Misr wa ai~Aalam yang apabila diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia yaitu •Rasionalisasi Jihad di Mesir dan dunia'. Buku ini berisi pelurusan 

konsep jihad dan takfir berdasarkan ilmu fiqih yang ada dalam agama Islam. Dalam 

argumnetasinya, ai·Sbarif mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan dengan tujuan 

membentuk negara Jslam sangatlah merusak dan bertentangan dengan hukum agama 

lslam. Sharif menyarankan jalan terbaik yaitu melalui da'wah atau memberlkan 

peringatan kepada masyarakat urnum. Cara ini ia nilai lebih efektif, aman dan dibena.rkan 

oleh hukum agama Islam. Buku ini merniliki pengaruh besar terhadap perubahan 
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pemikiran para mujahidin yang berada di Mesir (Brachman, 2007). Langkah al-Sbarif 

tersebut sangat di dukung oleh pemerintah Mesir dan ia diberikan bantuan dalam 

melaksanakan program deradikalisasi ini. 

5.3.2 Program Deradikalisasj 

Dalam mela.kukan proses deradikalisasi ini, sejak februari 2007, ai-Sharif dan 

komandan jihad lainnya meJakukan kunjungan ke penjara-penjara di Mesir untuk 

menemui pengikut mereka. Kunjungan tersebut diijinkan oleh Pemerin1ah Mesir dalam 

hal ini Kementerian Dalam Negeri Mesir dan Kernenterian Pertahanan Mesir. 

Kunjunngan~kunjungan tersebut didahului dengan diadakannya pertemuan terbatas 

antara para komandan £IJ untuk menyamakan sudut pandang. Setelah itu diikuti dengan 

pemberian cerarnah dan tanya jawab antara komadan EU dan anggotanya. Pertemuan ini 

mencontoh pola yang telah dilak:sanakan oleh kelompok Islamic Group dimana ke)ompok 

IG telah terleblh dahulu menerapkan pola ini selama sepuluh bulan pada 2002. Selain itu 

dalam kegiatan pertemuan EIJ tersebut, pihak pfmpinan IG juga diundang untuk 

membagi pengalaman dan menggambarkan kesuksesan proses deradikalisasi mereka. 

Pibak komandan IG yang diundang olch al-Sharifdalam beberapa pertemuan EIJ 

diantaranya Karam Zuuhdi, kepala penasehat IG, dan De Nagih Ibrahim, deputi 

Penasehat IG yang juga konseptor idiologis IG. Keduanya ikut membantu mendorong 

proses deradikalisasi dan ikut menjawab jika ada pertanyaan~pertanyaan. 

Program deradikalisasi di Mesir inl relatif telah menunjuk.kan keberhasilannya 

dengan berpijak pada pendckatan kebudayaan dan dialog agama (Asbour, 2008). 

Kesuksesan program deradikalisasi ini dikarenakan pemberian kesempatan dan peluang 

kepada napi terorisme yang telah tobat untuk mengajak napi terorisme lainnya agar 
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menjadi sadar (Petrus, 2009). Budaya organisasi teroris pada umumnya adalah budaya 

loyal dan percaya pada pimpinannya, Hal ini lah yang menyebabkan program 

deradikalisai di Mesir menjadi efektif dengan terlihatnya tokoh mantan komandan EIJ al­

Sharif yang memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi napi lainnya agar sadar. 

Salah satu bukti kesuksesannya yaitu pogram deradikalisasi ini telah mendorong 

Pemerintah Mesir untuk membebaskan sekitar 20.000 napi terorisme dikarenakan para 

napi tersebut telah melepaskan diri dari pemahaman jihad radikal (Bjorgo dan Horgan, 

2008). 

Jika di anallsa maka dalam kasus deradikalisasi di Mesir ini. kelompok yang telah 

melakukan proses deradikalisasi ini seringkali melakukan interaksi dengan kelompok 

yang masih radikal (menggunakan kekerasan), terkadang mereka saling mempengaruhi 

satu sama lainnya. lntetaksi an tar kelompok EIJ dan IG merupakan salah satu contohnya 

dimana bagaimana kelompok yang telah melakukan deradikaJisasi dapat mempengaruhi 

tingkah laku dan ideologi kelompok radikal jihad lainnya. Selain itu kelompok radikal 

lainnya yaitu Takfiri dan Salafi-Jihadi Group mengikuti jejal Ell pada tahun 2007, 

terutama disebabkan oleh buku yang dikarang oleh a\.Sharif. Hal ini secara tidak 

langsung turut membantu pemerintah Mesir dalam upaya kontra-terorisme dalam hal ini 

melalui penularan program deradikalisasi dari kelompok yang telah melakukan 

deradikalisasi ke kelompok radikallainnya, 
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5. 4 Yaman 

5.4.1 Aktor 

Pemerintahan Yaman te1ah membuat program deradikalisasi terorisme dengan 

nama Committee for Religious Dialogue (CRD) atau Theological Committee Dialogue. 

CRD ini dibentuk pada masa Yaman dipimpin oleh Presiden Ali Abdulah Saleh, yang 

mana ia mengumpulkan ulama Islam senior untuk mencari pemecahan masalah 

terorisme. Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan para ulama untuk 

turun langsung kepenjara guna melakukan wawancara pada para militan mengenai 

kepercayaan mereka akan agama dan bagaimana mereka menjustifikasi bahwa Islam 

membolebkan tindakan kekerasan. Ularna tersebut dapat melakukan wawancara dengan 

para milium dan meraih kepercayaan mereka dengan cara berjanji untuk bergabung 

dengan para militan jika rnereka bisa menunjukkan ayat atau hadist mana di AJ-Quran 

yang menjadi justifikasi dari pemahaman radikal dan tindakan terorisme mereka. 

Komite CRD dipimpin oleh Ketua Pengadilan banding untuk Sana'a dan al-jawf 

yang bernama Hamoud Abdul Hamid ai-Hittar. Salah satu togas kom1te CRD adalah 

untuk menunjukkan suatu dasar bahwa pemerintah Yarnan memiliki hak yang sah dalam 

berusaha menjel.askan keutamaan hukum melakukan jihad (Butterworth, 2009). 

5.4.2 Program Deradikalisasi 

Dalam pelaksanaannya startegi yag diterapkan CRD terbagi atas dua tahapan. 

Tahapan yang pertama yaitu dialog yang dilakukan ardara para ulama dan teroris. 

Sedangkan tahapan yang kedua yaitu membantu para napi teror!sme yang sadar untuk 

segera memperoleh pekerjaan selepa-; mereka dari tahanan, menerima pendidikan dan 

juga mencarikan pasangan hidup (Bjorgo dan Horgan, 1 997). 
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Pembentukan komite CRD ini awainya bertujuan untuk memecahkan 

pennasalahan terorisme yang terjadi di Yaman dengan jalan berdiskusi dan berdebat 

seputar ma.salah keagamaan khususnya mengenai landasan yang menjadi justifikasi 

pemikiran dan tindakan terorisrne mereka. Pada pelaksanaan program CRD para ulama 

melakukan dialog dengan para napi terorisrne dimuJai dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan~ beberapa contoh pertanyaan pembuka yaitu: 

• Apakah Yaman merupakan negara Islam atau tidak? 

Jika para napi tersebut menjawab bahwa Yaman bukan negara Islam, 

maka ditanyakan apakah konstitusi Yaman melanggar Al~Quran. Dimana 

hal tersebut menjadikan negara Ya.man tidak Islami. 

• Apakah sistem di negara Yaman legitimate atau tidak legitimate? 

Jika para napi rnenjawab bahwa pemerintahan Yam an tidak legitimate 

dikarenakan pemimpinnya tidak terpilih dari penduduk terkemuka dari 

masyarakat Yaman. Maka ditanyakan kembali pada mereka, apakah 

persyaratan tersebut tertulis di AI-Quran atau Sunnah. 

• Apakah diperbolehkan untuk membunuh setiap orang non muslim? 

Jika para napi terorisme menjawab diperboiehkan, maka uiama tersebut 

Meminta untuk ditunjukkan dasar bacaan di AI-Quran maupun hadist 

yang menjadi sumber ja.stifikasi tindakan mereka (Butterworth; 2009) 

Ketua CRD, AI Hittar menje!askan bahwa metode dialog yang dipergunakan 

bertujuan untuk menumbangkan dasar yang menjadi alasan dan sebab intelelctual yang 
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dimiliki para teroris dalam melaksanakan tindakan teror rnereka (Johnsen, 2008). AI 

Hittar juga mengungkapkan, berdasarkan hasil dialog-dialog yang telah berlangsung, 

bahwa mayorJtas militan tidak dapat menjelaskan justifikasi dari pemahaman dan 

tindakan terorlsme mereka. Para mHitan terebut memiliki pemahaman yang salah dan 

bahkan pengetahuan mereka amat tentang Islam amat minim sekali. Mereka rata-rata 

hanya tahu sedikit, tidak memahami secara menyeluruh AI-Quran dan Sunnah, atau juga 

tidak dapat menerapkan ajaran agama Islam ke dalam kehidupan sehari-hari 

(Butterworth1 2009). Beberapa diantara mereka juga tidak sadar bahwa mereka: 

dimanipulasi oleh perekrutnya yang mempropagandakan penafsiran Islam yang 

menjustifikasi tindakan kekerasan dengan dasar sebab-sebab tertentu, 

Setiap napi terorisme yang telah sadar dan menyesaJi tindakan teror mereka, 

apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah Yaman. maim 

mereka memiliki kemungkinan untuk memperoleh kebebasan melalui amnesti dari 

Presiden. Banyak diantara para eks napi tersebu yang direkrut oleh Pemerintah untuk 

masuk rnenjadi anggota militer atau bekerja sebagai petugas keamanan. Sampai waktu 

yang terakhir; total napi terorisme yang telah dibebaska.n berjumlah 364 orang. Para t::ks 

napi tersebut dibebaskan setelah meJalui proses dialog yang sangat intens dan ketat 

(Johnson dan Soucek, 2008). 

Ketua CRD, AI Hittar, menyatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh CRD 

telah berhasil mengeliminir 90% ideologi yang menjadi landasan basis tindakan 

terorisme di Yaman, Menteri Dalam Negeri Yaman juga memuji keberhasilan dari 

program CRD, mereka menyebut program ini sebaga pijakan yang sangat penting dalam 

meJawan terorisme dengan tujuan untuk mencabut akar pemahaman intelektuai yang 
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menjadi dasar dari tindakan terorisme. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Yam an 

menyatakan bahwa CRD telah sukses dalam menggunakan Jogic dan wisdom untuk 

melakukan deradikalisasi para teroris yang telah salah jalan (Butterworth, 2009) 

Klaim hahwa program deradikalisasi di Yaman telah berhasil, dikritik oleh 

peneliti David Buuerwoth (2009) yang menyatakan bahwa telah terjadi 21 serangan born 

di Yaman pasca wawa.ncara AJ~Hittar pada Desember 20047 dimana pada wawancara 

tersebut Al-Hittar mengklaim kesuksesan dari program CRD. Sebelas dari serangan itu 

diduga dilakukan oleh pihak Al-Qaida. Meskipun serangan tersebut sulit untuk 

dihubungkan dengan para eks~napi yang dibimbing CRO. Serangan tersebut 

menunjukkan bahwa Yaman beium berhasil sepenuhnya melakukan proses 

deradikalisasi. Selain itu kurangnya de:til program deradikallsasl yang dilakukan pihak 

Pemerintah Yaman juga dikritik, dimana belum jelas bagaimana para tahanan 

membuktikkan bahwa mereka telah melepas pemahaman radikal mereka. Pada februari 

2009, pemerintah Yaman telah membebaskan 170 napi terods setelah mereka 

menandatangani perjanjian bahwa para teroris tersebut menyesali dan tidak rnau 

mengulangi tindakan terorisme mereka. Entah secara kebetulan atau tidak 1 pada awal 

Maret 2009, pemerintah Yaman diduga telail menandatangani persetujuan gencatan 

senjata selama setahun dengan pihak A!-Qaida dengan kompen.sasi dibebaskannya 250 

tersangka terorisme dari Al~Qaida. Selain itu, tidak ada penjelasan yang jelas dari 

Pemerintah mengenai bagaimana mereka melakukan pengawasa.n pada eks napi terorisme 

ini (Butterworth, 2009) 

Di sisi lain, peneliti Christopher Boucek dan Gregory Johnson (2008) 

menyatakan bahwa Pemerintah Yaman kurang dalam memfilsilitasi eks napi untuk 
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memperoleh dukungan sosial dari masyarakat. Selain itu, dengan dimasukkannya eks 

napi ke dalam mil iter atau petugas keamanan, maka hal ini bisa menjadi masalah apabila 

Pemerintah Y aman mengandalkan mereka untuk ikut mengatasi masalah terorisme. 

Kemampuan Pemerintah Yaman dalam menjaga tahanan teroris juga tidak meyakinkan 

dikarenakan pada bulan Februarl 2006 telah_ terjadi pelarian napi terods sejumlah 23 

orang yang di duga terkait erat dengan Al-Qaida. Di antar napi yang kabur tersebut saat 

ini ada yang sudah menjadi pimpinan AI-Qaida wilayah Sernenanjung Arab dan juga ada 

yang merupakan aktor inteletual pemboman kapal USS Cole pada Oktober 2000 dan 

serangan pada kapal tanker minyak Perancis pada Oktober 2002 (Bot1cek & Johnson, 

2008) 

5. 5 Tajikstan 

5.5.1 Aktor 

Pemerintah Tajik.stan telah mengadakan program deradikallsasi yang bernama 

Program Dialogis Sekuler~lslam (The Tajik Secular-Islamic Dialogue Project) .sejak 

tahun 2003. Program ini terlaksana dengan difasHitasi oleh Organisasi Keamanan dan 

Kerjasama Eropa (the Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE). 

Pelaksanaannya dilakukan oleh Kornisi Nasional Perdamaian Tajikstan ( the Tajik 

Commission for National Reconciliation). Program dialogis ini melibatkan perwakilan 

dari berbagai macam kelompokt baik yang sekuler maupun yang relijius. Melalui 

beberapa pertemuan, perwakilan~perwakilan beberapa kelompok terscbut bernsaha 

menemukan makna dari bidup berdampingan secara damai dan mendiskusikan hal-hal 

yang membuat kesalahpahaman dan ketegangan (Barrett dan. Bokhari, 2008). 
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5.5.2 Program Deradikalisasi 

Tujuan utama dari program ini yang untuk menciptakan lingkungan berdiskusi 

dan membangun tempat pertemuan dimana permasalahan-permasalahan dapat 

dikemukakan, dan menemukan pemecahannya sehingga dapat terbangun kepercayaan 

antar kelompok masyarakat. Program ini dinilai sukses dalam tingkatan yang besar, 

namun pengamat-pengamat luar negeri mengkritiknya dikarenakan program ini hanya 

melibatkan golongan-golongan moderat, dan tidak menyentuh beberapa kalangan 

masyarakat ekstrem yang seharusnya diturutsertakan dalarn program deradikalisasi ini. 

Namun program deradikalisasi ini menyediakan dasar acuan untuk melakukan dialog 

antara berbagai macam kelompok yang ada di Tajikstan (Barrett dan Bokhari, 2008). 

5. 6. Malaysia 

5.6.1 Aktor 

Program deradikalisasi ini di\akukan oleh Kepolisian Diraja Malaysia, 

departemen Lembaga Pemasyarakatan, dan Departemen Pengembangan Islam (JAKIM). 

Pada tahun 1960, Pemerintah Malaysia telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan 

Dalam Negeri atau yang disebut dengan Internal Security Act (ISA), Act 82. Undang­

undang ISA ini memperbolehkan adanya tindakan keamanan khusus dibawah 

Pemerintahan Pusat untuk mengatasi pemberontakan komunis, tindakan subversi, dugaan 

gangguan terhadap keamanan negara. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut 

pemerintah Malaysia memilki Special Branch yaitu organisasi pemerintah yang memiliki 

tugas melalukan penangkapan kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan 

terorisme di negara malaysia (Barrett dan Bokhari, 2008). 
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5.5.2 Program Deradikalisasi 

Dibawah Undang~undang, Pemerintah Malaysia juga mengadakan rehabilitasi dan 

re-edukasi yang fokus da!am mengoreksi kesalah pemahaman agama dan politik. Hal 

yang penting dalam program ini adalah para eks-tahanan teroris tersebut diawasi secara 

ketat setelah dibebaskan, Kepada pada para tahanan yang memberikan respon positif 

terhadap program deradikalisasi dan Ielah menyesali tindakan terorismenya, maka ada 

program intensif khusus, yang kemudian diikuti dengan observasi dan evaJuasi untuk 

dapat menyakinkan bahwa eks-tahanan tersebut telah benar-benar terehabHltasi (Barrett 

dan Bokhari, 2008). 

5. 7. Algeria 

5.7.1 Aktor 

Fenomena deradikalisasi yang terjadi di Algeria hampir sama dengan yang 

terjadi di Mesir, dimana awalnya diinisasi oleh kelompok sayap militer Front Penyelamat 

Islam (Islamic Salvation Front, FIS) yang bemama Tenta.ra Penyela.mat Islam (fslamic 

Salvation Army, AJS) pada Oktober 1997 yang melakukan penghentian kontak bersenjata 

secara sepihak. Kelompok FIS melakukan deradikalisasi ini pada masa FIS dipimpin oleh 

Madani Mezraq dan Ahmad Ben Aicha. Dimana kedua pimpinan kharismatik ini sangat 

berperan dalam proses deradikalisasi ini (Ashour, 2008) 

Proses ini kemudian diil<uti oleh beberapa anggota subgroup dari keJompok 

Group Islam Bersenjata (Armed Islamic Group, GIA) dan Grup Salafi unto Dakwah dan 

Berperang (the Salafist Group for Preaching and Combat, GSPC), Dua grup ini 

mengeluarkan beberapa komunike bersama untuk menjelaskan dan meiegitimasi tindakan 
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penghentian serangan bersenjata mereka, akan tetapi di sisi lain mereka tidak membuat 

penjelasan secara ideologis untuk rnelegitimasi langkah transforrnasi mereka ini (ashour. 

2008) 

5. 7.2 Program Deradikalisasi 

Pengumuman penghentian kontak: bersenjata (cease-fire) tersebut diitingi 

dengan proses pelucutan senjata dan demiiiterisasi yang kemudian diteruskan dengan 

usaha mengintegrasikan anggota dati AIS ke dalam masyarakat di Algeria. Langkah 

deradikalisasi dari kelompok-kelompok bersenjata di Algeria ini teJah menunjukkan 

langkah transformasi aktifitas dan idoologi menuju perjuangan secara non bersenjata atau 

tidak melaiul jalan kekerasan. Ha1 ini juga mendorong sekitar sepuluh rJbu aktivis militan 

darl berbagai pangkat di organlsa<;i tersebut untuk menghentikan perjuangan bersenjata 

dan mendapatkan insentif dari Pemerintahan Algeria (AsilourJ 2008) 

Untuk mendukung langkah deradikalisasi Pemerintahan Algeria dibawah 

pimpinan Presiden 'Abd at.'Aziz Bouteflika berusaha memberikan pemecahan dalam 

isu-isu penting berkaitan dengan tahanan po1itik, pengampunan, integrasi ke rnasyarakat. 

hal politik dari kelompok yang telah menghentikan perjuangan bersenjata. Hal-hal ini 

telah dicantumkan dalam Charter of Peace and National Reconciliation pada tahun 2006 

(kerangka legal penyelasian masalah-masalah menyangkut deradikalisasi). Perrnintaan 

kelompok FIS untuk pembebasan tahanan politik, dikabulkan oleh pemerintah Algeria 

dengan rnernbebaskan tahanan kelas kakap yaitu 'Ali Belhaj dan Abd a\-Haqq Lay ada, 

pendiri dari GlA. Hampir sepuluh ribu tahanan politlk dibehaskan pada kisaran tahun 

1999 sampai 2005. 
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Pernerintahan Algeria juga telah rnemberi kompensasi pada kelompok yang 

melakukan deradikalisasi yang berupa kompensasi ekonomi dan keamanan. Kompensasi 

ekonomi diberikan berupa pencarian kerja untuk para anggota kelompok tersebut dan 

pemberian kompensasi ekonomi pada keluarga para ekstrimis yang mejadi korban 

kontlik. Presiden Algeria juga telah memeberikan ampunan kepada para pejuang 

bersenjata kelompok AlS. Pemerintah Algeria juga memperbolehkan komandan AIS 

untuk membawa senjata untuk melindungi dari kelompok-keiompok ekstrimis lain yang 

tidak menyukai tindakan deradikalisasi mereka. Dibandingkan dengan deradikalisasi di 

Mesir, proses deradikaliasi di Algeria termasuk pendek yaitu hanya tiga tahun (1997~ 

2000). Selain itu proses ini terma.suk pragmatis dimana tidak mernasukkan landasan 

teologi atau ideologis mengapa mereka menghentikan perjuangan bersenjata (Ashourl 

2008) 

5.8. Filiphina 

5.8.1 Aktor 

Pada Pemerintahan FiHphina telah diterapkan pola deradikalisasi yang khususnya 

ditujukan kepada. kelompok pemberontak Moro (Muslim National Liberation Front) 

daripada kelompok terorisme lainnya di Filiphina. Program tersebut dilakukan oleh 

Kementrian Dalam Negeri dan fokus untuk membangun komunita'i baru untuk rnantan 

anggota MNLF (dilakukan di pulau dalam daerah kepulauan Sulu) yang telah 

menyerahkan diri dan bertobat bahwa mereka menghentikan perjuangan bersenjata dan 

rnenerima pemerintahan negara Filiphina. Program tersebut terutama merupakan usaha 

bersama dari kelompok yang melibatkan seluruh komunit.as masyarakat dan keluarga 
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besa.r. Menariknya, dasar-dasar dari pembangunan komunitas ini meliputi transrnigrasi 

dari para pejuang moro dan ke1uarganya dari tempat tinggal mereka terdahulu ke tempat 

tingga! baro di nusantara (Barrett dan Bokhari, 2008). 

5.8.2 Program Deradikalisasi 

Sebagaimana perkembangan pola pemberontakan dan terorisme yang terus 

beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk survive. Maka pemerintahan Filiphina juga 

melakukan langkah-Jangkah pendekatan untuk mengatasi an(:aman tersebut. Kebijakan 

Pemerintah untuk dapat mencapai perdamaian yaitu sebagaimana digarisbawahi dalam 

enam langkah menuju perdamaian dalam keputusan pemerintah no 3 tahun 2001 yaitu: l) 

Mengejar reformasi di bidang sosial, ekonomi dan politik. 2) Membangun konsensus dan 

memberikan kuasa dan pemebrian wewenang guna mencapai perdamaian 3) Membangun 

negosiasi guna mencapai jalan perdamaian dengan berbagai kelompok pemberontak 4) 

Program untuk rekonsilidasi dan reintegrasi kembali ke kelompok mayoritas masyarakat 

dan rehabilitasi 5) Menujukkan keprihatinan medalarn akibat dari peperangan yang 

berlarut-Jarut 6) Membangun dan memelihara kondisi perdama'ran yang kondusif. 

Kebijakan deradikalisasi pemerintahan Filiphina tersebut disebut dengan The National 

intervention Programs for Counter- Radicalization. 

Semua persetujuan perdamaian memiliki sisi humanitarian dan rehabilitasi 

sebagaimana yang telah dimasukkan dengan MNLF, dan mantan Tentara Pembebasan 

Rakyat Cordillera (CPLA). Ketika menuju penyeleasian konfliknya, pengintegrasian 

mantan pemberontak ke dalam kelompok rnayoritas masyarakat dimulai pada tahun i994 

dibawah program nasiona! untuk persatuan dan pengembangan (NPUD) pada 2004. 

Total jumtah mantan pemberontak yang medapat manfaat dari program ini yaitu 391975. 
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Pada bulan mare! 2007, Presiden mengeluarkan Keputusan Pemerintah 172 yang 

berisi program integrasi sosial seperti penarnbahan jumiah penerima amnesti, reintegrasi, 

dan rekonsilidasi program untuk menggabungkan mantan pemberontak ke dalam 

masyarakat normal, Sebanyak 445 anggota CPP/NPA dan NDF Ielah menikmati manfaat 

dari program ini sejak Ielah diimplementasikan pada tahun 2008, 

Reformasi dari orang yang menyerahkan diri, ditangka.p dan narnpidana teroris 

dan pemberontak yang telah berubah setelah mengikuti program rehabHitasi maka 

diserahkan selanjutnya kepada berbagai macam departemen pemerintah dan institusi. 

Pihak militer dan pol!si mengindoktdnasi mereka agar mereka mau bekerjamsama dalarn 

operasi mereka ke depan. Sebagian dari mereka aktif dalam kampanye Pemerintah yang 

sedang berjalan untuk menginfonnasikan masyarakat mengenai kebohongan besar yang 

telah dilakukan oleh kelompok pemberontak. 

Pemerintah Filiphina menggunakan sarana edukasi kultural sebagai alat untuk 

mencounter kelompok radikal. Kelompok radikal di Filiphina telah menggunakan 

mekanisme ku\tural dalam malakukan pengindoktrimtn pemikiran untuk rnenjadi 

ekstrimis dan menkondisikan tingkahlaku agresif, maka sangatlah logis apabila di\akukan 

pendidikan kulutural sebagai instrumen utama dalam program counter-radikalisasi. 

Program pendidikan madrasah pemerintah yang bertujuan untuk memenubi kebutuhan 

pendidikan kaum muslim mud a untuk pendidikan dasar berkualitas yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Sejalan dengan program ini pemerintah Filiphina telah meningkatkan 

jumlah madrasah dari 663 pada tahun 2007 menjadi lebih dari seribu orang. Berbagai 

negara donor menyediakan dana untuk training para asatldz (pengajar), mencetak buku. 

pembangunan madrasah dan pendistibusian infonnasinya. 
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Mempromosikan diaolog antar agama dan rnembangun kepercayaan antara 

berbagai macam kelompok agama dan budaya merupakan salab satu inisiatif yang 

komperehensif dari Filiphina. Tentara bersenjata Filiphina juga melakukan inisiatif 

langkah-langkah proaktif yang menghasilkan penyerahan diri ratusan dari kelompok 

radikal. 

• Advakosi spesial untuk pencarian kerja dan pemberantasan buta huruf. 

Pengembangan kepada muslim yang menekankan kesadaran kultural dan 

pernahaman antara musfim, kristen dan kepada ma.syarakat asli untuk 

mempromosikan kebidupan masyarakat yang hannonis dan peningkatan ekonomi 

sosial melalui program pemberantasan buta huruf dan pencarian lapangan kerja. 

• Sistem patroli melek huruf tentara yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan 

dasar kepada anak-anak yang terkena dampak konflik daerah. 

• Tim operasi spesial konsep yang mana memanfaatkan kooperast dari lokal unit 

pemerintah. masyarakat dan lain stakeholders untuk menetralkan AOM 

metodologi dari CTM dan memenangkan pemberontak dan rakyat jelata; orang 

banyak kepada sisi dari pemerintah. 

Beberapa Penemuan dari penelitian yang dilakukan tcrhadap para tcroris yang telah 

me!epaskan diri dari kelompok radikal yaitu sejumlah 230 orang (dari total 767 yang 

membantu dari tahun 2000 sampai 2003) mengungkapkan penemuan berikut: 

• 73% tentang responden tergolong orang buta huruf sampai pada kelompok 

pendidikan menengab. 

• 77% bergabung dcngan gerakan dikarenakan agitasi dan propagandan yang 

dilakukan oleh CTM'S melalui AOJI,t 
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• 32% yang menyerah dalam kaitan dengan program pemerintah; 26% dalam 

kaitan dengan penderitaan, 23% untuklkarena ke1uarga pertlmbangan, dan 

sisanya karena berbagai pertimbangan. 

• Tema propaganda yang mempengaruhi kebanyakan: 56%- kemjskinan; 33%­

kekecewaan dengan pemerintah; dan ll %- pelanggaran hak azasi manusia 

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa telah jelas counter-radikalisasi 

pemberontak, teroris dan kalangan militant dapat dicapai dengan baik melalui suatu 

program menyeluruh yang menyertakan keseluruhan instansl pemerintahan, orang-orang, 

dan pemain kunci lain (Barrett dan Bokhari, 2008). 

5.9 Afganistan 

5.9.1 Aktor 

Program Afgan yang dikenal dengan Takhim-E-Solh ( Memperkuat Perdamaian 

atau PTS) merupakan produk historis yang unik yang berkaitan dengan komposisi politis 

di negeri Afganistan. Terdiri dari eJemen~elernen reha.bilitasi yang merupakan insiatif 

rekonsilidasi nasional Program ini awalnya merupakan insiatif dari Pemerintah 

Afganistan untuk meruntuhkan separatis dan mengintegrasikan manum pejuang ke dalam 

masyarakat Afganistan. Pesertanya kebanyakan mantan pejua.ng Talibanl tetapi tidak 

tereksklusif untuk mereka. Program ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Karzai 

pada Ferbruari 2004. Sejak itu dia membentuk Komisi Independen Nasional untuk 

Perdamaian dan Rekonsilidasi, dipirnpin oleh Profesor Sibghatullah ai-Mojaddedi untuk 
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mendukung panggilannya kupada para pemberontak agar kembali pulang dan mengambil 

bagian dalarn pembangunan kembali Afganistan (Barrett dan Bokbari, 2008). 

5.9.2 Prngram Deradikalisasi 

Program ini menawarkan pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan 

kepada para pemberontak dan keluarga yang segera rnengikuti program ini. Dalam tradisi 

Afganistan, mereka yang masuk ke dalam program umumnya pada awalnya 

mendekJarasikan- penyerangan senjaranya dan mendeklarasikan diri di depan pub1ik. 

Daiarn teorinya, kelompok sukunya menjadi penjamin akan tingkah laku para mantan 

combatant tersebut di kemudian hari. Satu elemen utama dari program ini adalah 

kebutuhan untuk dapat memberikan perlindungan baik darl rekan sesama combatant 

m.aupun bekas musuhnya. Tetapi lcetika jumlahnya meningkat pemerintah berharap 

bahwa para pemberontak mungkin dapat ditaklukan dengan menarik mereka yang 

mencari kehidupan yang lebih haik atau menjadi tempat berlabuh mereka yang mengeluh, 

dan dipisahkan dart mereka para pemberontak yang susah untuk ditaklukan karena alasan 

ideologis atau lainnya. Kondisi politik di Afganistan yang sedang berjalan merupakan 

tantangan tersendiri untuk PTS, dengan penghargaan a.tas kepemimpinan Professor 

Mojaddedi yang benar~benar berkorban untuk kesuksesan program ini dan kebulatan 

tekad dia untuk rnema')tikan kepada para eks combatant bahwa ada jalan keluar yang 

selamat yang seharusnya dapat mereka arnbil, dan berjuang agar program ini terus 

berjalan dan terus meningkat perlahan~lahan jumlah mantan pengacau yang bergabung 

dalam program ini (Barrett dan Bokhari, 2008). 
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5.10 Kesamaan dan Perbedaan·Program Deradwlisasi 

Meskipun terdapat berbagai macam program deradikalisasi yang berbeda-berbeda 

(baik yang diinislatif oleh Negara, LSM ataupun kelompok masyarakat) yang sesuai 

untuk kasus-kasus yang beragam, patut untuk diperhatikan adanya kesamaan benang 

merah diantara program-program tersebut. Kesamaan e!emen dari program deradikalisasi 

di beberapa negara sebagai mana yang dicatat oleb Counter~ Terrorism Implementation 

Task Forces yaitu: 1) Melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat umum, 2) Adanya 

program di Penjara, 3) Ada elemen Edukasi) 4) Mempromosikan aliansj antar peradaban 

dan dialog kuitural, 5) Menyelesaikan permasalahan ketidakadilan sosial dan ekonorni, 6) 

Program global dalam penanganan terorisme, 7) Penggunaan Fasilitas Internet. 8) 

Adanya perbaikan aspek hukum, 9) Program Rehabilitasi, J 0) Mengembangkan dan 

penyaluran infonnasi, 10) Pelatihan para petugas berwenang yang berqualifikasi untuk 

!erlibat dalam program deradikalisasi (CTITF, 2008: 5). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh International Peace Institute (2008) 

menambahkan tiga kesamaan elernen dalarn berhagai macarn program deradikalisasi 

yaitu aspek pelibatan eks tahanan teroris1 keterlibatan keluarga dalam proses 

deradikalisasi, insentif finansial dan dukungan lainnya. Lebih jelasnya rangkuman tabel 

kesamrum dan perbedaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut dapat dil!hat 

pada !abel 5 .I dibawah ini. 
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Tabel7. I 
Persamaan dan Perbedaan Program Deradikalisasi Terorisme di Sembilan Negara 

Arab Singapore Malaysia Yaman Mesir Algeria Tajikstan Filiphina Afganistan 
Saudi 

Inisiatif dari Pemerintah ya ya ya ya tidnk tidak ya ya yo 
Melibatkan tokoh agamn ya yo yo yo tidak tidak yo yo -
Melibatkan kelompok masyaraka yo yo - tidak tidak tidak yo - tidak 
LSM 

Ada Dialog Agama ya yo yo yo yo tidak yo yo -
Ada Unsur Pendidikan yo ya ya ya yo tidak yo Y' -
Adanya Program di Penjara Y' Y' ya Y' yo tidak tidak Y' -

Pendekatan budaya dan dialog ya ya Y' yo yo tidak Y' yo Y' 
kultural 

Melibatka.n Tokoh Teroris yang tidak tidak tidak tidak Y' Y' tidak - -
Telah Tobat 

Melibatkan Psikolog yo ya Y' tidak tidak tidak tidak - -
Bimbingan dan pengawasan yo ya ya Y' tidak tidak - Y' yo 
setelah bebas 

Mencarikan kerja atau yo Y' y, yo tidak Y' tidak ya Y' 
pendidikan selepas bebas 

Bantuan untuk keluarga yo ya - tidak tidak ya tidak ya Y' 
Ada pengurangan atau yo tidak tidak yo Y' yo - Y' ya 
pengampunan untuk tahanan 

l_y_ang tobat 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



85 

BabVI 

GAMBARAN PROGRAM DERADIKALISASI DI BEBERAP A INSTANSI 

DI INDONESIA 

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme saat ini meJibatkan beberapa 

instansi yang berada dibawah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Berikut ini 

adalah upaya apa saja yang telah dilakukan insititusi pemerintah dalam rangka mencegah 

tindakan terorisme khususnya langkah-Jangkah deradikalisasi terorisme di Indonesia. 

6.1 Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Indonesia (DKPT) 

Berdirinya OKPT awalnya didasari oleh lnpres Nomor 4 Tahun 2002 tangga! 22 

Oktober 2002 tentang Perintah kepada Menko Polkam untuk merurnuskan Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme dan mengkoordinasikan Langkah-Langkah 

Operasional Pemberantasan Terorisme. Kemudian Inpres tersebut ditindaklanjuli oleh 

Menko Polkam dengan mengeluarkan Sural Keputusan Menko Polkam Nomor 

26/Menko/Polkam/11/2002 tanggal 27 November 2002 lentang Pembentukan Desk 

Koordinasi Pemberantasan Terorisme. 

?embentukan DKPT ini bertujuan untuk mervmuskan kebijakan dan strategi 

dalam menghadapi masa\ah terorisme yang didasarkan pada enam prinsip yaitu 

supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. 

Selain itu DKPT juga bertujuan untuk rnempersiapkan langkah-langkah operasional 

datam pemberantasan terorisme. 
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Bagan 6.1 

Struktur Organisasi DKPT 

I MENKOPOLHUKKAM I 
I 

I KetuaDKPT I 
Sekretaris DKPi 

I I 
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I 
Bidang Strategi dan Bldang Hukum I Bidang Kerjasama Bidang Pengamanan 

Kchijakan Intemasional dan Pelatihan 

(Sumber: Keputu.um Menkopolhukkanr No.· Kcp-4J!Menk.o1Pollmkam/5/10()fi) 

Pada awal pembentukkannya DKPT disusun sehagi organisasi yang cukup besar 

dimana melibatkan pejabat dari Departemen dan lnstansl Pemerintah lainnya yang terkait 

dcngan usaha rnenangani masalah terorisme (DKPT, 2009). Pejabat yang duduk dalam 

Desk ini adalah dari Depdagri, Deplu, Dephan, Dephukham, Oephub, Kejagung, 

Kepolisian, BTN, TNL Namun pada perkembangannya para peja.bat yang duduk di Desk 

ini terus berkurang dikarenakan anggota Desk memiliki kesibukan dalam instansi 

masing-masing serta sifat organisasi yang masih non-struktural dan nd-hoc, sulit bagi 

DKPT untuk mengembangkan kegiatannya Pada tahun 2009. anggota DKPT yang masih 

aktif terbatas pada beberapa orang saja. Saat ini struktur pembagjan tugasnya meliputi 

bidang Strategi dan Kebijakan, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, dan bidang 

Pengamanan dan Pelatihan. 
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6.1.1. Program Deradikalisasi Yang Dilakukan DKPT 

Deradikalisasi menurut kewa DKPT, Irjen Pol (Pm) Drs.Ansyaad Mbai 

(Wawancara. 29 September 2009), memiliki spektrum yang luas dan akan saling 

berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, 

bahkan terkait dengan kerja sama intemasional. Berdasarka.n pengertian ini pihak DK.PT 

Ielah melakukan beberapa langkah deradikalisasi dalam spektrum luas yaitu yang 

ditujukan kepada masyarakat luas. Salah satu langkah yang dapet dimasukkan kepada 

langkah preventif guna menanggulangi terorisme yaitu DKPT melakukan kegiatan 

sosialisasi berupa seminar-seminar bekerjasama dengan berbagai kampus di kota besar. 

Beberapa seminar yang telah dilakukan antara lain: 

a. Seminar di Universitas Pajajaran dan Universits Parahyangan Bandung 
dengan topik "So.·:;ialisasi bahaya terorisme dalam upaya peningkatan 
kewaspadaan masyarakat" pada 27 juli 2005 dan 30 September 2005, 

b. Seminar di Universitas Negeri Jakarta dengan topik "Terorisme; 
permasalahan dan penanganannya" pada tahun 2005. 

c. Seminar di Universitas Sebelas Maret Solo dengan topik "Terorisme; 
permasalahan dan penanganannya" pada 18 Juli 2005. 

d, Seminar di Universitas Veteran Pembangunan di Yogyakarta dengan 
topik "Akar penyebab pola aksi dan rnencarJ kerangka solusi tindakan 
terorisme" pada 19 Juli 2005. 

e. Seminar di Universitas Airlangga Surabaya dengan topik "Terorisme: 
permasalahan dan upaya mencari solusi" pada 22 September 2005. 

f. Seminar di Universitas Hasanudin Makasar dengan topik "terorisme 
Nasional dan Internasional1 Konflik dan kekerasan di Witayah Bagian 
timur Indonesia" pada 2 September 2006. 

g. Seminar di Universitas Pakuan Bogor dengan topik "Sosialisasi Bahaya 
Terorisme, dalam upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terha.dap 
bahaya terorisme pada 23 juli 2005. 

Pada kerjasarna-kerjasarna tersebut, pihak DKPT mencatat bahwa timbu! 

keinginan untuk mengembangkan kerjasama dimana termasuk keinginan untuk 

mendirikan Center for Ter01·ism Study. Namun hal ini tidak jadi terlaksana 
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dikarenakan pihak DKPT tidak dalam posisi untuk dapat mewujudkan keinginan 

tersebut 

Gambar6.1 

Sosialisasi Bahaya Terorisme di Sembilan Universitas 

UNIV. S58EI.AS MARET {tillS) SOLO 
18JUU2GOS 

'SSI.'li!ARTTG iOIOIUSir.ltl, PEAw.5AI..AHA:-i DAN 
PENANGAN4NNYA" 

(Sumber: Bahan Presentasi DKPT. ]Q09) 

Kegiatan lainnya yang dilakukan untuk pencegahan tindakan terorisme, pihak 

DKPT juga rnelakukan sosialisasi pendekatan kebudayaan kepada masyarakat luas 

dengan mengadakan page1aran wayang kulit yaitu di Jawa Tengah tepatnya di daerah 

Sragen, Cilacap, Solo, Mage1ang, Sukoharjo, dan Semarang, di Jawa Timur yaitu di 

daerah Pacilan, Kediri, Kota Surabaya, Malang, serta wayang golek di Jawa Barat 

yaitu di daerah PandegJang, Subang, Garut, Cianjur, Majalengka, dan Kuningan. 
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Bersamaan dengan kegiatan tersebut. pihak DKPT juga bekerjasama dengan Sena 

Wangi {Sekertariat Pewayangan Indonesia) untuk menyelenggarakan talk show 

berjudul Cempala yang ditayangkan di TVRI. Program ini mengundang nara sumber 

yang berkompeten yaitu pakar di bidang Sosial Budaya, Hubungan lntemasional dan 

Hukum khu~--usnya Pidana untuk berbicara mengenai anti kekerasan dan teror dengan 

latar belakang budaya wayang. Dalang yang diundang pada pagelaran Cempala 

adalah Dalang Wayang Kulit dan Wayang Golek. Selain itu, untuk dapat melengkapi 

kegiatan talk show ini, diadakan juga kegiatan sarasehan dengan para dalang di Solo, 

Jawa Tengah dan dl Bandung, Jawa Barat. Peserta Sarasehan berJdsar 100-120 

seniman /seniwati dalang wayang kulit dan wayang golek. Nara Sumber yang hadiri 

dalam sarasehan ini yaitu : Kelua DKPT~ Densus 88 AT Polri dan Sdr. Nasir Abas 

(DKPT, 2009) 

Kegiatan lain yang dilakukan DKPT dalam rangka mensosialisasikan bahaya 

terorisme. DKPT mengadakan lokakarya di beberapa lbu Kota Provinsi. Pada 

pelaksanaannya DKPT bekerjasam dengan Deputi IV Bidang Kesatuan Bangsa 

Kemenko Polkam dan juga dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan lokakarya tentang 

Kewaspadaan Terhadap Konflik dan Terorisme, terlaksana atas kerjasama Kemenko 

Polhukam dengan Pemerintah Daerah setempat. Peserta Lokakarya tersebut 

umumnya berkisar 100 - 140 peserta yang merupakan para pejabat di daerah dari 

tingkat pengambit keputusan sampai dengan pelaksana. Nara Sum her yang dihadirkan 

pada loka karya itu yaitu : Ketua DKPT, Kapolda, Densus 88 AT Polri dan rnantan 

anggota JI Sdr. Nasir Abas dan Sdr. Ali Fauzi. Tarnu Khusus yang diundang antara 

lain: Dirjen Bimas Islam, Depag, Pakar Komunikasi (Prof. DR. Alwi Dahlan), dll. 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



90 

Sampai dengan tahun 2009, loka karya ini, telah diselenggarakan di beberapa kota 

yaitu Medan, Menado, Ambon, Makasar, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Padang, 

Banten, Bengkulu, Bandung, Mataram, Tanjung Pinang, Palembang dan Samarinda. 

Menurut pihak DKPT, program ini mendapat sambutan yang sangat positif. Muncul 

pemikiraan dari peserta agar program ini diadakan secara reguler dan agar dapat 

dimasukkan menjadi program nasional sepert P4 di masa lalu (DKPT, 2009) 

Gambar6.2 

Kegiatan Sosialisasi DKPT 

0 ' 

•: n 

~Sosialisasi bekerjasama dengan Universitas 

E}Lokakarya Ballsya Konnik dan Terorisme 

I!J.Sarasehan Para Oalang Wayang Kulit & Golek 

Q Road Show Pagelaran Wayang 

~Sepak Bola Unluk Perdamian 

'. " .· 

(Sumber: Bahan Presentasi DKPT. 2009) 
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6.1.2. Harapan ProgrJ!I!I Derndikalisasi Yang Ideal R•da M!!>'! !;!egan 

Ansyaad Mbai rnengungkapkan "untuk menangani terorisme khususnya kepada 

anggota kelompok JJ dan kelompOk teroris lainnya di Indonesia sebaik:nya dilakukan 

dengan pendekatan kemanusiaan (soft pawer approach) yaitu melalui program 

deradikalisasi"'. Dimana hal in1 menurutnya lebih efekif dalam menangani terorlsrne di 

Indonesia. Diharapkan dengan pendekatan yang manusiawi ini~ maka pemerintah dapat 

menyadarkan mereka yang tersesat dan memiJih jalan kekerasan dalam usaha 

memperjuangkan cita-cita mereka. 

Dltambahkan oleh beliau. kegiatan deradikalisasi kepada para teroris di Indonesia 

saat ini yang paling nyata yaitu telah dHakukan oleh pihak kepolisian dimana pada 

awalnya diinisiasi oleh Ketua Desk Anti Teror yang juga pernab menjabat sebagai Kepala 

Detasemen Khusus 88 yaitu Surya Dharma. Pihak kepolisian telah melakukan 

deradikalisasi ini secara empiris yaitu dengan mempraktekkan langsung deradikalisasi 

yang pada awalnya tanpa ada dasar teori dan dilakukan karena kebutuhan penye!idikao 

dengan tujuan mengurai jaringan terorisme. Temyata usaha ini membuat hasil yang 

cukup sukses dimana beberapa teroris telah mau bersikap kooperatif dengan kepolisian 

dan bahkan mernbantu kepolisian dalam mengungkap kejadian-kejadian pemboman di 

tanah air. 

Selanjutnya menurut kettia DKPT, program deradikalisasi ini idealnya clilakukan 

dibawah koordinasi Departe:men Agarna. Menurutnya, Presiden pada beberapa tahun lalu 

sudah memerintahkan ke pihak Departemen Agarna untuk membentuk tim, akan tetapi 

menteri agama melemparkannya ke MUI dikarenakan di MUI ada unit anti teror. Pada 
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kenyataannya pihak Departemen Agama sendiri datang ke DKPT untuk minta supaya 

DKPT memayungi Departemen Agama dalam melaksanakan Pogram Deradikalisas[ ini. 

Pengalaman DKPT selama tujuh tahun memperlihatkan bahwa semua departemen 

pada akhimya meminta agar DKPT memayungi mereka dalam melaksanakan program 

deradikalisasi ini. Beberapa intelektual muslim, seperti Komarudin Hidayat dan 

Azyumardi Azra, datang kepada DKPT untuk rnenawarkan konsep pemikiran dan 

program untuk ikut berkontribusi datam pelaksanaan deradikalisasl terorisme. Akan 

tetapi karena DKPT sendiri hanya berbentuk Desk Anti Teror dimana memiliki 

keterbatasan-keterbatasan sebingga t!dak dapat merespon tawaran-tawaran baik darj 

departemen-departemen maupun rlari para inteletual muslim tersebut Salah satu 

keterbatasan yaitu berkaitan dengan anggaran dikarenaka.n desk ini tidak memiliki 

payung hukum yang kuat sehingga tidak mendapatkan anggaran dari pernerintah untuk 

dapat melaksanakan program deradikalisasi yang komprehensif. Hal ini akan berbeda jlka 

status DKPT ditingkatkan menjadi badan yang tentunya akan Iebih memiliki kewenangan 

yang tebih besar untuk dapat mengkoordinir departemen-departemen terkait dan juga 

karena memiliki anggaran yang yang lebihjelas dari Pemerintah. 

6.2 Sa!gas Bom Polri (2002-2008) dan Detasemen Khusus Anti Teror 88 

Pada awalnya penanganan born di Indonesia di awali oleh Satuan Tugas Born Potri 

yang kedudukannya langsung berada dibawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada 

Kapolri. Pembentukan Satgas ini berdasarkan Surat Keputusan KapoJri No.Pol : 

21X12002. Tujuan dari pembentukan Satgas ini yaitu melakukan penyeHdikan dan 

penyidlkan kasus~kasus terorisme di Indonesia. Penanganan terorisme oleh Satgas ini 
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meliputi penyelidikan, penyidikan, rehabilitasi dan deradikalisasi, yang berdarnpak pada 

aspek represif, preventif dan pre-emptif. 

Pesonil dari satgas ini terdiri dari petugas Po1ri mulai dari tingkat Bintara sampai 

dengan Perwira Tinggi Polri yang memiliki kompetensi tertentu di bidangnya masing-

masing. Proses seleksi anggola yang masuk yaitu berdasarkan referensi dari para senior 

atau rekan anggota Satgas Born Polri yang terlebih dahulu menjadi anggota yang 

mengenal dan mengetahui reputasi dan kemampuan dari calon yang akan direkrut 

sehingga pihak-pihak yang memberikan rekomendasi akan memberikan garansi bahwa 

personil tersebut layak dan memenuhi syarat Faktor kepercayaan rnerupakan hal utama 

daJam proses pengrekrutan tersebut (Mamoto, 2009). Dibawah ini adalah bagan bentuk 

struktur Satgas Born Polri non organik. 

Bagan 6.2 

Struktur Satgas Born Polri 

KASATGAS BOM 
WAKIL 

I Konsultan 
I 

Ka Pasko 
Ka Anev 

~ ~ ~ ~ 

I KATIM l I I KATIM II I I KATIM HI II KAiiMlV 

1 1 1 
11~~~ J I KATIM II KATIM II KATIM II KATIM II KATIMI I KATIM 

LABFOR HUMAS MlNDlK IDENT DVI GEGANA 

(Sumber: Data Dit VII ATB Bareskrim 1004 di!mtip darl Mammo, 2009) 
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Penugasan anggota pada Satgas Born Polri ini bersifut sementara (ad hoc) 

dikarenakan struktur organlsasinya yang juga non struktural dan bersifat sementara. 

Namun pada kenyataannnya, dikarenakan kasus pemboman di Indonesia terus menerus 

terjadi, maka penugasan anggota di Satgas Born Polri berjala.n terus menerus dan seakan­

akan tetap. Pada sisi lain, Satgas Born Polri ini memitiki budaya antj ~;."truktural dimana 

jenjang hirarki tidak sepenuhnya diberlakukan. Pada dasarnya seluroh anggotanya 

memilild kedudukan yang sama, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Salah 

satu norma yang muncut dikarenakan budaya ini yaitu status kepangkatan tidak 

menghalangi anggota Satgas untuk dapat berhubungan Jangsung dengan pucuk pimpinan· 

Satgas. Selain itu, ketika rapat pengambilan keputusan, keputusan yang diambil berasal 

dari bottom up dimana keputusan diambil dan dirumuskan sendiri oleh seluruh anggota, 

disepakati bersama dan dijalankan bersama (Mamoto, 2009). Faktor-faktor diatas 

membuat satgas Born Polri memiliki kelebihan dan karakteristik sendiri bila 

dibandingkan Satuan Tugas lainnya. Hal ini dikarenakan jenis penugasannya dan target 

penugasannya yang menuntut kemampuan dan kelcbihan khusus dimana para anggota 

Satgas hams menyesuaikan diri dengan penugasan tersebut (Mamoto, 2009). 

Satgas Born Polri sebagaimana yang dijelaskan diata.s bersifat ad hoc dan anti 

struktur, oleh karena itu dibutuhkan organisasi yang struktural di Polri untuk membantu 

pemberantasan terorisme. Hal inilah yang rnendasari pembentuka:n Detasemen Khusus 

88/ Anti teror yang setingkat Direktur pada bareskrim Polri dimana dipirnpin oleh 

seorang Kepala Detasemen Khusus yang berpangkat Brigadir Jenderai PolisL 

Pembentukan Det.asemen Khusus 88/ Anti Teror ini berdasarkan keputusan Kapolri No. 

Pol: kep/30Nl/2003. Densus 88 ini terdiri dari empat Sub-Detasmen yaitu: Sub-
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Detasemen lntelijen, Sub-Detasmen Penindakan, Sub-Detasemen lnvestigasi, dan Sub-

Detasemen Bantuan (Mamoto, 2009). Berikut bagan Struktur organisasi Densus 88 Anti 

Teror: 

Bagan 6.3 

Struktur Organisasi Densus 88 AT 

KADENSUS 88 AT 
WAKJLJ(ADENSUS &&AT 

I Konsultan I Ka Posko 
Ka Anev 

.!. ! ,!. .!. 
I SUBDEt-.' JNTEL I I SUBDEN l'l":NrNDAK I I SUBDEN INVESTIGASI I I SUBDEN I 

BANTUAN 

H UNIT DETJ:;KSI UNIT NEGOSJSASI UNITOLAB tKP I H l;"N!t BAN OI'S I 
UNIT JIHANDAK UNIT PEMERIKSA I 

UNITKQNTRA y UNIT BAN OPS I 
INTEL UNIT UNJTTEKNIS I 

PE.NDAHULU 
UNIT ANALIS 

UNTTPENETRASI 

(Sumber: Lampiran G Kep. Kapclri No, Pol: kep/30/Vl/1003 diAtttip dari Mamota 2009) 

Pada awalnya dengan dibentuknya Detasemen Khusus ini maka diharapkan secara 

bertahap Satgas Born Polri akan dapat dibubarkan dan perannya diambil alih oleh 

Detasemen Khusus 88 (Mamoto~ 2009). Hal ini telah terealisasi dimana saat ini Satgas 

Bam Polri telah dibubarkan pada masa awal kepemtmpinan Kapolri Jendral Bambang 
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Hendarso Danuri. Peran deradikalisasi yang sebelumnya Ielah banyak dilakukan oleh 

Salgas Born Polri pun Ielah diambil alih oleh Densus 88. 

Selarna ini pihak kepolisian tanpa disengaja telah melakukan program 

deradikalisasi yang awalnya bertujuan untuk mengurai jarlngan pelaku tindakan 

terorisme (Zakarsib, 2009). Pendekatan soft power m1 awalnya dilakukan untuk 

kepentingan penyidikan oleh pihak kepolisian. Program deradikaiisasi yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian mengutamakan pendekatan soft power yang menjadi instrumen 

utamanya sebagai upaya kontra-terorisme. Pendekatan ini lebih humanitarian sehingga 

menciptakan suasana dimana orang atau masyarakat tersebut dapat keluar atau 

meninggalkan cara~cara teror untuk menyampaikan tuntutannya. 

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh plhak kepolisian maka ditemukan 

bahwasannya kelompok teroris merupakan kelompok sosiaJ yang eksklusif. Selain itu 

kelompok ini memiliki tingkatan sosial, hirarki, norma dan budaya. Perbedaan dalam 

tingkatan radikalisme juga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Salah satu 

kukltur dari kelompok teroris ini adalah bahwa mereka hormat kepada senioritas. 

Kelornpok sosiai dari grup terorisme ini yaitu ada yang merupakan kelompok elit 

(hardcore), ada anggota yang di bai'at yang aktif dalam operasi terorisme, kemudian ada 

supporter dimana mereka mendukung secara keuangan, tempat tinggal, rnakanan dan 

lain-lain secara aktif. Kelompok yang terakhir yaitu mereka yang bersimpati pada para 

teroris ini, orang-orang dalam kelompok ini memhantu dari segi keuangan, safehause, 

makanan dan lain-lain, namun bantoannya diberikan secara pas if (Jman Haryatna, 2008). 

Lebih Jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut 
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6.2.1 Program Deradikalisasi Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian 

Penanganan teroris dengan program deradikalisasi telah diterapkan oleh pihak 

kepolisian dalam hal ini Satuan Tugas Born Polri {Satgas Born Po1ri), yang saat itu 

dipimpin oleh Kepala Satgas Born Polri (Kasatgas Born Polri) Brigjend PoL Drs. Surya 

Dhanna. Pelaksanaan program ini mumi insiatif dari kalangan Kepolisian untuk 

merespon perintah yang datang dari PresJden Susilo Bambang Yudhoyono kepada 

Kapolri untuk meningkatkan gerakan penangkalan, pencegahan, serta pemberantasan 

berbagai kejahatan khususnya terorisme (Petrus, 2009), Bukti dari bahwa program ini 

efektif untuk merangkul peiaku terorisme adalah adanya pelaku-pelaku teror yang sadar 

dan tobat mengakui kesalahan dari tindakan terorisme yang mereka lakukan~ contohnya 

yaitu Ali lmron dan Nasir Abbas, Bahkan mereka berdua membantu pihak kepolisian 

untuk menyadarkan para peJaku-pe!aku teror yang lain agar kembali kembali ke jalan 

yang benar. 

Pendekatan yang dilakukan Satgas Born Polri ini yaitu dengan melakukan 

pendekatan hudaya (culture approach) dimana hal ini dikarenakan para petakunya 

melakukan tindakan terorisme dilatarbelakangi oleh budaya atau keyakinan keagamaan. 

Keyakinan beragama dapat disebut sebagai kebudayaan ketika kebudayaan didefinisikan 

sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, 

yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan segala isinya untuk dapat 

dimanfaatkan oleh para pelakunya untuk memenuhi kebutuhan~kebutuhan hidupnya 

sebagai rnanusia (Suparlan, 2000). 

Pada awalnya anggota Satgas berusaha memahami budaya dad para teroris 

dengan membaca dokumen-dokumen penting terbitan kelompok teroris, salah satunya 
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yaitu Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-jama'ah Al-lslamiah (PUPJl). Buku ini berisi 

tentang ideologi~ visi misi, strategi petjuangan, poia rekrutmen. peraturan organisasi yang 

berisi iarangan-kewajiban,~keharusan anggota dan pirnpinan. bai'at, tahapan-tahapan 

perjuangan dan ia.in sebagainya (Marnoto, 2009). Disamping mempelajari dari buku-buku 

rnengenai budaya mereka, maka Satgas Born juga mengetahu karakteristik para teroris ini 

meJalui pengalaman memeriksa dan menginterograsi para tersangka, berdiskusi dengan 

para pelak;u terorisme yang telah bersikap kooperatif, dan salama meng!kuti jaJannya 

persidangan (Mamoto, 2009). 

Berdasarkan wawancara dengan Surya Dhanna {W awancara 25 September 2009), 

sebagai inisiator awal dari program deradikalsiasi di kepoHsian. Beliau mengatakan 

babwa pendekatan yang dilakuka.n yaitu dengan pendekatan personal approach dimana 

be!iau tidak menempatkan diri sebgai introgrator atau penyidik namun sebagai sesama 

manusia kelika melakukan pendekatan kepada para teroris ini. 

Sebagai contoh, Surya Dharma mengatakan; 

"Ketika saya mcndekati ldris (salah satu pe/aku teror), .'taya mengajak 
diskusi dan ngobro/ hermalam~malam denga:n Idris, dengan tidak 
menempatkan diri sebagai introgrator, dicatat obrolannya mengapa, apa 
mereka begini, soya lepaskan simbol-simbol kekuasaan yang saya 
miliki ... kila duduk sama, ngobrol sama, ketawa sama, minum sama, 
makan sama,, jadikan sa:,va bag;an dari mereka sebagai orang yang 
masuk dalam lingkungan yang baru.,, sehingga terbangun relationship 
kemudian terbangun trust,, mvalnya mereka curiga akan mis; yang 
dibawa oleh Surya Dharma namun pelan-pelan disampaikan pada mereka 
bahwa misi yang dibawa oleh Surya Dharma tidak ada hubungan dengan 
ideologi yang mereka anut sampai hari ini,, karena jika bicara ideologi 
malw begitulah gagalnya sekarang deradikalisasi yang mau dibangun 
oleh pemerintah,, " 

Menurut beliau dengan melepaskan simbol-simbol kekuasaan tersebut maka 

dengan otomatis juga menghllangkan sifat pongah dan sombong dikarenakan adanya 
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kekuasaan yang ia pegang tersebut. Dengan melakukan hal tesebut ia membuat para 

teroris merasa sederajat dengan dirinya. Beliau juga mengungkapkan bahwa ia 

menjadikan dirlnya sebgai orang yang masuk dalam lingkaran yang haru sehingga 

terbangun relationship kemudian baru terbangun kepercayaan dari mereka. 

Surya Dharma mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka curiga akan rnisi 

yang dibawa olehnya namun secara periahan disampaikan kepada mereka bahwa misi 

yang dibawa oleh Surya Dharma itu tidak berhubungan dengan ideologi yang mereka 

anut hingga sekarang. Hal itu dikarenakan jika berbicara ideologi pada mereka meka 

akan timbul resistensi dari mereka. Sebagai contoh yaitu pendekatan yang dilakukan 

terhadap Rais dan Idrls yaitu pelaku born Marlot dan horn Bali yang saat ini teiah bebas. 

Rais dan Idris berasal dari Sumatera Barat (Padang) maka Surya Dharma yang kebetulan 

mampu berbahasa Padang melakukan pendekatan terhadap Idris dengan bahasa Padang. 

Dari pendekatan interpersonal tersebut maka diketahui bahwa Idris lni memiHki 

kerinduan untuk dapat berternu dcngan orang tuanya. Maka Surya Dharma pun berusaha 

untuk dapat memfasilitasi ldris untuk dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. 

Permintaan yang sama juga diungkapkan oleh Rais dimana dia meminta roJong 

pada Sucya Dharma untuk dapa.t berjumpa dengan ibunya. Maka dijemputlah ibunya dari 

daerah di pelosok Pekan Baru ke Jakarta. lbu Rais yang sudah tua tersebut diperlakukan 

oleh Surya Dharma sebagai keluarga sendiri dimana Surya Dharma juga menyertakan 

istrlnya untuk menyamhut ibunya Rais tersebut. Di lain waktu juga Rais yang telah 

banyak membantu pihak kepolisian, mengungkapkan keinginannya untuk dapat bertemu 

dengan istrl yang sedang hamil di Pekan Baru, Surya Dharma menyetujui dan membuka 

tiga kamar di hotel, dua kamar untuk Rais dan keluarganya. Menurut beberapa orang hal 
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tersebut cukup berbahaya namun Surya Dharma meyakini sekejam-kejamnya pelaku 

teror tersebut, mereka rnasih memiHki hati nurani. Apabila kita memberinya pertolongan 

dengan niat yang bersih dan tutus dengan mempertemukan dia dengan istri, anak dan 

orang tuanya maka pelaku teroris tersebutjuga akan tersentuh hatinya. 

Contoh berikutnya yaitu ketika kepolisian menangkap Amtan yang merupakan 

anggota Al·qaida. Para anggota kepolisian yang menangkap mengatakan bahwa tidak ada 

yang dapat dikembangkan dari kasus Amran. Maka anggota tersebut menyerahkan kasus 

tersebut unluk dapat ditangani langsung oleh Surya. Karena hal itu Surya Dharma 

langsung berangkat menuju Jogyakarta untuk dapat menemui Amran . Saat bertemu 

dengan Amran, Surya Dhanna menceritakan "'pada saat ketemu amran dia lwndi.si 

terborgol, saya perintahkan tuk lcpas borgolnya dan saya ajak malum bersama" dalam 

perjalanan sampai di jakarta pun dia tidak saya borgol lagi, samJX1i islrinya kemudian 

dfdatangkan dan ditaro dipolda metro,, saapai suatu saat amran bertanya pada saya,. 

saya pak begitu kenai bapak saya sudah tau nama hapak dr ikhwan~ikhwan,, tapi saya 

heran pak, begtu ketemu bapak, saya tidak ada niat untuk lari,, terus soya merasa saya 

harus ikut bersama bapak,, ada apa pak,, ??? saya bilang ngak ada., hati saya bersfh,., 

kamu bukan musuh saya, kamu adaiah musuh negara karena rna melanggar undang­

undang negara,, ". Akibat pendekatan yang persuasif tersebut Amran mau bersikap 

kooperatif dengan pihak kepolisian. 

Menurut Surya Dharma pendekatan-pendekatan seperti ini sangatlah ritual dan 

humanis sehingga trust mereka pada Surya Dharma dapat terbangun dan terbukli efektif 

untuk dapat membuat mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian sehingga pihak 

kepol!sian dapat mengurai jaring-jaring terorisme. Apa yang dilakukan Surya Dharma 
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adalah hal yang saderhana tapi dimulai dengan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan, 

dengan tidak membawa misi apapun, misinya adalah adalah agama dan warganegara. 

Selain itu Surya berusaha melakukan pendekatan soft approach kepada para teroris ini 

secara total dan bukan semata-mata untuk jabata.n. Surya melakukannya sebagai seorang 

muslim dengan niat untuk amal ibadah. 

Menurut pendapat Surya program deradikalisasi ini jika diiakukan oleh institusi 

cenderong sulit untuk berhasit Dikarenakan ketidakyakinan perihal kemampuan institusi 

dala.m melakukan deradikalisasi ini. Ketika. Menkopo1hukkam membentuk tim panitia 

deradlkalsiasi ini, Surya Dharma tidak pernah mau datang untuk mengikuti rapat. Hal 

tersebut dikarenakan dia mengetahui bahwa program yang hendak dibuat oleh pemerintah 

tersebut adalah program yang dihuat sesuai dengan keingimm pemerintah, Namun tidak 

pemah didiskusikan dengan para tersangka teroris yaitu rnereka yang akan diprogram dan 

didiagnosa. 

Surya Dharma menambahkan, pemerintah memiliki target untuk merubah para 

teroris ini dengan program deradikalisasi namun di sisi yang lain pemerintah memiliki 

culture yaitu birokrasi, target, sesuai anggaran. Dimana aspek~aspek tersebut dibuat 

sesuai porsi mereka, sehingga mereka melihat deradikalisasi sebagai obat rnengatasi 

terorisme. Dengan melakukan hal tersebut Pemerintah sudah membangun stigma bahwa 

para teroris sepenuhnya salah dan pemerintah sepenulmya benar. Dengan melakukan hal 

tersebut maka otomatis Pemerintah membuat barikade tembok besar dengan para 

tersangka teroris ini. Hal ini juga yang mendasari Surya Dharma ketika mengaliadap 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menawarkan Surya Dharma posisi untuk 

program deradikalisasi ini, namun ditolak oleh karena ia tidak yakin dengan tawaran 
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tersebut. Dijela.skan alasan penolakan karena jika seandainya ia menjadi ketua program 

deradikalisasi dan ada aoggota program tersebut yang memiliki kultur pemerintah dimana 

anggot.a itu memiliki simbol-simbol dan aturan-aturan yang dipakai untuk memisahkan 

diri dengan orang lain, Maka hisa diprediksi akan sulit untuk bisa mendekati para 

tersangka teroris, Hal itu dikarenakan selama ini para tersa.ngka tersebut didekati oleh 

Surya Dharma dengan pendekatan soft approach dan egaliter dimana ia meninggalkan 

simbol-simboi kekuasaannya. 

Dalam catatan polisi, ada lebih dari 430 orang yang ditangkap karena dituding 

terlibat teror. Separuh di antaranya sudah bebas dari penjara. Pada masa Detasemen 

Khusus 88 dipimpin Surya Dharma. Program deradikalisasi atas para eks narapidana teror 

gencar dilakukan. Saat itu pihak kepoiisan telah memulai usaha mengatasi terorisme 

dengan membina hubungan personal dengan para tahanan teroris dan membantu secara 

seiektif kebutuhan finansial mereka, namun usaha deradikalisasi ini tldak sepenuhnya 

berjalan secara maksimaL Hal ini terjadi dikarenakan da!am Undang-Undang 

pendukungnya Polisi hanya mengatasi "Kejahatan" teroris. dan tidak menyelesaikan 

masalah terorisme secara komprehensif 

6.2.2 Harapan Program Deradikalisasi yang Ideal Pada Masa Depan 

Menurut Surya Dhanna. konsep deradikaiisasi yang ideal untuk. diterapkan di 

indonesia yaitu dengan memadukan konsep-konsep deradikalisasi di negara-negara lain 

yaitu konsep deradikalisasi Mesir yang menggunakar1 para eks ketua kelompok teroris, 

digabung dengan konsep Slngapura yang mengedepankan kelompok civil society yang 

berperan dalam proses deradikalisasi dan juga konsep Arab Saudi dengan dukungan dana 

yang tidak terbatas untuk program deradikalisasi. 
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Selain itu menurut Surya Dharma. para tersangka teroris tersebut taat dan patuh 

hanya pada tokoh-tokoh yang dihormatinya, untuk Indonesia sendiri yang mau didengar 

oleh mereka yairu Ustad Abu Bakar Ba'asyir dan Abu Rusdan yang merupakan Chief 

Executive Officer dad Jamaah Islamiah. Selain itu pemerintah juga jika hendak 

rneiakuk:an program deradikalisasi inl hendaknya memulai dari titik yang sama, dengan 

mencari persamaan-persamaan dan meninggalkan perbedaan. Surya Dharma juga 

mengungkapkan Jebih baikjika program deradikalisasi ini dengan mengedapankan peran 

rnasyarakat seperti halnya yang telah dilakukan di Singapura. 

Menurutnya Pemerintah juga hendaknya membuat badan untuk deradikalisasi 

yang dirnana dlberikan pelatihan para pengurusnya dan didanai sepenuhnya oleh 

pemerintah, Badan ini hendaknya beranggotakan orang-orang pilihan dari masyarakat 

yang memiflki niat tulus~ kompetensi dan integritas untuk dapat melaksanakan program 

deradikalisasi. Berdasarkan pengamatan Surya Dharma para teroris ini selama ini tidak 

begitu peduli dan memperhatika.n masalah sosial yang real dihadapan mereka. Selain itu 

mereka juga tidak begitu mernperhatikan kebutuhan pribadi mereka seperti keadaan 

rnereka yang umumnya rumahnya kontrakan, kerja yang tidak jelas1 anak tidak sekolah 

dan masalah lainnya, Maka bisa digiring pikiran mereka kepada masalah yang real 

tersebut Namun untuk dapat mengarahkan mereka kepada kebutuhan mereka dan 

keluarganya saat ini, sebelumnya kita harus terlebih dahulu dapat membangun trust 

mereka terhadap kita, Dimana selain membutuhkan waktu, prosesnya juga tidak mudah. 

Hanya orang-orang yang bernlat tulus untuk melakukan program deradikalisasi yang 

dapat menyentuh hati para tersangka teroris ini. 
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6. 3 Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

Indonesia merupakan negara dengan jumiah narapidana teroris yang cukup besar, 

kin! tak kurang dari I SO narapidana teroris menghuni Iembaga pemasyarakatan (La pas) 

yang tersebar di seluruh Indonesia; dari Japas Cipinang samp.ai Japas Nusakambangan, 

dari lapas Semarang sampai lapas Makassar. Narapidana ini dipenjara karena keterlibatan 

mereka dalam kasus pemboman sejak tahun 2002 sampai 2005, Penangkapan demi 

penangkapan tersangka teroris ini membuat tapas harus siap menerima mereka kapanpun 

mereka dijatuhi hukuman kurungan penjara. 

Selama ini penjara terbukti tidak membuat beberapa peiaku terorisme untuk 

bertobat dan sadar. Hal ini terbuktikan dengan terlibatnya kembati beberapa eks-napi 

dalam tindakan terorisme, sebagai contoh yaitu Budi Pranoto alias Urwah dimana ia 

sempat di penjara selama tiga setengah tahun dikarenakan terlibat dalam 

menyembunyiknn Noordin M Top dan Dr. Azhari. Sampai akhimya dia di lepas pada 

tahun 2007, dan kemudian ternyata teriibat lagi da[am pengebornan JW Mariott dan Ritz­

Carlton. Urwah ini pada akhirnya ikut tewas ditembak bersama dengan atasannya 

Noordin M Top pada penggrebekan terkini di Solo pada 16 September 2009 lalu(). 

Contoh lain yaitu Air Setiyawan yang mana ia merupakan salah .seorang yang diduga 

terlibat dalam pengeboman JW Marion dan Ritz--Carlton juga. SebeJumnya ia sempat 

ditangkap pihak kepolisian pada talmo 2004 karena dtduga terlibat dalam pemboman 

kedubes Australia. Namun ia di1epaskan kembali oleh polisi dikarenakan bukti~bukti 

secara material kurang sehingga tidak dapal dilanjutkan ke pengadilan. Air sendiri pada 

akhirnya tewas ditembak polisi pada penggrebekan di Jati Asih Bekasi. 
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6.3. 1 Program Derndikatisasi vang Dilakukan 

Dalam penanganan tahanan terorisme, pihak Direktotat Jendral Pemasyarakatan 

memang telab rnemiliki Prosedur Tetap (Protap) narapidana meski masih bersifat umum. 

Prosedur tetap pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan berdasarkan keputusan Direktur 

Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 tahun 2001 yang lelah cukup lengkap 

walaupun belum cukup jelas dalam pengaturan napi terorisme, Napi terorisme ini 

dikJasi fikasikan sebagi narapidana resiko tinggi dimana termasuk didalam kelompok ini 

yaitu napi narkoba dan psikotropik~ mereka yang menerima hukuman diatas lO tahun, 

kasus korupsi dan pembakaran liar serta kasus perdagangan manusia dan kejahatan lintas 

Selama ini penanganan para pelaku terorisme tidak berbeda dengan penahanan 

para pelaku tindak pidana lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Haviluddin, bahwasannya selama ini penanganan pelaku 

tindak pidana terorisme sudah cukup baik hal ini terbukti dengan tidak pernahnya mereka 

melakukan kekacauan selama berada di LP. Selain itu pengawasannya juga dilakukan 

sebagaimana layaknya pengawasan yang dilakukan kepada para napi resJko tinggi 

dirnana para petugas lapas lebih ketat dalam mengawasi mereka. Prosedurnya yaitu 

ketika para napi teroris masuk ke dalam LP maka akan ada petugas LP yang bertugas 

untuk mengawasi tahanan teroris tersebut (Wawancara, 5 Oktoberj 2009). 

Pendekatan yang dilakukan oleh petugas LP selama ini dikatakan oleh Haviluddin 

sudah cukup efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku 

tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan dengan membiarkan para pelaku terorisme 

bersosialisasi dengan napi lain sehingga tidak ada diskriminasi dengan para napi lainnya. 
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Pendekatan yang dilakukan petugas lapas yaitu dengan persuasif dimana petugas LP 

berusaha memahami keada.an mereka dan tidak memberikan justifikasi akan tindakan 

mereka sehingga para petugas iapas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa 

kecurigaan dati mereka. Plhak LP cipinang juga telah hekerjasama dengan pihak depag, 

dimana pihak depag memasukkan dai-dai dalam cermah jum'at dan pengajian·pengajian 

rutin di LP Cipinang. 

Mengenai adanya para pelaku tindak pidana terorisme yang keluar dari LP namun masih 

kambuh kembali bergabung dengan para pelaku tinda.k pidana terorisrne, maka 

Haviluddin mengungkapkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab akan pengawasan 

para eks tahanan teroris tersebut. Hal ini bukan kewenangan mereka lagi dalam 

mengawasi para pelaku terorisme tersebut. Yang jelas mereka sudah berusaha secara 

maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tahanan teroris 

tersebut selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

63.2. Harapan Program Deradikalisnsi di Masa Depan 

Menurut kepala Lemhaga Pemasyarakatan Cipinang ini. sistem yang berlangsung 

di LP Cipinang saat ini sudah sangat baik dalarn pembinaan dan pengawasan para 

tahanan terorisme. Oleh karena itu tidak perlu ada perubahan-perubahan dalam sistem 

pernbinaan dan pengawasan dalam Lernbaga Pernasyarakatan ini. Jikapun ada perubahan, 

tebib balk jika dana pernbinaan dan pengawasan berikut infrastrukturnya ditingkatkan 

agar sistern yang beljalan saat ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Peran serta 

departernen-departemen terkait sebaiknya ditingkatkan, seperti Departemen Sosial, agar 

pasca lepasnya para tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan para narapidana teroris 

tersebut dapat mcmperoleh pekerjaan dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. 
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Proses pengintegrasian iniiah yang per1u difasiiitasi oieh pemerintah. Haviluddin juga 

setuju apabila ada badan khusus yang mengkoordinir program deradikalisasi ini. namun 

lebih baik jika departemen-departemen yang ada saat ini lebih ditingkatkan lagi 

efektifitasnya. Hal ini dikarenakan, jika membentuk badan baru~ dengan orangw.Orang 

lama dari departemen-departemen pemerintah. hanya akan menambah heban biaya 

negara dan tidak dapat bekerja secara maksimal juga. 

6. 4 Departemen Agama 

Departemen Agama khususnya dari, Direktorat Bimbingan Masyarakat, telah 

melakukan upaya~upaya deradikatisasi di Indonesia. Menurut Dirjen Bimas Islam1 yaitu 

Prof. Dr.H. Nasaruddin Umar, MA, pihak Depag telah bekerjasama dengan berbagai 

pihak seperti pihak kepolisian1 menkopolhukarn dan jaringan-jaringan intemasional untuk 

melakukan deradikalisasi. Menurutnya, deradikalisasi adalah merupakan suatu hal yang 

sangat penting, bagairnana membuat kelompok grassrao! musiim dan tokoh-tokoh 

muslim di Indonesia terSebut tidak sependapat dengan kelompok teroris. Dcradikalisas1 

yang dilakukan oleh Depag yaitu dart ditujukan kepada masyarakat luas dan juga kepada 

para teroris di penjara. 

6.4.1 Program DeradikaHsasi yang Dilakukan 

Sepaham dengan Ansyaad Mbai, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar 

mengungkapkan bahwa derarlikalisasi memlliki spektrum yang luas dan akan saling 

berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, 

bahkan terkait dengan kerja sama internasional (Wawancara 15 Oktober 2009). Beranjak 

dari pengertian tersebut Dirjen Btmbingan Masyarakat Islam telah melakukan beberapa 

langkah-Iangkah untuk deradikalisasi, salaha satunya yaitu yang dilakukan oleh Dirjen 
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Simas Islam Nasaruddin Umar dengan menulis buku tentang "DeradikaHsasi1 

pernaharnan AI-Quran dan Hadist" yang diterbitkan oleh Rahrnat Sernesta Center 

(Lembaga Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosial dan Dakwah). Dimana 

penulisan buku Jni bertujuan mengcounter buku-buku radikal yang banyak beredar luas di 

masyarakat. Menurut Na.saruddin banyak buku-buku yang ditulis oleh kalangan radikal 

dlmana mereka memotong ayat, yang ada 12 ayat di Alquran yang jika dipenggal 

sembarangan maka berpotensi dapat memhangkitan radikalisasi di masyarakat. Maka 

buku ini bertujuan mengklarifikasi dan mengcounter dengan menggunakan pemahaman 

AJquran dan Hadist yang menyeluruh sehingga pemahaman akan ayat-ayat tersebut tidak 

sepotong-sepotong. Karena itu dalam buku ini ia mengklarifikasi bahwa ayat tersebut 

tidak dapat menjadi dasar dari tindakan terorisme dikarenakan ada asbabul nuzulnya 

(sebab musabab turunnya ayat) dan ada munasabah (hikmah) ayatnya. yang karena. itu 

dijelaskan dalam huku tentang deradikalisasi yang ditulis oleh Nasarudin ini. 

Selain itu pihak Depag juga sudah masuk ke pondok~pondok pesantren untuk 

melakukan workshop dan bertemu den gao para kyai, ustad, guru dan pimpinan~pimpinan 

pondok pesantren bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang damai toleran dan 

Islam yang menghargai hak asasi manusia. Maka hal tersebut juga yang mendorong 

Dirjen Bimas Islam untuk melakukan deradikalisasi pemahaman AI-Quran dan Hadist. 

Maka menurutnya, buku ini perlu untuk disosialisakan ke masyarakat kita khususnya 

penganut !slam agar jangan menggunakan ayat-ayat untuk menyerang orang lain. 

Pendckatan juga dilakukan kepada para teroris di penjara, rnaka sebagai oontoh 

pada pendeka.tan ke penjara, Dirjen bimas Islam telah beberapa kali bertemu terpidana 

mati AmrozJ dimana pada awalnya dia sangat resistence terhadap orang yang hendak 
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mengajak dia bicara tentang Islam" Karena dia menganggap diluar golongannya adalah 

kafir atau musuh lsJam karena tunduk pada hukum-bukum sekuler. Tetapi setelah 

Nassarudin berusaha mendekati dia dan melakukan sentuhan-sentuhan emosional 

temyata akhirnya dapat juga dapat berdialog. Maka menurut Nassaruddin metode 

diaiogis yang persuasif dengan kelompok radikal ini rnerupakan suatu hal yang penting. 

Da1am dialog itu dirjen bimas Islam menggunakan pendekatan dengan mencoba 

memasuki pintu-pintu yang berbeda-beda agar dapat masuk ke mereka. 

Ditarnbahkan oleh Nasaruddin. pihak Depag juga masuk ke penjara yaitu para 

penyuluh-penyuluh profesiooal yang masuk untuk memberikan dakwah tennasuk kepada 

para tahanan-tahanan di penjara termasuk kepada para teroris ini. Pihak Depag juga 

terkadang mengadakan program tiiawatil Al-Quran antara napi, ada pertandingan 

pengkaderan mubalig, dan banyak penglchotbah-pengkhotbah itu berasal dari napi yang 

telah tobat dengan mengungkapkan penyesalannya. Pada awatnya pihak Depag dito!ak 

tapi ternyata setelah research mendalam dengan mengadakan dialog kepada mereka 

temyata efektif dalam melakukan pendekatan pada kelompok teroris ini. Hal ini terbukti 

yang djpenjara tidak lagi melakukan 1-agi tindakan teroris, kecuali pimpinan terorisnya 

yang telah diternbak. 

Menurut Nasarrudin Umar, banyak sekali kelompok-kelompok radlkal yang btsa 

di dekati rnelalui pendekatan kemanusiaan. Dad pendekatan tersebut dapat diketahui 

sebab musabab mereka terHbat terorisme yang mungkin dikarenakan mereka itu 

tersingkirkan dari anggota keluarganya, mereka selalu ditolak kerja1 mereka sehari-hari 

menga!ami kepahitan kehidupan. Oleh karena itu bidang garapan mereka itu harus 

digarap oieh ormas Islam dan Pemerintah. DJrjen Bimas Islam selama ini telah bekerja 
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menggarnp apa yang menjadi garapan dati kelompok-kelompok radikal rersebut, seperti 

masa!ah simhol-simbol syariah. Dirjen mengatakan pada kelompok radikal bahwa lebih 

jauh banyak yang kita hasilkan jika kita melakukan pendekatan kooperatif dibandingkan 

pendekatan konflik. Kemanfaatannya yaitu bahwa kelompok radika[ akan kehilangan isu 

karena isu suda.h digarap oleh pihak Pemerintah dan Onnas Js~arn. Hal ini jauh lebih 

efektif dan bemnmfaat daripada tindakan terorisme yang dilakukan kelornpok radikal 

yang mana hanya menimbuJkan kebencian masyarakat yang mendalam terhadap 

tindakan terorisme mereka. 

6.4.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan 

Nasaruddin sependapat deugan Ansyaad Mbai bahwa program deradikalisasi 

memang idealnya dilakukan dibawah koordinasi pihak Depag namun permasalahannya 

saat ini tidak dapat berjalan karena pihak Depag sendiri tidak memiliki anggaran dari 

pemerintah. Dan juga pihak Departemen Agama tidak hisa mel.akukanfimd riSing karena 

nanti akan timbul permasalahan dalam pertanggungjawahan keuangan. Pihak dirjen 

blmas Islam telah mungusulkan meminta a1okasi anggaran deradikalisasi ini namun 

belum ada tindak lanjutnya. Di lain sisi, pihak Dirjen Bimas Islam juga terus berusaha 

mempush agar program deradikallsasi ini dapat mendapat perhatian khusus dari 

Pemerintah. Dirjen Bimas islam juga telah berusaha masuk melalui jalur pendidlkan 

fonnal termasuk didalamnya ke kalangan ponpes, UIN jakarta dan pengajian-pengajian. 

Agar tidak ada sedikitipun celah kurikulum pendidikan tersebut yang dapat memunculkan 

pemikiran-pemikiran radikal 

Maka untuk mengatasi ini Nasaruddin me,akukan inisiatif untuk membentuk The 

Nusa Institute yang fokus untuk survei~ penelltian mapping tempat-tempat radikalisme di 
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Indonesia. Namun perjalanan LSM ini juga terseok-seok karena dikhawatirkan menjadi 

sasaran dari kelompok-kelompok teroris itu. Di LSM ini Nasarudin memghimpun ternan­

ternan dari luar negeri dari Mesir, Amerika, dan membuat model-model pelatihan. LSM 

ini juga melakukan workshop di ponpes dimana dana kegiatannya dengan meminta 

bantuan dana dari luar. Karena kyai dan tokoh agama yang dikumpulkan di suatu tern pat 

itu butuh transportasi akomodasi dan juga penceramah dari jakarta yang juga butuh cost. 

Karena pihak depag sendiri tidak puny a anggaran untuk deradikalisasi ini. LSM ini juga 

mengkoleksi film-film kekejaman teroris itu yang kemudian diputar ke pesantren­

pesantren untuk menunjukkan kekejaman teroris ini dalam membunuh dan meledakan 

orang-orang yang tidak berdosa. Respon kyai-kyai di pondok pesantren sangatlah positif 

dan bahkan mengatakan bahwa hal tersebut bukan islam dan mengecam tindakan 

tersebut. 

6. 5 Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) 

Saat ini LSM yang memiliki inisiatif melakukan program deradikalisasi terhadap 

para teroris di Indonesia adalah Yayasan prasasti Perdamaian (International Institute of 

Peacebuilding). Yayasan ini adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang 

penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang kajian perdamaian dan penyelesaian 

konflik. Yayasan Prasasti Perdamaian juga melakukan pendampingan dalam proses 

rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap pelaku/aktor-aktor dalam suatu konflik. Yayasan ini 

didirikan pada awal tahun 2008 oleh Noor Huda Ismail (peneliti dan anal is terorisme dan 

isu-isu konflik di Asia Tenggara) , Martin Manurung (aktivis dan pemikir sosial 

demokrat di Indonesia), Putut Wijanarko (Oirektur Mizan,) dan Sarlito Wirawan 
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Sarwono (peneliti dan psikolog Ul). Menariknya pimpinan yayasan ini yaitu Noor Huda 

lsmaU adalah merupakan alumnus pondok pesantren Ngrukl, Solo, Jawa Tengah. 

Sebagaimana masyarakat umum ketahui bahwa Pesantren Ngruki yang dipimpin oleh 

Abu Bakar Baasyir ini adala.h pesantren yang banyak menelurkan narapidana terorisme. 

SeJain itu Noor Huda Ismail ini juga merupakan seorang peneliti, pengajar dan analis 

untuk isu-isu terorisme, kekerasan politik dan security di Asia Tenggara .. 

Saat ini kantor Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) masih menumpang di sebuah 

perusahann analis keamanan yang berlokasi di Jantai 10 Graha Atrium, Senen, Jakarta 

Pusat YPP Sehari-harinya ada lima orang yang aktif menjalankan kegiatan lembaga itu. 

Salah satu aktititas LSM ini yang utama adalah rnernbantu bekas narapidana kasus 

terorisme untuk kemball ke masyarakat. 

6.5.1. Program Deradikalisasi yang DiJakukan 

Yayasan Prasasti Perdamaian dalarn meiakukan pendekatan dengan para napi 

terorisme yaitu dengan pendekatan persuasif dimana mereka melakukan dialog dan 

inter.aksi yang intensif. Menurut ketua YPP, pada dasamya. dari YPP berusaha 

melakukan dialog persuasif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bahwa realitas 

di dunia tidak sesederhana yang para napi teroris tersebut bayangkan_ Dad penilaian 

Noor Huda, para napi tersebut cenderung melihat masalah secara hitam-putih yaitu 

"Hanya kami versus mereka, Islam versus non-Islam,10
• Dari dialog dan interaksi intensif, 

diharapkan pola pandang itu berubah. Sebelum didekati para napi tersebut memiliki 

pandangan bahwa mereka melakukan tindakan teroris tanpa berpikir panjang, tanpa 

kaJkulasi sosial atas dampak aksi teror mereka. 
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Sampai saat ini. Yayasan Prasasti Perdamaian banyak meiakukan pembinaan 

terhadap sepuluh mantan narapidana yang ditangani intensif. Menurut Noor Huda, proses 

pendekatan kepada para mantan napi tersebut berJangsung secara alamiah dimana para 

eks napi tersebut datang kepada pihak YPP untuk memint.a bantuan. Hal inj 

dJmungldnkan karena Noor Huda sendiri ada.lah alumnus pondok pesantren Ngruki Solo, 

Jawa Tengah dimana para eks napi tersebut kemungkinan telah mengetahui, bahkan 

mengenal Noor Huda sebelumnya. 

Menurut Taufik (Wawancara, 30 November 2009), salah satu peneliti di YPP~ 

pola penanganan para napi teroris ini adalah sederhana yaitu dengan cara membangun 

kepercayaan (trust building) dengan para napi tersebut. Dia menceritakan bagaimana saat 

dia berusaha membangun hubungan baik dengan para terpidana kasus terorisme dengan 

rutin mengunjungi mereka di penjara. Pendekatan dilakukan dengan mengajak dialog 

secara persuasif dan terkadang juga ikut melakukan aktifitas seperti olahraga dengan 

mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu topik diskusi yang sering dibicarakan 

adalah mengenai penghasilan selepas dari tahamm dan mengenai keadaan keluarga para 

napi teroris ini. Dikarenakan rutin berkunjung ke penjara maka terbangun kedekatan 

sehingga lama-lama a:khirnya terbangun kepercayaan dari para napi teroris ini. 

Dari hasil pendekatan yang dilakukan oleh YPP ditemukan bahwa kebanyakan 

dari mereka para pelaku teror ini mengalarni kesulitan dalam mencari pekerjaan selepas 

dari tahanan. Berdal)arkan pengamatan yang dilakukan, para eks napi teroris ini lebih 

cocok untuk berwira!:l-wasta dika.renakan mereka suka bekerja keras dan mudah 

meyakinkan orang lain. Oalam hal ini piha.k YPP memfasilitasi mereka untuk 

berwiraswasta yaitu dengan diberi pinjaman modal untuk membuka perkebunan, 
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membuka usaha pertukangan. petemakan, warung makan} bahkan ada yang sampai 

membuka usaha penyewaan mobil. 

Yayasan ini juga merancang sejumlab kegiatan yang bisa mempertemukan para 

eks teroris itu dengan kaum yang selama ini rnereka benci. Sebelumnya para eks napi 

teroris ini memiliki kebencian pada kelompok agama lain, orang bule bahkan muslim di 

luar kelompok mereka. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasif basilnya 

beberapa dari mereka bahkan sudab mau mengucapkan selamat hari raya kepada 

kelompok agama lain. 

Semua program yang dilakukan yayasan ini mernbutuhkan dana besar. Sejauh 

ini, semua masih d!biayai secara swadaya. Taufik mengungkapkan bahwa program 

yayasan ini masih jauh dari sempurna. Pendekatan yang dilakukan bel urn komprehensif 

dan sistematis. Selain itu, pola-pola deradikalisasi yang digunakan pun masih belurn 

efektif menyentuh mereka yang benar-benar bergaris keras. Pendekatan yang dilakukan 

YPP adalah memperlakukan rnereka sebagai sahabat, dan mendengarkan keluh-kesah 

mereka, seraya berharap para eks tahanan terorisme ini mau belajar sesuatu dari interaksi 

yang dilakukan oleh pihak YPP. Salah satu kunci untuk mendekati mereka adalahjangan 

pemah rnenantang aqidah mereka. Karena mereka akan menjadi resJsten alasannya 

adalah bahwa yang meJarang tidak pemah jihad, tetapi kok rnau melarang orang Jain 

berjihad. 

6.5.2 Harapan Program Deradikalisasi di Masa Depan 

Pihak YPP mengungkapkan bahwa sampa[ saat ini Pemerintah belum secara 

serius mau melakukan pendekatan deradikalisasi (rehabilitasi dan rekonsilidasi) menjadi 

program nyata. Pemberantasan terorisme saat ini hanya dengan penegakan hukum 
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semata, dibunuhnya para gembong teroris pada penggrebekan di beberapa tempat baru­

baru ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintah masib cenderung reaktif dan represif 

da.lam pemberantasan terorisme. Hal ini dapat menimbulkan efek negatif yaitu dendam 

dan timbulnya jaring baru terorisme. 

Menurut Taufik, pemerintah hendaknya mengedepankan dialog atau komunikasi 

intensif dengan kelompok berpaham keras ataupun dengan para mantan napi terorisme.la 

menambahkan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam penanganan setelah hukuman 

penjara karena sejarah menunjukkan bahwa jaringan saat ini bagian dari metamorfosis 

gerakan radika1 lama seperti darul lsfam masa lalu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membentuk badan yang terdiri dad tmsur pemerintah dan unsur masyarakat untuk 

melakukan program deradikalisasi ini. 

6.6 Kesamaan dan Perbcdaan Program Deradikalisasi di Instansi Pcmcrintah dan 

LSM dan harapan akan program deradikalisasi ke depan. 

Dapat dilihat pada penjelasan di atas bahwa terdapat beberapa kesaman dan 

perbedaan karakteristik program deradikalisasi yang teiah dilaksanakan oleh beberapa 

instansi dan LSM tersebut Pada umumnya pihak DKPT dan Departemen Agama (Dirjen 

Bimas Islam} lebih banyak menunjukkan program deradikalisasinya pada kalanga.n 

masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi, seminar. workshop serta penulisan buku bertujuan 

untuk mencegah rneluasnya pemaharnan radikal di masyarakat umum. Sedangkan pihak 

kepolisian terlihat telah banyak memenuhi aspek-aspek deradikalisasi, wafaupun program 

deradikalisasi yang dijalankan tersebut belum beium sepenuhnya maksimal karena 

memang bukan wewenang pihak kepolisian. 
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Pihak Dijen Pemasyarakall!n, dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan, 

memperiakukan rerorisme sama dengan para tahanan yang dimasukkan dalam golongan 

tahanan resiko tinggi. Yang mana perbedaannya dengan tabanan lainnya hanya aspek 

pengawasannya saja. Selepas narapidana lepas dari LP, pihak LP tidak ada upaya 

pengawasan dan pembinaan lagi, dikarenakan dikatakan itu bukan wewenang mereka 

lagi. Lembaga swadaya masyarakat YPP telah melakukan upaya deradikalisasi yang 

mana mereka Jebih berperan pa.:;ca narapidana bebas dari Lembaga Pemasyanlkatan, 

dimana rnantan napi tersebut diberikan bimbingan dan juga pekerjaan selepas mereka 

bebas dari LP. 

Kesamaan dari seluruh program yang dija1ankan oleh instansi-instansl pemerintah 

dan LSM tersebut yaitu bahwa dalam mendekati para pelaku terorisme, mereka 

melakukan pendekatan dengan cara dialog secara persuas.if dan kultural. Lebih jelasnya 

rangkuman tabel kesamaan dan perbedaan program deradikalisasi di sembilan negara 

tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini. 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



Tabel6.1 
Persamaan dan Perbedaau Program Deradikalisasi 

Yang Telah Dilakukan 

DKPT KePQiistan Dirjr:n Bimas 
lslam 

Inisialif dar! Pemerlntah ya tfdak ya 
Mellbatkan tokob a.@!lla ya ya ya 
Melibatkan kelompok tidak ya tidak 
m"$Yarnkat/ LSM 
Ada Dialo.o; A )!)Una tidal< lidak ya 
Ada Unsur Pendidikan ya ., ya 
Adanya Program di Penjara tidak ya ya 

' 

__ .. _ 
Pendekatan budaya dan dialog ya ya ya 
kultural 
Melibatkan Tokoh Terorisyang ya ya tidak 
Telah Tobal 
Melibatkan Psikoto tidak va tidak 
Bimbingan dan pengawasau tldak ya tidak 
setelah bebas 
Mencarikan kerja atau t!dak )'11 tidak 
oendidikan selepas bebas 
Bantuan untuk kelunrf!a tidak va tidak 
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Dirjen ypp 
Pe n 

ya Udak 
ya tidak 

tirlak ya 

yo tidak 
tidak ya 

ya tidak .. __ 
ya ya 

tidak ya 

tidak tidak 
tidak ya 

t!dak ya 

tidak tidak 

Pada sisi lain dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber 

yang berperan dalam deradikalisasi di instansiMinstansi pemerintah dan LSM. muncu1 

harapan~harapan akan program deradikalisasi yang ideal untuk diterapkan di rnasa depan. 

Beberapa kesamaan harapan dari mereka aka.n program deradikalisasi kedepannya yaitu 

bahwa program deradikalisasi ini harus merupakan inisiatif dari pemerintah, program 

deradikalisasi me!ibatkan tokoh agama, ada unsur pendidikan, ada program rehabilitasi di 

penjara, pendekatan yang dilakukan yaitu dialog persuasif dan kultural. meiibatkan 

psikolog, mencarikan kerja atau pendidikan selepas bebas dar! LP1 dan bantuan untuk 

keluarga narapidana. 

Ansyaad Mbai, Surya Dharma1 dan pihak YPP sepakat bahwa pendekatan 

deradikalisasi kedepannya perlu melibatkan tol<oh-tokoh teroris yang telah tobat) 

dikarenakan mantan teroris tersebut dapat menarik kader teroris lainnya untuk menyadari 

kesa1ahan perbuatan mereka. Selain itu Surya Dharma dan pihak YPP Huda juga 
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sepaham bahwa tidak perJu ada pendekatan dialogis rnengenai pernahaman aqidah 

mereka, hal ini dikarenakan akan terjadi resistensi dari mereka jika aqidah agama mereka 

digangsu gugat. Lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan akru! harapan 

program deradikalisasi kedepannya dari narasurnber-narasumber tersebut, dapat dilihat 

peda tabel6.2 di bawah ini. 

Tabel6. 2 
Persamaan dan Perbl!daan lfarnpan Program Deradikalisasi 

Di i\fasa Dcpan 

Ketua Surya Dharma Dirjen Bimas 
DKPT Islam 

!nisiatif dari Pemerimah ya •• ya 
Melibatkan tokoh aganul ya yo ya 
Melib.atkan kelompok masyarakat/ ya ya ya 
LSM 
Ada Dialog Agama ya tidak - ya 
Ada Unsur Pendidikan ya YO ya 
Adanya Program di Pcnjara ya ya ya 

- ·---· 
Pendekalan budaya dan dialog ya ya ya 
kultural 
Melibatkan Tokoh Tcroris yang ya ya lidak 
Telah Tobat 
Melibatkan PslkoloJ!. " va va 
Bimblngan dan pengawasan Y' ,~ ya 
sctclah bebas -····-Mencarlkan kerja atau pendidikan ,, ya Y' 
~lepas bebas 
Bantuan untuk keluarga ya ya ya 
narapidana 

Kcpa\a LP 
CiPinang 

ya 
ya 

tidak 

va 
ya 
ya 

ya 

tidak 

va 
ya 

ya 

ya 
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Setelah terjadinya pengebornan di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton wacana 

tentang deradikalisasi kembali mengemuka dikalangan akademisi, aktivis LSM dan 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa terdapat beberapa pelaku 

pemboman yang temyata pemah ditahan pihak berwajjb yang kemudian mereka 

dilepaskan. Hal tersebut menunjukkan kegagalan Pemerintah Indonesia dalam melakukan 

penga\\rasan dan p€mbinaan kepada eks tahanan terorisme di Indonesia. 

Kritik ditujukan kepada beberapa pihak seperti pihak kepolisian, plhak dirjen 

pemasyarakatan dan instirusi Pemerintah 1ainnya. Dikatakan bahwa Pemerintah pada saat 

ini dikatakan kurang begitu serius dalam mela.kukan deradikalisasi terhadap para pelaku 

terorisme ini. Pada bah ini berusaha menjelaskan dan mengajukan program deradikalisasi 

terhaik yang dapat diterapkan di negara Indonesia. Dimana akan berusaha memberikan 

gambaran juga aktor-aktor yang hendaknya menangani rnasalah deradikalisasi ini dan 

juga program deradikalisasi yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. 

7. 1 Aktor Program Deradikalisasi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab awal sebelumnya bahwa tidak ada 

institusi khusus yang secata nasional mengkoordinasi program deradikalisasi di 

Indonesia. Selama ini pelaksanaan deradikalisasi yang terbilang sukses dan diakui oieh 

dunia intemasional adalah program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh kepoHsiau 

dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang mana menggunakan teroris yang tobat untuk 
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mempengaruhi pelaku teror lainnya agar berhenti menggunakan jalan kekerasan di 

Indonesia. Pada sisi lain, pihak DKPT banya melakukan deradikalisasi da1am spektrum 

yang luas, mereka tidak fokus pada kelompnk teroris sebagaimana yang diJakukan oleb 

pihak kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari peranan DKPT yang sebenamya hanya 

berperan sebagai pusat informasi dari kebijaksanaan berkaitan dengan terorisme. 

Keterbatasan anggaran juga rnenjadi alasan tidak dapat dilaksanakannya program 

deradikalisasi secara komprehensif. 

Hal ini pun terjadi pada pihak Departemen Agarna melalui Dirjen Bimas Islam 

yang hanya melakukan program deradikaiisasi secara umum dan tidak fokus kepada 

pihak pelaku terorisme, program pengiriman utusan Depag ke LP pun dilakukan seperti 

halnya pada tahanan-ta:hanan lainnya. Pihak Depag tampaknya tidak memiliki program 

khusus untuk deradikalisasl ini, hal ini dikarenak:an oleh keterbatasan biaya. Pihak Dirjen 

Pemasyara.katan juga hanya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pihak teroris 

selama di penjara, kambuhnya beberapa tahanan teroris membuktikan pembinaan dan 

pengawasan yang dilaksanakan tidak begitu berhasil. 

Ide mengubah Desk Anti Teror menjadi badan khusus yang juga menangani isu 

pencegahan dan pemberantasan terorisme telah mengemukan kembali pada acara 

National Summit 2009 yang digagas oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu kemajuan 

yang sangat berarti mengingat ide ini sebenarnya sudah digaungkan sejak tabun 2004. 

Menkopolhukkam Djoko Suyanto menerangkan bahwa badan ini rencananya akan 

melibatkan instansi dan departemen pemerintah terkait, juga akan melibatkan berbagai 

Pembentukan bad an khusus terkait upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme tadi, 
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merupakan salah satu rekomendasi yang dike1uarkan Komisi V National Summit 2009, 

Sidang Komjsi Bidang Poihukam~ yang memang membahas kedua isu tersebut. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers pada media massa 

(5/ll/2009)) juga mempertegas perhatian pemerintab terhadap penanggulangan terorisrne 

yang menjadi program ketiga dalam 100 hari pemerintahan Presiden SBY dimana salah 

satu program kerjanya adalah peningkatan dan kapasitas dan kemampuan dari Desk 

Khusus penanggu)angan terorisme menjadi badan guna menanggulangi dan menangkal 

terorisme. Menurut Presiden SBY , penanggulangan teroris tidak hanya mengedepankan 

segi penindakan misalkan militer, intelijen dan sejenisnya. Namun, kata SBY, harus 

rnasuk wilayah pencegahan dan penangkalan dimana membutuhkan partisipasi aktif dari 

tokoh, pemuka masyarakat dan pihak terkait menjadi bagian dari upaya besa.r pencegahan 

dan penangkalan teroris. Diharapkan dengan akan ditingkatkannya DKPT rnenjadi badan 

maka dapat secara maksimal melakukan rnenanggulangi dan menangkal terorisme untuk 

melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat. 

Badan yang direncanakan untuk dibangun oleh Pemerintah tersebut adatah Badan 

Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) yang menggabungkan fungsi pelaksanaan 

counter-terrorism dan pelaksanaan deradikalisasi, Badan ini rencananya berfungsi 

sebagai pusat koordinasi fungsi*fungsi intelijen stratejik) pusat koordinasi pelaksana 

penyusunan kebijakan di bidang pemberantasan terorisme, sebagai pusat koordinasi 

kegiatan fungsional berkaitan pelaksanaan tugas pemberantasan terorisme, sebagai pusat 

koordinasi pencegahan, pengamanan dan hubungan masyarakat, sebagai pusat koordinasi 

hubungan kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, dan organisasi 

masyarakat serta kerjasarna internasional di bidang pemberantasan terorisme, sebagai 
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pusat koordinasi penindakan dan juga sebagi pusat koordinasi kerjasama intemasional. 

Prediksi rencana bentuk organisasi BKPT digambarkan dalam hagan yang ada dibawah 

am. 

Bagan 7.1 

Rancangan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme 

I Presiden I 

Ketua 
Menteri Koordinator Politik Hukum dan 

Keamanan 

Ketua Pelaksana harian I Anggota I I 

I Kelompok Tena~a Ahli Sekertariat I 

l'usat Koordinasi Pusat Koordinasi Pus at Pu;;at 
Intelijen Stratejik Pencegahan dan Koordinasi Koordinasi 

rlan KP.hii:~kan Pengamanan, Hubungan PP.ninril'lkHn Kerjasama 
Masyarakm Internasional 

(Sumber: Surat Sekretam Kabmet RI No B.97/Seskob/2/2005) 

Penggabungan fungsi pelaksanaan counter terrorism dengan pelaksanaan 

deradikalisasi dalam satu badan sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah, akan 

menimbulkan suatu pennasalahan dalam pelaksanaannya. Menurut Adrianus Meliala 

(Wawancara, 10 November 2009), penggabungan fungsi dalam satu badan tersebut 

kedepannya akan cenderung mengakibatkan tidak fokusnya pelaksanaan deradikalisasi 

terorisme. Ditambahkan olehnya, BKPT ini dikhawatirkan nantinya akan hanya fokus 

pada tindakan strike saja, sehingga aspek deradikalisasi di nomor dua kan. Selain itu 

ditengarai nantinya BKPT ini juga kedepannya akan sibuk dalam Establishment yaitu 
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dalam hal-hal yang sifatnya birokrasi, sehingga lambat laun akan tidak lagi 

mementingkan target baik dalam segi deradikalisasi maupun segi counter-terrorism. 

Hal tersebutlah juga yang diduga oleh Surya Dharma dari jauh-jauh hari, 

sehingga ia menolak untuk -duduk dalam badan bentukan pemerintah tersebut. Hal ini 

disebabkan karena ia ragu akan mampu melakukan deradikalisasi apabila orang-orang 

yang duduk dalam badan tersebut kebanyakan dari unsur pemerintah. Menurut beliau 

apabila yang duduk didalamnya merupakan orang-orang dari unsur pemerintahan, maka 

kultur yang dibawanya adalah kultur pemerintah yaitu kultur birokratis. Padahal 

berdasarkan pengalaman pribadinya, selama melakukan deradikalisasi terhadap para 

pelaku teror born, pendekatan dengan kultur birokratis (dengan simbol-simbol kekuasaan) 

tidak akan mampu mendekati para tersangka terorisme. Ia menambahkan, berdasarkan 

pengalamannya, bahwa deradikalisasi yang selama ini efektif dia lakukan adalah dengan 

melakukan pendekatan soft approach secara egaliter atau humanis soul approach 

(meminjam istilah Dr. Petrus Reinhard Golose dalam bukunya "Deradikalisasi 

Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput"). Pendekatan yang 

dilakukan oleh Surya Dharma inilah yang membuat Ali Imron, Nasir Abbas dan banyak 

tersangka terorisme yang mau bersikap kooperatif dengan pihak kepolisan dan mau 

berhenti melakukan tindakan kekerasan terorisme di Indonesia. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya Dharma bahwa hendaknya 

Pemerintah membentuk badan yang mana dalam badan tersebut hanya duduk orang­

orang pilihan yang mau bekerja sungguh-sungguh untuk melakukan deradikalisasi 

terorisme. Peran masyarakat sebaiknya dikedepankan sebagaimana yang dilakukan di 

negara Singapura dalam Religious Rehabilitation Group, namun badan ini harus 
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dldukung secara penuh oleh pemerintah baik da1am segi pendanaan maupun 

infrastruktumya. 

Pada sisi Jain ketua DKPT. Ansyaad Mbai, rnenekankan peranan Departemen 

Agama untuk dapat melakukan deradikalisasi terorisme ini. Hal ini diamini oleh Dirjen 

Bimas Islam yaitu Nasaruddin Umar yang menyata.kan kendala Depag untuk melakukan 

deradikalisasi terorisme ini dikarenakan oleb keterbatasan anggaran. Pengertian 

deradikalisasi sendiri menurut Ansyaad Mbai dan Dirjen Bimas Islam Nasaruddin 

memiliki spektrum yang luas dan akan saling berkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai 

instansi pemerintah maupun non pemedntah, bahkan terkait dengan kerja sama 

intemasional. Dikarenakan hal tersebut maka diperlukan badan khusus untuk dapat 

melaksanakan program deradikatisasi dan juga melakukan koordinasi dalam program 

deradikalisasi lintas sektoral ini 

Berdasarkan penjelasan tersehut diatas maka berikut ini adalah a1ternatif 

gambaran akror daiam program deradikalisasi di lndonesia .. Hal yang pertama dilakukan 

adalah dengan membangun Badan Khusus DeradJkafisasi yang memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan program deradika.lisasi baik dalam spektrurn luas {ditujukan pada 

masyarakat umum) dan khususnya kepada para narapidana terorisme. Badan ini berupa 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang langsung bertanggungjawab kepada 

Presiden RL Badan ini dalam me~aksanakan tugasnya melibatkan beberapa Departemen 

terkait seperti Departemen Agama, Departemen Sosial. Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia. Unsur masyarakat yang dapat 

dilibatkan yaitu para ulama-ulama pimpinan agama Islam yang dihonnati dan disegani, 

akademisi da.n psikolog, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Badan ini henda.knya 
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dipimpin o1eh seorang kepa!a badan yang memiliki kompetensi, integritas, dan 

kredibiiitas untuk dapat memimpin pelaksanaan program dera.dikalisasl. Berikut 

Gambaran Bentuk Badan Deradikatisasi tersebut: 

Bagan 7.2 

Rancangan Badan Deradikalisasi Terorisme 

Presiden 
RI 

K"Pw 
BadiUl 

S<:::kr«ariat Keltmtpok 
Tenaga 

Ahli 

Depud Deputi Ikpuri Ikpt>d 
Bidang ...... -.. Bidmg 

Anatisis 
..._ ........ Rdollbilitari Relntegras 

lnfonnasi ' 
I I I I 

Pn~\lt Pusat P<>t•t Puaat ...... Peikologi Pus at Pun.t Puso.l 
Bank Data Anal:isls DeideQ.klgi!l S011illlisasi dan Sasial Bidang Pengawu11n Kr.karya.o.n 

(nfonnasi ••• u< BIIM:y;t Ke.amauan dw danSo!lid 

EvaluaBi Pe.~m~~ TetOrlume Pe.llth.l.ta 
Radikill • 
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Badan Demdikalisasi terorisme ioi mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

mengkoordinasika.n instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan kehijaksanaan operasional di bidang deideologisasi pemikiran radikal di 

masyarakat dan deradikalisasi baik dari segi pemikiran maupun tindakan dari para 

tahanan terorisme. Dalam penyusumm kebijakan dan pelaksanaannya melibatkan unsur 

masyarakat. Badan ini juga bertugas membentuk satuan tugas yang terdiri dad unsur 

instansi pemerintah, alim ulama, eks tahanan teroris (beserta keluarganya) yang telah 

menyatakan menghentikan tindakan kekerasan di Indonesia, akademlsi, kelompok main 

stream lslam, LSM dan Organisasi Masyarakat, dan media massa. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Surya Dharma hahwa jika badan ini hanya 

terdiri dari unsur-unsur birokrat pemerintah maka dikhawatirkan akan tidak efektif da1am 

meiakukan deradikalisasi. Hal ini dikarenakan kultur yang diba~~ oleh para birokrat 

tersebut ke dalam badan itu. Oleh karena itu lebih baik apabila melibatkan partisipasi 

aktif dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat disini dapat berasal dari kalangan Ormas 

Islam dan Lembaga Swarlaya Masyarakat. 

Badan ini hendaknya memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan 

kebijakan di bidang deideologisasi pemikiran redikal di masyarakat dan 

deradikalisasi baik dari segi pemikiran maupun tindakan dari para tahanan 

terorisme. Kegiatan ini juga melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari 

unsur tokoh agama, akademisi, LSM, Orma.s, eks teroris, dan media massa 

2. Pengkoordinasian instansi pernerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di 

bidang deideologlsa.si pemikiran radikal dj masyarakat dan deradikalisasi pada 

para tahanan terorisme serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;. 
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3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengawasan 

pemikiran-pemikiran radikal di rnasyarakat 

4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat 

terkait dengan kegiatan deradikalisasi terorisme sesuai dengan bidang togas, 

fungsi dan kewenangan masing-masing 
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5. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan 

kebijakan di bidang deideologisasi pemikiran radikal 

6. Pengkoordinac;;ian instansi-instansi pemerintah khususnya lembaga intelijen 

berkaitan dengan pengumpulan infurmasi mengenai pelaku tindakan terorisme 

beserta jaringannya dan juga kegiatan-kegiatan terorisme dl indonesia. Selain itu 

koordinasl juga diiakukan berkaitan dengan anaHsa gangguan dan ancaman 

terorisme. dan evaJuasi hasH dari kegiatan pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi 

teroris yang telah dilaksanakan oteb pemerintah Indonesia. 

7. Bekerja sama dengan pihak terka!t melakukan rehabilitasi, reintegrasi dan 

reedukasi terhadap tersangka dan narapidana dalam kasus terorisme, yang masih 

terkontaminasi dan para simpatisannya, keluarga dari tersangka dan narapidana 

kasus terorisme. 

8. Bekerja sama dengan pihak terkait melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap para tersangka, narapidana, mantan anggota kelompokjaringan dan 

tokoh-tokoh radikal yang sudah kooperatif untuk bekerjasama menunjang 

program deradikalisasi 

9. Peiaksanaan kerja sama nasional, regional dan intemasional dalam rangka 

penanggulangan masalah terorisme secara pereventifkhususnya di bidang 

detadikalisasi para tersangka terorisme. 

7. 2 Program Deradikalisasi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ba.b sebelumnya bahwasannya saat ini di 

Indonesia bel urn ada program deradikalisasi yang komprehensif, Pihak Desk Koordina.si 

Pemberantasan Terorisme banya bersifat sebagai Desk yang memberikan informasi ke 
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puhHk mengenai kegiatan pemberantasa.n terorisme. Kegiatan deradikalisasi yang 

dilakukan pun dalam spektrum yang luas yaitu ditujukan kepada masyarakat, hal ini lebih 

tepatnya, sebagaimana dikomentari Adrianus Metiala, sebagai deideologisasi (Adrianus, 

2009), Tidak ada program DKPT yang fokus ditujukan kepeda para tersangka terorlsme 

maupun para eks napi terorisme. Hal ini pun sama haJnya dengan yang dilakukan pihak 

Departemen Agama yang lebib cenderung mengadakan deideologisasi kepada 

masyarakat 1uas1 tidak adanya program deradikalisasi khusus yang ditujukan kepada pa.ra 

tersangka teroris. Selama ini pengiriman dai-dai ke lembaga pemasyarakatan pun 

dilakukan sebagaimana dilakukan kepada para napi-napi lainnya. Para dal dari 

Departemen Agama cenderung rnemperoleh resistensi dari para tersangka teroris ketika 

rnereka melakukan pendekatan dialogis keagamaan, dikarenakan hal ini sudah 

menyangkut akidah yang mereka yakini. 

Pada sisi lain dari pihak Dirjen Pemasyarakatannya melalui lembaga 

pemas:yarakatan yang ada, juga tidak memiliki program khusus uotuk para napi teroris. 

Pihak LP membertakukan para tersangka teroris sebaga tahanan narapidana resiko tinggi 

yang mana perlakuannya sama dengan tahanan narkoba. psikotropika, mereka yang 

menerlma hukuman diatas 10 tahun, kasus korupsi, pembalakan liar, perdagangan 

manusia dan kejahatan lintas negara. Pembinaan dilakukan sebagaimana halnya yang 

dilakukan pada napi Jainnya, mereka tahanan teroris diperbolehkan bersosiaHsasi dengan 

tahanan lainnya. Pembedaannya hanya dalam hal pengawasan saja, dimana para 

tersangka terorls memperoieh pengawasan yang leblh ketat dibandingkan para na:pi 

lainnya. 
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Program deradikalisasi yang benar-benar diak.ui banyak pihak, termasuk ketua 

DKPT, sebagai program deradikalisasi yang berhasil yaitu yang dilakukan pihak 

kepolisian. Kegiatan deradikalisasi di kepolisian ini mengedepankan pendekatan humanis 

dan soul approach (Petrus, 2009). Dimana pihak kepolisian berusaha mengadakan 

diaolog dari hati ke hati tanpa menjudgement ideologi mereka. Pendekatan yang 

deradikalisasi yang dilakukan dibawah pimpinan Surya Dharma saat itu benar-benar 

bersifat kultural dan egaliter dimana Surya Dharma dan anak buahnya melepaskan 

atribut kekuasaan ketika melakukan pendekatan dialogis kepada mereka. Pemenuhan 

kebutuhan emosional dan primer mereka secara selektif pun dilakukan untuk dapat 

mengambil hati para tersangka pelaku teror ini. Hasilnya terbuktl dengan dapat 

kooperatifnya pentolan teroris seperti Nasir Abbas~ Ali Imron dan lain~lainnya. 

Berikut ini a.da.lah taha.pan-tahapan program deradikaiisasi yang ideal untuk dapat 

diterapkan di negara Indonesia. Program beril.-ut memodifikasi contoh-contob program 

deradikalisasi di negara~negara yang disebutkan pada bab lima. disesuaikan juga dengan 

harapan dari kalangan pemerintahan dan LSM yang diwawancara pada bah enam, dan 

juga didukung perspektif teori~teori yang dapat mendukung pelaksanaan program 

deradika(siasi ini. 

Strategi dalam melakukan deradikalisasi dapat dibagi dalam tiga tahapan. Yang 

pertama yaitu tlndakan pencegaban yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan 

agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah 

penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat 

mau mengehentikan tindakan terorisnya. Dan yang k:etiga ada1ah membahas upaya yang 

ak.an di!akukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan. Strategi in[ 
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mengadopsi dari startegi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yang 

menerapkan PRAC strategi yaitu Prevention, Rehabilitation dan After Care Program 

(Boucek, 2008). Strategi ini juga me1iputi Analisis lnformasi Terorisme yaitu 

pengumpulan informasi intelijen mengenai pelaku terorisme {kelompok dan anggota­

anggotanya) dan juga kegiatan terorisme yang telah dilakukan di Indonesia. 

7.2.1. Tahapan Pencegahan 

Pada tahapan yang pertama yaitu tidakan pencegahan yang ditujukan kepada 

masyarakat luas dan kelompok radikal maka Badan Deradikalisasi Terorisme yang 

dibentuk hendaknya. melakukan kerjasama dengan departemen-departemen terkait seperti 

Departernen Agama., Departemen Pendidikan, Departernen Komunikasi dan Informasi. 

Selain itu kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dengan orrnas-ormas Islam 

mainstream seperti Nahdalatul Uiama dan Muhammadiyah. Kerjasama juga dapat 

dilakukan dengan organisasi kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMli dan lain-lainnya. 

Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dengan masalah 

terorisme juga perlu untuk dilakukan. 

Pada tahapan pencegahan int terdapat dua bidang yaitu Pusat Deideologisasi 

Pemahama.n Ra.dikal da.n.Pusat Sosialisasi Bahaya Terorisme. Pada bidang yang pertama 

ya.itu Pusat Deideologisasi Pemahaman Radikal maka badan ini melakukan kerjasama 

dengan pihak Depa.rtemen Agama untuk melakukan pemetaan pesantren'i)esantren atau 

sekolah-sekolah Islam yang rnasih menanamkan pemahaman radikaL Pemetaan inl dapat 

dilakukan dengan bekerjasama juga dengan pihak Departemen Pendidikan NasionaL 

Kepada pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang rnoderat maka perlu dimasukkan 
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kurikulum mengenai bahaya pemikiran radikal dan akibat dari tindak.an kckerasan dan 

terorisme. Penjelasan mengenai hal tersebut juga harus didukung oleh daiH-dalll agama. 

Pada sisi lain, pendekatan secara humanis dan persuasif juga perlu dilakukan 

kepada pesantren-pesantren yang masih menanamkan pemikiran radikat Pendekatan 

humanis ini yaitu dengan memperlakukan rnereka secara baik~baik , berusaha merebut 

empati mereka sehingga rnereka mau sadar akan kekeJiruan sikap dan langkah mereka 

(Bilgin & Elis, 2008). Dialog secara kultural dan kemanusiaan hendaknya dilakukan oleh 

pihak Depag terhada.p pimpinan dan pengajar pesantren tersebut Proses dialogis ini juga 

hendaknya melibatkan pihak tokoh-tokoh ahli agama, baik dari MUI maupun Ormas: 

Jslam, yang disegani untuk dapat berdialog secara persuasif dengan pimpinan pesantren 

tersebut Pelibatan para teroris yang telah tobat dala.m pendekatan kepada para pimpinan 

pesantrcn ini juga dapat diiakukan jika mernang mereka dibutuhkan untuk terJibat 

(dengan mempertimbangkan juga faktor keamanan pada diri mereka). Dihara.pkan dengan 

melakukan dialog kuttural dari hati ke hati secara keagamaan maka pihak pimpinan 

pesantren beserta stafnya menyadari kekeliruannya dalam mengajarkan pemahaman 

radikal. Diharapkan setanjutnya mereka dapat mendidik anak asuhannya mengenai Islam 

yang sesungguhnya cinta damai. 

Apabila dialog secara persuasiftidak mempan maka langkah pengkondisian dapat 

dilakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif dari pendidkan Pesantren tersebut. 

Langkah pengkondisian ini dapat diserahkan kepada pihak berwenang yang ahli dalam 

hal ini. Berkaitan dengan hal ini maka badan ini melakukan koordinasi dengan Badan 

Intelijen Negara maupun aparat negara lainnya yang memiliki kemampuan intelijen. 

Beberapa teknik startegi intelijen dapat diterapkan untuk membuat pesantl'en tetsebut 
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menjadi berkurang peminatnya sampai dengan ditutup. Hal yang pertama yaitu dengan 

melakukan grey propaganda maupun black propaganda tentang pesantren itu. Penentuan 

thema sebagai alat propaganda harus ditentukan sebelum pelaksanaan propaganda ini, 

dampaknya sudah dipikirkan matang hila terjadi perubahan ESTOM (Emosi, Sikap, 

Tingkah Laku dan Opini) sasaran pengurus dan pengikut organisasi militan terhadap 

pandangan ideologinya sehingga basil dari Thema Propaganda ini dapat mencapai target 

sasaran sesuai kehendak Tim Pelaksana propagandis ini (Sukarno, 2007). Propaganda 

yang disebarkan dapat berupa pemberitahuan kepada khalayak bahwa pesantem tersebut 

merupakan ternpat kelahiran teroris-teroris, tempat persembunyian teroris, maupun 

penyesatan bahwa pengajamya adalah teroris semua. Hal ini ditujukan kepada 

masyarakat luas yang bermukim di sekitar pesantren tersebut maupun di kota tempat 

pesantren itu berada dengan tujuan pesantren itu sepi peminat bahkan dikucilkan 

masyarakat sekitar. 

Usaha lainnya yaitu dengan menghambat segala urusan administratif pesantren 

tersebut ketika berhubungan dengan pemerintah. Diharapkan Jambat laun pimpinan 

pesantren tersebut mau mengubah pemikirannya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah 

melakukan infiltrasi ke dalam pesantren itu. Tekhnik infiltrasi yang dilakukan yaitu 

menggalang beberapa pengajar dari pesantren tersebut dengan tujuan untuk mengetahui 

kelemahan atau kekurangan dari pesantren yang kemudian bisa digunakan sebagai senjata 

untuk melemahkan pesantren itu. Penggalangan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan 

dan tindakan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelijen khusus untuk 

membuat, menciptakan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu yang 

menguntungkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai kehendak pihak atasan yang 

Universitas Indonesia 

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



133 

berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh/akan ditempuh (Soekamo, 

2007). Dengan melakukan penggalangan tersebut, selain dapat mendapatk.an informasi 

aktifitas dari kelompok ekstrim, pihak aparat juga dapat melakukan tindakan memecah 

belah kelompok tersebut dari dalam. Hal lain yang dapat dilakukan pihak pemerintah 

yaitu dengan mendirikan pesantren moderen yang moderat di dekat lingkungan pesantren 

tersebut, dengan tujuan agar peminat pesantren itu pindah ke pesantren yang didirikan 

oleh pemerintah ini. 

Tumbuh suburnya organisasi massa pasca reformasi ikut mendorong munculnya 

organisasi-organisasi agama garis keras baik yang mendukung secara terang-terangan 

tindakan terorisme maupun yang menjadi simpatisan saja. Oleh karena itu untuk 

mencegah agar anggota ormas radikal tersebut tidak terekrut oleh kelompok terorisme 

maka perlu dilakukan langkah-langkah preventif oleh Bad an Deradikalisasi ini. Langkah­

langkah preventif itu dilakukan mirip dengan metode deradikalisasi di atas yang 

ditujukan kepad pesantren-pesantren yang menjadi tempat pengajaran pemahaman 

radikal. Langkah awal yaitu dengan cara mengadakan dialog secara persuasif dengan para 

pimpinan ormas tersebut, dialog ini dapat melibatkan pihak MUI dan juga para pelaku 

teror yang telah menyatakan tobat dan menyesali tindakan terorisme nya. Pendekatan ini 

dilakukan secara persuasif dan kultural dimana kedua belah pihak duduk sama rata dan 

tidak berusaha menghakimi pemahaman mereka. Diharapkan dengan pendekatan ini akan 

terbangun trust dari mereka, sehingga bisa menjadi titik awal untuk meluruskan 

pemahaman kelompok radikal ini sehingga dapat bergerak ke pemahaman yang lebih 

moderat. 
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Badan ini untuk mengcounter ideologi radikal juga dapat bekerja.~ma dengan 

pihak Departemen Agama dan MU! untuk mendorong penulisan dan juga 

menyebarluaskan buku-buku yang meJuruskan pemahaman Islam. Pada saat ini telah 

beredar banyak buku~buku yang melegitimasi tindakan kekerasan atas nama Islam 

dengan dalil-dalil agama. Hal ini harus dicounter oleh pihak Depag dengan rnenerbitkan 

buku-buku yang meluruskan pemahaman-pemahaman radikal ini. Salah satu usaha positif 

yang telah diJakukan Dirjen Bimas Islam, Nasaruddin Umar yaitu dengan menerbitkan 

buku berjudul ''Deradikalisasi Pemaharnan Al-Quran dan Hadist". Namun sangat 

disayangkan penulisan buku ini tidak didukung sepenuhnya oleh plhak Depag. Hal itu 

yang menyebabkan Nasaruddin menulis buku tersebut atas nama pribadi. Oleh karena itu 

badan inilah yang hanJs bereperan aktif mendorong penyebaran buku-buku dari ahli 

agama yang bertujuan meluruskan pemahaman Islam tentang kekerasan yang 

berdasarkan Al-Quran dan Hadis 

Pada bagian kedua Pencegahan yaitu Pusat Sosialisasi Bahaya Terorisme maka 

Badan ini melakukan kerjasama dengan pihak Departemen Komunikasi dan lnformasi 

untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya terorisme ke masyarakat luas. Sosialisasi 

ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye secara rnasif baik melalui media 

cetak maupun media elektronik mengenai dampak dan bahaya dan dampak dari tindakan 

terorisme. Kampanye ini dapat bcrupa pemasangan poster-poster dj jalanan yang memuat 

visualisasi dampak-dampak dari tindakan terorisme. Pemutaran iklan tv yang 

memperingatkan bahwa para teroris masih berkeliaran di sekitar kita. dan masyarakat 

harus: waspada. Kampanye tersebut per!u untuk digalakkan agar masyarakat Indonesia 

meogetahui dampak dan bahaya dari tindakan terorisme, sehingga masyarakat tidak 
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terpengaruh ajaran-ajaran rarlikal dan hahkan sebaliknya masyarakat menjadi antipati 

terhadap prilaku para teroris tersebut. Selain itu diharapkan masyarakat juga akan 

menjadi lebih waspada dan peka akan keadaan sekitar Iingkungannya sehingga jika ada 

kegiatan~kegiatan yang mencurigakan yang diindikasikan merupakan kegiatan teroris, 

maka masyarakat dapat melapor pada aparat berwajib. 

Kampanye media tersebut merupakan suatu bentuk propaganda di media massa 

yang menjelaskan bahaya dari tindakan terorisme. Propaganda merupakan bagian dari 

fungsi intdijen yaitu penggalangan (pre conditioning) dimana propaganda merupakan 

suatu kegiatan yang direncanakan yang dijabarkan dengan kata-kata atau tindakan atau 

merupakan kombinasi keduannya dengan maksud merubah suatu sikap dengan tujuan 

mengubah tingkab laku secara sukarela (Hardjo, 2007). 

Kegiatan sosialisasi iainnya dapat diselenggarakan dengan bekerjasama dengan 

pihak Departerncn Pendidikan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan seminar, 

lokakarya, workshop, dan diskusi ilmiah di kampus-kampus; tentang nilai luhur budaya 

bangsa, wawasan kcbangsaan, pluralisme, dan bahaya gerakan radikalisme dan terorisme, 

yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa. Sehingga pelajar dan mahasiswa 

tidak terpengaruh oleh pemahaman radikal dan anti akan tindakan kekerasan terorisme 

tersebut 

Pada sisi lain, Badan Deradikalisasi Terorisme ini hendaknya bekerjasama dcngan 

pihak Ormas Islam mainstream Islam yang moderat seperti Nahdalatul Ulama maupun 

Muhammadiyah. Hal ini clikarenakan Ormas ini selain memiliki sekolah-sekolah Islam 

yang tersebar di seluruh nusantara, mereka juga memiliki pengikut yang tersebar di 

pelosok-pelosok Indonesia. Dimana dengan bekerjasama dengan ormas-ormas ini, maka 
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akan lebih mudah untuk dapat melakukan sosialisasi ke pesantren-pesantren ataupun 

sekolah-sekolah Islam mengenai bahaya tindakan kekerasan terorisme dengan dalil-dalil 

agama. Selain itu dapat juga diadakan workshop untuk pimpinan maupun pengajar 

pesantren mengenai bahaya dan dampak dari kegiatan terorisme atas dalil agama. 

Kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMII dan lain­

lainnya perlu dilakukan untuk memberi kesadaran kepada generasi muda agar peka dan 

peduli akan bahaya tindakan terorisme. Kerjasama dapat berupa mengadakan seminar­

seminar tentang bahaya terorisme maupun pelatihan-pelatihan kepada pemuda untuk 

meningkatkan wawasan kebangsaan dan bagaimana mengcounter kampanye-kampanye 

terorisme. 

Kampanye mengenai bahaya dan ancaman tindakan teroris juga dapat dilak.ukan 

dengan mengajak para mantan-mantan teroris yang telah menyesal melakukan tindakan 

kekerasan terorisme. Para mantan teroris tersebut dapat diajak untuk menjadi pembicara 

dalam seminar-seminar baik yang dilakukan di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah 

maupun di masyarakat umum. Tujuan dari kampanye ini yaitu untuk mereka yang 

memiliki pemikiran radikal, pendukung aktif dan simpatisan kelompok radikal mejadi 

sadar akan kekeliruan sikap mereka. Hal ini diharapkan lebih efektifkarena yang menjadi 

narasumber langsung adalah para pelaku teror yang telah tobat. Hal ini telah dilakukan 

oleh pihak DKPT yang mana pad a pelaksanaannya DKPT bekerjasam dengan Deputi IV 

Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dan juga dengan Pemerintah Daerah untuk 

menyelenggarakan kegiatan lokakarya tentang Kewaspadaan Terhadap Konflik dan 

Terorisme. Hanya saja peserta lokakarya tersebut umumnya merupakan para pejabat di 

daerah dari tingkat pengambil keputusan sampai dengan pelaksana, hal ini perlu diperluas 
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lagi dengan ditujukan kepada pesanteren-pesantren dan masyarakat yang rawan 

terpengaruh pemikiran radikal ini. 

7 .2.2 Tahapan Rehabilitasi 

Tabapan rehabilitasi ini dimula.i ketika seseorang tersangka teroris ditangkap oleh 

pibak kepolisian sampai dengan mereka dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. 

Dalam tahapan rehabititasi ini, Badan DeradikaJisasi Terorisme ini pada awalnya 

mungkin dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh pemedntahan Singapura. badan 

deradikalisasi di Singapura yang bernama Religious Rehabilitalion Group pada awalnya 

mempersiapkan program deradikaJisasi dengan melakukan peneiitian dan wawancara 

mendafam terhadap para pelaku tindakan teror yang sedang dipenjara. Hal tersebut 

awalnya diinisias( oleh alim ulama yang didukung penub oleb pemerintah Singapura. 

Hasil wawancara dan diafog yang mendalam tersebut akhimya dimuat di dalam buku 

Religious Rehabilttarlon Manual dan kernudian pelaksanaan deradikalfsasi ini dilakukan 

oleh Re/ig;ous Rehabilitation Counselor. 

Dalam konteks, negara Indonesia, sebaiknya sebelumnya menyusun strategi 

deradikalisasi khususnya tahap rehabilitasi yang komprehensif maka Badan Khusus 

Deradikalisasi ini lebih baik melakukan survei, penelitian dan wawancara yang medalam 

terhadap para tersangka terorisme balk yang telah tobat maupun yang masih berpikiran 

radikal. Hal ini dila:kukan guna untuk mengetahui pendekatan apakab yang terbaik 

terhadap para terSangka terorisme ini. Kesuksesan pihak Polri dalam melakukan 

deradikalisasi hendaknya bisa menjadi salah satu teknik contoh untuk melakukan 

pendekatan terhadap para terSangka terorisme ini. Hasil dari riset dan wawancara tersebut 
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selanjutnya dituangkan dalam buku manua) yang kemudian menjadi acuan dalam 

melakukart program rehabiiitasi. 

Berikut gambaran organisasi dalam rehabilitasi para teroris yaitu bidang agama, 

bidang psiko!ogi dan sosial, bidang keamanan dan bidang media. Bentuk bagan 

organisasi ini menduplikasi hentuk organisasi rehabilitasi di Arab Saudi yang membagi 

kornite penasehat program deradikalisasinya menjadi empat komite yaitu bidang agama, 

bidang psikologi dan sosial, bidang keamanan dan bidang media. 

Pada bidang keamanan Badan Deradikalisasi Terorisme ini terdirl salah satunya 

dari unsur kepolisian yang melakukan penangkapan para tersangka terorisme. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pihak kepoJisian teJah teriebih 

dahulu melakukan Jangkah deradikalisasi secara efektif. Langkah-Jangkah deredikatisasi 

yang sudah tepat itu tinggal di!anjutkan. hanya peran kepoiisian pada deradikalisa.si ini 

diberikan batasan-batasan tertentu. Peran lainnya yang selama ini dilakukan untuk 

deradikalisasi terorisrne dialihkan kepada sub bagian Badan DeradikalisasJ Terorisme 

lainnya, 

Pada awalnya setelah teroris tertangkap maka ketika melakukan penyidikan/ 

intrograsi awal maka pihak kepolisian tidak langsung masuk kepada materi pokok 

pemeriksaan, hal yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan melakukan perkenalan lebih 

dalam t:entang pribadi, keluarga, dan hal-hal diluar materi pemeriksaan. Petugas terpilih 

yang me!akukan interaksi secara intensif dengan para teroris ini disebut sebagai mentor 

atau pamong bagi tersangka. Merekalah yang berperan untuk melakukan pendekatan 

secara jntensJf, mempengaruhi, mengga!ang, dan menjalin komunikasi yang baik dengan 

tersangka untuk memba:ngun kepercayaan dari mereka (Dharma, 2009 & Mamoto, 2008). 
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Hal ini bertujuan untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan awal dengan 

para tersangka teroris ini. Proses ini cukup memakan waktu sehingga petugas yang 

ditugaskan harus orang terpilih yang memiliki kesabaran dan ketekunan untuk 

menghadapi mereka (Mamoto, 2009). Para pamong dari kepolisian ini bertugas 

mendampingi para tersangka selama proses penyidikan sampai mereka masuk ke dalam 

lembaga pemasyarakatan. Pihak kepolisian juga membantu para tersangka yang mau 

kooperatif dengan polisi dengan menawarkan bantuan pengacara dan memberikan 

rekomendasi kepada pihak kejaksaan dan kehakiman untuk peringanan tuntutan penjara. 

Selain itu para pamong juga dengan dibantu pihak Departemen Sosial berusaha 

memfasilitasi pertemuan tersangka teroris dengan keluarganya. Kebutuhan primer 

keluarganya juga diusahakan dapat dipenuhi oleh pihak Depsos dengan tujuan agar 

tersangka tersbeut bersikap kooperatif dan keluarga tersangka tercegah dari pengaruh 

bujukan anggota kelompok radikallainnya yang belum tertangkap. 

Setelah para tersangka terorisme ini diputus pengadilan dan dimasukkan ke dalam 

penjara Lembaga Pemasyarakatan maka tahap selanjutnya diambil alih oleh bidang 

agama pada Badan Deradikalisasi Terorisme. Pada bidang agama ini nantinya diisi oleh 

tokoh-tokoh agama yang berpikiran moderat namun juga akan lebih baik para tokoh 

agama ini pemah mengalami perang di medan jihad Afganistan. Hal ini dikarenakan para 

teroris ini akan Jebih segan dan mau mendengar omongan tokoh agama yang pernah 

mengalami perjuangan jihad Jangsung di Afganistan. Pemahaman Islam yang benar dan 

ditambah dengan pengalaman berjihad di medan tempur akan membuat para teroris ini 

lebih berdialog secara persuasif dengan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Surya 

Dharma dan Noor Huda yang menyatakan bahwa jangan berusaha menentang aqidah 
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pemahaman jihad mereka,. karena dengan melakukan hal tersebut mereka akan resistence 

dikarenakan mereka merasa lebih tahu mengenai pemahaman agama dan aqidah, selaln 

itu juga mereka Slldah pernah terjun langsung ke medan jihad. Hal ini Jah yang menurut 

penulis dibutuhkan tokoh agama yang selain memiiiki pandangan anti jihad kekerasan di 

Indonesia namun juga sudah pemah terjun langsung ke medan jihad dj Afganistan untuk 

dapat melakukan pendeka:tan kepad.a mereka. 

Dalam bidang Agama ini juga bisa melibatkan para mantan tokoh~tokoh teroris 

yang telah tobat dan para eks mujahid afga.nista.n yang tidak setuju akan sikap jihad 

dengan kekerasan di Indonesia. Pelibatan tahanan teroris yang telah sadar seperti Nasir 

Abbas, Mubarok~ Muhammad Yunus, Mustafa alias Abu Tholud, Sarjiyo, rnahmuri, 

Ahmad Roichan alias Sa'ad. dan lain-lainnya untuk teriibat proses deradikalisasi ini 

terbilang cukup efektif hal ini telah terbukti pada proses deradika:lisasi yang telah terlebih 

dahulu .dilakukan oleh pibak kepotisian dimana banyak tahanan teroris ynag dapat diajak 

untuk bersikap k:ooperatif terhadap kepolisian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Surya Dharma babwa menggunakan pemimpin-pemimpin teroris yang telah sadar untuk 

ikut program deradikaHsasi para teroris sangatlah efektifkarena budaya teroris yang loyal 

pada seniorltas dan pimpinannya, sehingga jika pemimpinnya sadar maka anak buah/ 

juniornya akan lebih mudah untuk disadarkan bahwa tindakan kekerasan terorisme yang 

mereka lakukan adalah hal yang salah. 

Sikap budaya penghormatan kepada senioritas dalam kelompok teroris AI~ 

Jama'ah Islamiyah ikut membantu dalam proses deradikalisasi yang melibatkan para 

mantan teroris yang telab tobat tersebut. Pelibatan tokoh-tokoh teroris ini juga telah 

dilakukan di negara Mesir dan Algeria dimana bekas pimpinan terods yang berinisiatif 
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melakukan penghentian kontak senjata. Hal ini terbukti efektif dimana banyak pengikut 

teroris di keduan negara tersebut yang patuh pada ajakan tersebut Di Mesir seJain 

menyerukan penghentian kontak senjata, mantan tokoh teroris tersebut juga membuat 

Iandasan perbaikan ideologis yang rnenjadi dasar perubahan sikap mereka. 

Proses dialogis ini dimulai ketika tahanan telah diputus bersalah dan dimasukkan 

ke Lembaga Pemas.yarkatan. Para napi teroris ini akan dikenalkan oleh sang pamong 

(apatat kepoHsian) kepada pibak ahJi agarna yang akan menjadi pamong harunya selama 

dla dipenjara. Pendekatan diaiogis ini pada awal rnulanya dilakukan secara persuasif 

dengan pendekatan egaliter kemanusiaan. Berawal dengan diaolog-dialog ringan 

mengenai pribadi, keluarga dan hal lain Iainnya yang kira-kira menarik oleh napi 

lersebut. Baru kemudian masuk ke dalam dialog mengenai apa yang mereka lakukan, 

penyebab mereka melakukan hal tersebut dan kondisi yang membuat rnereka rnasuk ke 

dalam penjara. Baru setelah itu dilakukan pendekatan dialogis keagarnaan untuk 

mengubah pemikiran mereka agar tidak melakukan tindakan kekerasan terorisme di 

Indonesia. Proses ini akan iebih mudah apabila sang pamong juga didampingi oleh eks 

pentolan teroris yang telah sadar dan mau membantu aparat kepolisian menyadarkan para 

tersangka teroris ini. Budaya organisasi teroris yang menghormati senior dan pimplmm 

kelompok mereka turut membantu proses awal deradikalisasi pemikiran terorisme ini. 

Proses dialogis ini sebainya berlangsung secara intensif dan rutin sampai para napi 

tersebut lam bat laun sadar akan kekeliruan pemikirannya. 

Pada bidang Psikologi dan Sosial dalam tahapan rehabititasi ini melibalkan para 

psikoJog-psikolog dan peneliti di bidang sosial. Tugas dari mereka ini yaitu untuk 

mengevaluasi status napi teroris, mendiagnosa apabila ada permasalahan psikologis) dan 
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menilai tingkah laku napi dan kepatuhannya untuk mengikuti seluruh program. Dengan 

melakukan pengawasannya ini para psikolog ini juga bisa menilai orisinalitas para napi 

dalam program rehabilitasi. Para psikolog ini juga bertugas membuat profile psikologis 

para napi teroris dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh 

napi teroris. Selain itu tes psikologis dan sosial dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

rehabilitasi dan sejauh mana terjadi perubahan pandangan mereka terhadap kekerasan 

terorisme. 

Pelibatan psikolog dalam program rehabilitasi juga telah dilakukan di negara lain 

seperti Arab Saudi dan Singapura dimana para psikolog dilibatkan dalam proses 

rehabilitasi (Soucek, 2008). Di Indonesia sendiri hal ini telah dilakukan walaupun secara 

parsial oleh Prof. Sarlito Wirawan dimana ia bekerjasama dengan pihak kepolisian 

melakukan wawancara dan beberapa penelitian berkaitan dengan terorisme(Petrus, 2009). 

Namun hal ini masih kurang dimana para psikolog tersebut tidak dilibatkan dalam proses 

evaluasi maupun konsultasi dengan teroris. Hal ini lebih disebabkan karena program 

deradikalisasi yang melibatkan psikolog ini bel urn didukung oleh pemerintah. 

Pada bidang Keamanan terdiri dari gabungan dari pihak kepolisian dan Lembaga 

Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Kepolisian bertugas untuk 

mengevaluasi tingkat berbahayanya napi teroris, berdasarkan input dari komite agama 

dan komite psikologi dan sosial, dan melakukan rekomendasi untuk pembebasan napi. 

Pihak kepolisian melalui pamongnya bertugas memberikan masukan-masukan mengenai 

apa yang diperbolehkan mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan, dan juga 

larangan-larangan untuk aktif dalam kelompok-kelompok radikal lagi setelah mereka 

dibebaskan. 
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7 .2.3 Tahapan Selepas dari Tahanan 

Pada tahapan selepas tahanan ini dalam struktur Badan Deradikalisasi Terorisme 

ini dikoordinir oleh Deputi Bidang Reintegrasi dimana struktur dibawahnya terdapat dua 

bagian yaitu Pusat Pengawasan dan Pengendalian; dan Pusat Kekaryaan dan Sosial. 

Setelah para tersangka bebas dari tahanan, maka Badan Deradikalisasi Terorisme 

melakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, 

Departemen Pendidikan Nasional, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara untuk 

melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada para nara pidana yang 

telah bebas. 

Pada pusat Pengawasan dan Pengendalian para tersangka teroris tersebut akan 

diawasi baik secara terbuka maupun tertutup oleh aparat pemerintah. Pengendalian 

dilakukan secara persuasif oleh pamong yang sedari awal telah membina tersangka 

teroris ini. Para eks tahanan tersebut akan dihubungi secara rutin dengan pamong nya 

baik yang dari pihak kepolisian maupun pamong dari bagian agama. Sedangkan 

pengawasan secara tertutup dilakukan oleh petugas Badan lntelijen Negara atau Badan 

lntelijen Stratejik. Pengawasan tertutup dilakukan dengan tujuan untuk melakukan cross 

cek silang kebenaran aktifitas para eks napi tersebut. Dan mencegah secara dini apabila 

para teroris tersebut direkrut kembali oleh kelompok teroris untuk diajak kembali 

melakukan tindakan radikal. 

Pada Pusat Bidang Sosial dan Kekaryaan, maka Badan Khusus Deradikalisasi ini 

bekerjasama dengan pihak Depsos untuk dapat memberikan bantuan sosial baik dalam 

bentuk modal kerja maupun bentuk lainnya kepada eks napi teroris dan keluarganya. 

Selain itu kerjasama dengan pihak Oepartemen Tenaga Kerja juga dilakukan dengan 
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tujuan untuk menyalurkan eks napi tersebut ke lapangan pekerjaan yang kira-kira sesuai 

dengan keahliannya, alternatif lain yaitu pihak Depnaker memberikan pelatihan 

ketrampilan kerja kepada eks napi tersebut yang kemudian disalurkan kepada tempat­

tempat kerja yang membutuhkan. 

Kepada para eks napi yang masih berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi maka Badan Deradikalisasi Terorisme ini membantu menyalurkan dan 

membiayai eks napi tersebut untuk bersekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Diharapkan dengan melanjutkan pendidikan maka eks napi tersebut akan semakin 

terbuka wawasannya dan akan lebih memiliki masa depan yang cerah 

7.2.4 Infonnasi dan Anal isis Tentang Terorisme 

Pada bagian informasi dan anal isis terorisme ini meliputi pengumpulan informasi­

informasi intelijen (Bank Data) berkaitan dengan aktor dari tindakan terorisme baik 

kelompok-kelompoknya maupun anggota-anggotanya dan juga track record dari kegiatan 

terorisme yang telah dilakukan oleh aktor tersebut. Informasi mengenai para pelaku 

terorisme m1 yaitu berupa Basic Descriptive Intelligence atau dapat disebut juga 

Biographical Intelligence dari para pelaku terorisme. Sehingga pihak aparat pemerintah 

dapat bertindak cepat dengan mengetahui historical record para pelaku tindakan 

terorisme di Indonesia. Selain itu pengumpulan data ini juga meliputi pengumpulan data 

informasi sejak tahanan terorisme ditangkap (ketika dilakukan penyidikan kepolisian) 

dan juga ketika tahanan tersebut telah dimasukkan dalam program rehabilitasi dan 

reintegrasi. Analisis akan informasi yang telah diperoleh juga dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melakukan program deradikalisasi 

{pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi) terhadap para tahanan terorisme. 
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PengumpuJan informasi ini dilakukan dengan mengkoordinasikan infonnasiM 

infonnasi inetijen balk dari pihak kepolisian, kejaksaaan, BAIS, BIN, dan departemen~ 

departemen lain yang memiHki unit intetijen. Fungsi pengumpuJan informa.si intelijen 

mengenai terorisme ini sangatlah penting untuk dapat menggabungkan informasi 

mengenai terorisme dari seluruh lembaga intelijen sehlngga pemedntah dapat bertindak 

cepat dalam mengatasi tindakan terorisme berdasarkan analisis yang dihasilkan dari 

Badan Khusus Der.{dikalisasi yang infonnasinya didasarkan dari pengumpulan data dan 

informasi-informai intelijen dari keseluruhan instansi pemerintah yang rnemniki fungsi 

intelijen. 

Selain itu dengan menjadikan informasi intelijen mengenai terorisme dari satu 

pintu; diharapkan akan dapat memecahkan masalah kesimpangsiuran informasi yang 

jatuh ke policy maker yaitu Presiden RI yang d iakiba.tkan oieh adanya ego sektora1 antara 

Jembaga-Iembaga pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengarnbil keputusan yang 

cepat dan tepat berkaitan dengan ancaman terorisme. 
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Sebagaimana yang diketahui, pertanyaan penelitian pada thesis ini yaitu Program 

Deradikalisasi Terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Untuk dapat 

menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini melakukan riset perbandingan 

program deradikalisasi di sembilan negara berbeda dan juga melakukan penelitian 

langkah-Iangkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah melalui institusi-institusinya 

untuk melakukan deradikalisasi terorisme. 

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian diatas maka ada beberapa hal yang 

diketemukan dalam penelitian ini. Hal yang pertama yaitu tidak ada instansi pemerintah 

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program deradikalisasi. Selain itu 

pemerintah sendiri belum memiliki program deradikalisasi yang komprehensif yang 

mensinergikan institusi dan departemen terkait untuk melakukan program deradikalisasi. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab enam bahwasanya selama ini 

belum ada badan deradikalisasi khusus yang melakukan langkah preventifpemberantasan 

terorisme baik dengan cara deideologisasi pemahaman radikal yang ditujukan kepada 

masyarakat luas, maupun deradikasisasi yang ditujukan kepada para teroris yang telah 

tertangkap pihak berwajib. Selama ini DKPT, Departemen Agama, Kepolisian dan LSM 

berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan proses deradikalisasi. Tidak ada suatu badan 

khusus yang melakukan koordinasi dengan departemen-departemen dengan tujuan 

melakukan langkah-langkah deradikalisasi terorisme. 
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Setelah melakukan penelitian melalui literatur mengenai perhandingan program 

deradikalisasi di sembilan negara maka diketemukan bahwa terdapat kesarnaan dan 

perbedaan dalam program deradikalisasi tersebut. Kesamaan aspek deradikalisasi di 

beberapa negara terse but yaitu : 1) Melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat 

umum, 2) Adanya program di Penjara, 3) Ada elemen Edukasi, 4) Mempromosikan 

aliansi antar peradaban dan dialog kultural, 5) Menyelesaikan permasalahan 

keddakadilan sosial dan ekonomi. 6) Program global dalam penanganan terorisme1 7) 

Penggunaan Fasilitas Internet, 8) Adanya perbaikan aspek hukum, 9) Program 

Rehabilitasi. 10) Mengembangkan dan penyaluran informasi. 10} Pelatihan para petugas 

herwenang yang berquatifikasi untuk terlibat da!am program deradfkalisasl (CTITF, 

200&; 5). Penelitian lain yang dilakukan oleh International Peace Institute (200&) 

menambahkan tiga kesamaan elemen dalam berbagai macarn program deradikalisasi 

yaitu aspek pelibatan eks tahanan teroris, keterlibatan keluarga dalam proses 

deradikalisasi, adanya insentif tinansial dan dukungan lainnya. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dibutuhkan badan khusus yang memiliki 

kewenangan dalam melaksanakan deradikalisasi terorisme. Badan ini hendaknya selain 

me!ibatkan onsur~unsur Inslansi Pemerintahan, sebaiknya melibatkan juga unsur 

masyarakat yaitu kalangan a.lim ulama, akademisi, psikolog, mantan teroris, dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat. Program deradikalisasi yang dilakukan juga sebaiknya 

menggabungkan aspek-aspek deradikalisasi yang telah diterapkan oleh negara lain, 

seperti adanya pelibattrn eks teroris yang telah tobat, ada bantuan dalam memenuhi 

kebutuhan primer, ada aspek rehabilitasi dan aspek-aspek lainnya. Diharapkan dengan 

pelibatan unsur-unsur masyarakat dalam Badan Deradikalisasi Terorisme dan 
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penggahungan aspek-aspek deradikalisasi tersebut maka ekan ditemukan program 

deradikalisasi yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. 

VIII.2 Rekomendasi 

Penelitian ini mengajukan saran pembentukan Badan Khusus Deradikatisasi 

Terorisme yang memitiki peran preventifuntuk menangulangi terorisme, Badan Khusus 

Deradika.Iisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pernerintah Non Departemcn yang 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Deradikalisasi Terorisme ini 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah 

terkait daJam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijaksanaan orrerasional di 

bidang deideologisasi pemikiran radikai di masyarakat dan deradikalisasi balk dari segi 

pemikiran maupun tindakan dari para tahanan terorisme. Unsur masyarakat sipil baik dari 

kalangan alim ulama, akadernisi dan LSM juga dtlibatkan dalam badan khusus. inl. 

Sebelum menentukan la:ngkah pelaksanaan deradikalisasi terorisme ini. maka 

pemerintah melalui Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini melakukan penelitian 

dengan tujuan menentukan blue print langkah-Ja:ngkah pencegahan terorisme terbaik 

dengan deradikalisasi dalam seprektrum luas (pada masyarakat) maupun deradikalisasi 

yang ditujukan kepada tahanan terorisme. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui 

pendekatan apakah yang terbaik terhadap para tersangk.a terorisme ini. 

Pada sisi lain diperlukan juga penelitian lebib rnendalam mengenai apakah proses 

deradikalisasi int lebih balk ditangani oleh pemerintah atau oleh kelompok Civil Society 

Organization saja. Hal ini didasari oleh adanya pendapat yang penulis temukan dari 

wawancara yang dilakukan terhadap Surya Dharma dan Nasir Abbas dimana keduanya 
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lebih menyarankan agar yang berpema dalam proses deradikatisasi ini yaitu kelompok 

Civil Society Organization saja karena ditakutkan program deradikalisasi ini tidak 

berhasil jika pemerintah yang melakukan disebabakan oleh kultur pemerintah Indonesia 

yang terlalu birokratis dan lebih project oriented. Sedangkan menurut mereka untuk 

melakukan deradikalisasi ini dibutuhkan ketulusan hati dari aktor-aktomya agar para 

teroris dapat tersentuh hatinya dan mau bertobat menghentikan tindakan teror mereka, 

Penulis juga menyarankan pada peneiitian kedepan perlu dilakukan studi yang 

bersifat longitudinal dimana peneliti melakukan pemantauan sejak tersangka teroris 

ditahan oleh aparat kepolisian sampai dengan para teroris tersebut dibebaskan dari 

lembaga pemasyarakatan. Hat ini bertujuan 1,mtuk dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam dan komprehensif mengenai keberhasiian dari program deradikalisasi baik 

yang te(ah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun lembaga sw11daya 

masyarakat. 

Menutup penelitian ini, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang ada di 

setiap jaman dan terus ada di permukaan bumi ini. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen 

bersama baik dari Pemerintah dan kalangan masyarakat luas untuk melakukan 

pencegahan dan deradikalisasi baik pemahaman maupun tindakan kekerasan terorisme 

dengan maksud agar tujuan agar dapat meminirnalisir pernikiran radikal yang menjadi 

sumber tindakan terorisme dan mencegah tindakan kekerasan terorisme itu terulang lagi 

di Republik lodonesia yang kita cintai ini. 
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SEKRETARIS KAIIINET 
R El'CI!LIK JN()ONESIA 

N.Omor 

Sifat 

L9:mpiran 

P.erJhal 

, 8. 97/Seskab/2/2005 

Segera 

· 1 (satu) 

Rancangan Peraturan Preslden 
tentang Badan Koordinasi 
Pamberantasan Terorisme 

Jakarta, 28 Februari 2005 

Kepada Yth. 

Menter! Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

di· 

Jakarta 

Bersama ini ka:mi_ memheritahukan bahwa Menteri Koordinator 
Bidant:J Politlk, Hokum dan Keamanan ~engan surat Nomor 
R/05/Menko1Polhukam/212QOS tanggal 1 FebruarJ 2005 kepada Presiden 
menyampaikan Ranc~ngan Petaturan Preslden tentang 8adan Koordinasi 
Pemb_erantasan Terorlsme. Berhubung materl yang dlatur dalam 
Raneangan Peraturan Presiden tersebut berkaitan dangan tugas dan 
fungsi beberapa instansi Pemerintah, kiranya Menter! dapat 
mengkoordinasikan tarlebih dahulu sesuai ketentuan Undang*Undang 
NOmo·r 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang~ 
undangan dan Keputusan Prestden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata 
Cara Mempersiapkan Rancangan Undang~Undang1 dan hasUnya 
disampaikan kepada Presiden. 

Atas perhatfao Menteri, kaml ucapkan terima kasih. 

Tembusan Yth.: 

1. Presiden, sebagai laporan; 
~ 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; V 

3. Menieri Negara Pcndayagunaan Aparatur Negara. 
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P~':1r,TURI\N f'RESI()EN REPUSUK ltWONESII\ 

NOMOR 

TEN TANG 

BADAN KOORDINASI PEMBERANTI\SAN TERORiSME 

PRESIDEN REPUBLIK tNOON.ESIA, 

• 

Mcnlinbang: ~. bahwa t-erorisme merupakan k:ejahatan terhadap kemenusiaan 
'. 

yang bensifat ffntas negara-, terorgaolsasi dan rnempt,m~rai jaringan 

luas, sehingga mengencam perdamaian dan keamanan nasional 

maupun lnlemaSion<il, ole-h !<.arena Itu memerluk,an pectangatian 

secara-torpusat, terpadu dan.terkoofdinas~ 

b. ballwa Desk Koordf:1asl P€mbe:.anlasan Terofisme ( DKPT} s €:ba­

.gw.i tsm!laga no:-1 stlukiura! ~{ang berada dl bawah Kementerl:an Ko­

ordia::dor Bidang Po!f'Jk, Hukum dan Keamanan, dipand.ang periu 

uuluk ditingkal.kan statu~ kelembagaannya gulla mendukung tugas~ 

tugas pemberantasan terorisme yang semakir, komp1e~s; 

c. betd;:;sarkan pertimbangan .sebagatmana dimaksud dalam huruf a 

daa b dipandang perlu menelapkan Pera\uran Presidan !en!ang 

8:1dsn. Ko.orrfu1:2sl-Perotei3;ita~an T e1orisma. I • 
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f. -~~jingot : i. r~ooi 4 r.,·~t 1 Undong-Und30lJ DilSOf Nonam Rcpubl]k !ndonesia 

Tahun -n).1-$; • 

2.ll;v:lai1g-Undang Nornor 15 Tah\..1.'1 2003 tenta:1g Pe.netapan Per<:J.­

t,..::-::?..:1 Pemvr~r.!~h Pcngganti Undc.ng~Urid<ing Nomo·( 1 Tahun 20()2 

t.::-,~•;ng Pe:mberantasan \lnCak Pldana Terorisme rn~niadi!Jndang~ 

Undang; 

3.1nslruksi Pcesiden Nomor 4 Tahun 2002. 

MEMUTUSKAN: 

Menotapken: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
.· 

BAOAN KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME. 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN F!JNGSI 

. ' 

Dengan Perab.Jran Presiden ini, dibentuk Badan Koordinasi PemberantasRn Terorisme 

yang selanjulnya d!sehut BI<PT. merupa~.an lombaga pomcrintahan non strukb.Jral 

yang bcrl<Gdudukan di bawah dan bertanggung jaweb langsung !<epada Presiden. 

Pasa12 

BKPr mempunyai tugas mclaksanalten tugas peulerintallan di bidang koordinasi pem­

bcranlasan tcrorisrr.e scs:Uai rlvngan pcuundang-undangan yang IJGJiaku. 

j 

• 
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P!'5al ~ 

Dt:!l:t;11 ifl~~;~;$:m:-;~.::m tv~a::: -cc~~i}Jimana dimcks!Jd dalam PasaiZ. BKPT menye!eng­

f.g~rakan ftuog::i: 

a. r~outdinast pe-nyuGunon kebijaV.an naslonal di bidang p<Jmheranlasan lerorismc; 

b. Kcordinasi kogfat~n fun£sional dalam p0laksanaan tuga:s pembcrantasan 

t~rorisme; 

c. Koordinasi hubungan kerjasama antar instansi pemefintal1, s\vasta, lembaga 

sosig! dan organtsasi mzsyarakat serta kerjasama lntemasionaf dl bidaog 

pemberantasan teroris~e; 

BAS II 

QRGANtSASI 

Pasat 4 

Sustina'n organiseS\ Bl<PT. terrliri dari: 

-
: Menle!i Koorc!inator Bidang Po!fUk, Hukum Oan K.o.;smanan 

b. /;nggota : 1. Mente:i Dalam Ncgeli; 

2. Menieri Luar Negeri; 

~'if_~~ Men ten Peitahanan; 

4. Menteri Hukum dan Hak As,as! Manusia; 

G. Mcnteri Keuangan; 

I 
t 
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~ 7. Mc-n!eri Pcrhubungan; 

10. Menterl Rlset dan Tc!mo!ogi; 

i 1. Jaksa Agung; 

12. Panglim:a Tentara Naslonat Indonesia: 

13. Kopala Kepolislan Negara Republik Indonesia; 

14. Kopala 6adan lntelqen Negara. 

c. Sekn.~:tr::ris merangkap Anggota ; t<epa!a PelaksJma Harlan B!(?T. 

. 

E!ABIU 

PELAKSANA HARlAN BKPT 

Pasa\5 

4• 

{1). Untuk ;mcnzluki:Jng pelaksannan tu:}as d811 fungsi BKPT dibentuk Pelaksana 

Harlan BKPT; 

(2) Peleksana Harlan BI<PT d1pimpin olch l<cpala Pelaksana Hari?.n O<alal<har) 

BKPr yang 1>3rada di bawah dan bertangaung jawab kepada l<e:ua Bl<PT; 

' 
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b. Pusat Koordfnasi lnlelijen, St."2lc9i dan I".£bijekan; 

c. P usc.! Koordinasi Pencegahtm, Pencamanan dan Hubur,gan Masyarakat; 

d. Pusat Koordlnasi Penlndakan; 

e. Pusat Koordinasi Kerjasama lntcmasiona!; 

L KelompokTenaga Ahli. 

Pa:sal7 

(1) Sekretarlat Pelai<sana HaJianBKPf <flplmpin ':'lch seorang Se!<rolaris Sl<PT 

yens mempuinyal ttJsas melaks<makml ~layanan administr'"1li.Si Bl<PT; 

(2) S.ekretarlat Pe\aksana Harlan BKPT sebagaimana dlm31<sud pada aya( (1) !ertilrt 

dari sebanyak-banyaknyo 3 (ijga) Bagian dan masing.;nasing Bagian terdlri dan 

se:JG:ny~kwbanyak 3 ( tlg.:= } Subbagia: .. 

Pasa\8 

{1) Pusat Koordinasl dipimpin oiBh Kepala Pusat Koordinasi yang mempunyal tugas 

melaksanakan penyiapan dan pemhe!ian dukungan tefmis BKPT; 

(2) Masing-masing Pusat terdi1i dart Subbagian Tam Usaha dan paling banyak 4 

_ -(eOJPslL~"'~gcdan or=in·-,-<""""ifi}li1aog !en:iirl dari sebanyak-ballyl!lmya s­
(liga) Subbidang. 

' 
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BAB.IV 

TATAI<ERJA 

Rinci~n tug{iS, fun~~sl. susunan OcganiSasi dan tatn kerja D!<PT ditet.apkan o!eh 

i(afak.'lar IJK?T sctet.ah mendapa1kan pa:rsetujuan dilri Mci"li.erl yang berta.."lggung 

jawa.b dib1rl~ng pendayagunaan a~aratur negara. 

BABV 

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal10 . 

(1) Kep~ta Peiaksana Harian BKPT disel.arakan jabatan Ese:on I ,a. : 

(2) Sekretaris SKPT dan Kepala Pusat Koordinasi adalah jabatan s!ruklurnl l'selon 

I I.a.: 

·\3) Kepala Sagian dan Kepala Bid.ang adalah jabatan strulduml Eselon liLa; 

(4) Kcpala Subbagiandan Kopala Subbidang adalahjabatan struk'wr.al Eselon IV.a 

Pasal1i 

' . ' 
(1} 'Kalakhar BKPT diangY-at dan dibet11entii'~'1 dengan Kepulusan Pmsldcn; 

(2) Kepala Sakretariat. Kepala-Kepata Pusal Komlllnasi dan l(ebmpox Tcnaga Allli 

diangka~ dan dibert,lenfikan dcnge.n Keputusan Kalakhar BKPT; 

(3) Kelompok Tcnaga Ahirsebagaimana d~'Tia:ksud pads ayat (2) dc;Jat c:Bjabat v~;:::h 

bukan pega·Nainegmi. 
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BAS VI 

PELAPOAAN 

Pasal 12 

Ketc2 BKPT rnGiz;oorkan pe~aksanaan tugas BKPT kepada Presid-e:; seCBra berka!a 

_a.tau sewaklu·waktu sesual kebutuhan. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pas a! i3 

" 

Se(;Jz!a biaya unful< pe!aks.anaan tugas dan f;.~ngsi BKPT dibebank:.m pada Anggaran 

Pendepaiar. den Gelenja Negc!·e. 

· LAIN·LAIN 

Pas~114 

DaL?J:'! h3l tcrjadi tindak p!Oana terorisme berskala nasional, OKPT menjadi Pusat 
. ·- -~ . ---=---~ ---

Pen:QendaUan Krisls. -
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~ABIX 

PENUTUP 

P?Sai15 

Dcngan dilet<::Dkanaya Pcra!uran Presiden ini, maka scgata ketentuan mengcnal 

koordina.si pc-mbcn:;ntost•n 1 ero:isme ynng b ertentangan d f;ngan P eraturan P resfde:n 

ini dinyatakan 1idak berlaku. 

Pasali6 

Peratvre:n Presldcn ini mu:a! ber!aku pada tanggal diteiapl<tm. 

Di!etapkan di Jakarta 

Pada tanggal 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

.. • 
DR .. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

/ 
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i PRESIDENRI 
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KETUA 
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ANGGOTA 

KALAKKAR 

WAKALAKHAR 

I I 
SEKRETARIAT KELOMPOK TENAGA AHLI 

I I I 
PUSKOR PUSKOR PUSKOR PUSKOR PUSKOR 

INTEL STRAT & PENCEGAKAN & PENINOAKAN KERSIN HUMAS 
KEBIJAKAN PAM --

Strategi Deradikalisasi..., M. Setiawan S. Dj, Pascasarjana UI, 2009



Menlmbang 

UNOANG-UNOANG REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2003 

TENTANG 

PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENC'.GANTI UNDANG-UNOANG 

NOMOR 1T AHUN 2002 
TENTANG 

PEMBERANTASAN TJIIDAK PIOANA TERORISME, 
MENJADI UNDANG~UNOANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAliA ESA 

PRESIOEN REPUBUK INDONESIA1 

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaks.ud 
dalam Pembukaan Undang-Uodang Dasar 1945 yaknl melindungi 
segenap ban9sa Indonesia Qan seluruh tumpah da.rah !ndanCSia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ik.ut serta dalam memelihara ketertiban dunla yang berOasarkan 
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak 
dipCrlukan penegakan hukum dan ketert!ban secara konSisJt;ii dan 
beh<eslnambungan; ·• 

b. bat\wa rangkaian peris.tiwa pemboman yang terjadi di wllayah"'lil9:gara 
Republik Indonesia te:lah mengakibatkan hllangnya nyawa tanpa 
memandang Korban, menimbulkan kelalrutan masyarakat secara 1uas, 
dan kerugian harta benda1 sehingga menimbulkan dampa'k yang luas 
te.rhadap kehldupan sosia!, ekonomi, politik, dan hubupgan intemasiona!; 

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan llntas negara,'ilermganfsasi, den 
mempunyai Jaringan luas sehingga mengancam perdamalan dan 
keamanan nasiona! maupun intemasional; 

d. bahwa untuk memulihkan kehldupan masyarakat yang terlib, dan aman 
serta untuk memberikan Jandasan hukum yang kuat dan kepastian 
hokum dalam mtmgatasl pennasa.lahan y:.mg mendesak dalam 
pemberantasan l:lndak pldan;a terorisme, m.aka · dengan mengacu p;;~da 
konvensl lntemasional dfm peraturan perundang-undangan nasiona! 
yang berl<altan dengin teronsme, Presiden Repu,bllk. Indonesia telah 
menatapkan Peraluran Pemerintah Penggant! Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tirnf:tk Pi.dana Terorisme; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c. dan 
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemer1ntah Penggantl Undang .. 
undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana 
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MeniJ!ngat : 

Terorisme menjadi Undang-und:ang; 

Pasal 5 ayat {1}, Pasal 20, dan Pasal 22 Undang*Undang Oasar Negarn: 
RepubUk Indonesia Tahun 1945; 

Dengan persetujuan bersama an!ara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBliK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menelapkan UNDANG·UNDANG TENTANG PENETAPAN: PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI .UNDANG· 
UNDANG. 

Pasa\1 

PemtUlan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomtlr 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pldana Terorisme (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia T:ahun 2002 Nomor 106, Tambahan lembaran Negar:a 
Republik Indonesia Nomor 4232) dlletapkan menjadl Undang~undang. 

Pasal2 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar set!ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Und(.lng· 
undang lni dengan penempalannya dalam Lembaran Negara Republik -· -
Indonesia. ..., 

Oiundangkan dl Jakarta 
pada tanggal4 Apri12003 

SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA. 

Hd. 

SAMBANG KESOWO 

Dlsahkan di Jakarta 
pada tanggal4 April 2003 

PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESI~ : , \ 
Hd • 
Mi:.GAWATl 
SOEKARNOPUTRI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2003 NOMOR 45 
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Sallnan 
sesual 
dengan 
asflnya 

SEKRET 
ARIAT 

KABINET 
Rl 

Kepala 
Biro 

Peraluran 
Perundan 

g. 
undaogan 

II, 

Ttd. 

Edy 
Sudibyo 

I. UMUM 

PENJElASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONCSIA 
NOMOR 15 TAHUN 2003 

TENTANG 

PENETAPAN . 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG·UNOANG 

NOMOR 1 TAHUN 2002 
TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, 
MENJADI UNDANG·UNDANG 

l 

. , .. ' .. 

i 

Rangka!an peristiwa pemboman yang te~adi di wilayah Negara Repub!ik 
Indonesia te!ah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakiba1kan 
hUangnya nyawa seria kerugian harta benda, sehingga menimbulltan pengaruh yang 
tidak menguntungkan pada kehldupan sosial, ekonomf, politlk. dan hubungan 
Indonesia de~gan dunla intemasional. 

Peledakan born tersebul rneru~kan $Siall satu modus pelaku terorisme 
yang telah menjadi fenomena umum d! bebarapa negara. Terorisme merupakan 
kejahatan lintas negara, terorganlsasl. dan bahkan merupakan tindak pidana 
intemasional yang mempunyal jaringan luas, yang mengancam perdamalan dan 
keamanan nastonal maupun intemasional. 

Pamerlntah Indonesia sejal:an den£1an amanat sebagalmana dlrentukan 
dalam Pembukaan Undang...Undang Casar Negara Republik Indonesia 'fahun 1945 
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yaknf mellndungl segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukaQ kesejahteraan umum, mencerdaskan keh!dupan bangs a dan lkut serta 
dalam memetihara ketert!ban dunla yang berdasarkan kemerdeKaan dan perdamalan 
abadf dan keadi1an (l:osfal, berkewajlban untuk melindungl warganya dari setiap 
ancaman keJahatan baik berslfat naslonal, transnaslonal, maupun berstfat 
Intemaslonal. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan 
serta memelihara keutuhan dan lntegrltas naslonal dari.seliap bentuk ancaman balk 
yang datang dari ·fuar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutfal< dlperiukan 
penegakan hukUm dan ketertiban secara kunslsten dan berkeslnambungan. 

Untuk menclptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengaciu pada 
konvensl intemaslonal dan peraturan perundang-undangan·yang b"erkaitan dengan 
terortsme, ser;ta untuk memberi land as an hukum yang kuat dan kepastlan hukum 
dalam mengatasl masalah yang mendesak dalam pemberantasan tlndak pldana 
terorisme, Presiden Repubtik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerlnlah 
Pengganli Undang..undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pernberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 

Berdas.arkan pertimbangan ternebut maka perlu menetapkan Peraturan 
Pemer!ntah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2.0021entang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorlsme,:menjadi Undang-undang. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 
Cukupjelas 

Pasal2. 
Cuk,up jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284 

\ 

., 
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT'I UNDANG­
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menlmbang: 
a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dlm,aksud dalam 
Pembukaan Undang~Undang Dasar 1945 yakni me.!indungi segenap bangsa Indonesia 
dan seturoh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamalan aba'dl dan keadl!an soslal, maka mutlak 
diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konslsten dan 
berkesinambungan; · 
b. bahwa terorisme telah menghllangkan nyawa tanpa memandang korban dan 
menlmbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilaognya kemerdekaan, serta 
kerugian harta bendar oleh karena 1tu perlu dUaksanakan langkah-langkah 
pemberantasani 
c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehlngga merupakan ancaman 
terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun lnternaslonalj 
d. bahwa pemberantasan terorlsme didasarkan pada komltmen nasional dan 
internasional dengan·membentuk peraturan perundang~undangan nasiooal yang 
mengacu pada konvensi intemaslonal dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan terorisme; 
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat inl be!um set:ara 
komprehenslf dan memadai untuk memberantas tlndak pldana terorisme; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, hutuf b, huruf c, huruf d,· dan 
huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur 
pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pernerintah Pen99antj 
Undang·undangi ; 

Mengingat:,. ~ 
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diobah dengan 
Perubahan Keempat Undang~Undang Dasar 1945i 

MEMUTUSKAN : ·,, . 
"' Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNQANG-UNDANG TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2002 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 
ltd 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
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BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106 

Salinan sesuai dengan asllnya 
Oeputi Se~retarls Kablnet · 
Bldang Hukum dan Perundang-undangan1 

Lambock V. Nahattands 

BABI 
KETENTUAN UMUM. 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang inl yang dlmaksUd dengan~ 
1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pldana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerlntah Penggaritl 
Undang~undang lni. 
2. Setlap. orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik stpil1 mmter, 
maupun polisi yang bertanggung jaw;;:~b secara indivtdual1 atau korporasi. 
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganlsasl ba[k 
merupakan b'adan hukL)m maupun bukarl badan hukum. 
4. Kekerasan adah;~h setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan-fis!k dengan atau 
tanpa menggunakan sar~ma secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagl 
badan, nyawa, dan kernerdekaan orang, termasuk menjadtkan orang ptngsan atau 
tidak berdaya. 
5. Ancaman kekerasan adalah setlap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan 
untuk memberikan pertanda 1;1tau peringatan mengenai suatu keadaan yang 
cenderung dapat menimbu!kan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara 
luas. 
6. Pemerintah Repubtik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dah 
perwakdan Republik Indonesia di luar negeri. 
7. Perwaktlan negara asing adalah perwakilan diplomatlk dan konsuler asing)i~serta 
anggota-anggotanya. . · , .. 
8. Organisasi internas1onal adalah organisasi yang berada dalam !ingkup struktur 
organisasr .J?'irserikatan Bangsa~Bangsa atau organlsasi intemaslonallainnya dlluar 
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan 
Bangsa~Bangsa. 

9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak :Q~rgera~ baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud. \: ' 
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat~ lokasl~ atau bangunan yang 
mempunyal nilai ekonomts~ politls~ sosia!t budaya, dan pertahanan serta keamanan 
yang sangat tlnggi, termasuk fasilltas interOasional. 
11. Fasilitas pub!ik adalah tempat yang dipeirgunakan untuk kepentingan masyarakat 
secara umum. 
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis meslur 
born, bom pembakar, ranjaut granat tangan, atau semua bah.1n peledak dari bahan 
kimia atau bahan lain yang dlpergunakan untuk menimbulkan ledakan. 

PasaJ 2 
Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerlntah Pengganti 
Undang~undang lni merupakan kebljakan dan langkah~langkah strategis untuk 
memperkuat ketertlban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap 
menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tldak bersifat dlskrim1natif1 balk 
berdasarkan suku, agama, ras1 maupun antargolongan. 
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Perpu 2/2002 tentang pemberlakuan Perpu 1/2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,· pada 

peristiwa peledakan born di Bali, 12 Oktober 2002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak Pidana terorisme1 

Presiden Republlk Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengg_ant1 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 11ndak Pldana 
Terorisme; 
b. bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 
telah menimbulkan suasa'na teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas 
serta mengakibatkan hllangnya nyawa dan harta benda orang lain; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf br perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang tentang 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorlsme, pada Peristlwa Peledakan 
Born di Bali tanggat 12 Oktober 2002; 
Mengingat : , 
1. Pasal 22 ayat (1) Ufidang-Undang Dasar 1945 sebagalmaoa te!ah diubah dengan 
Perubahan Keempat Undang~undang Dasar 1945; . 
Z. Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan ; 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT! UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBi-AKUAN 
PERATURAN PEMER!NTAH PENGGANTl UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 
TENTANG PEMBERANTASAN TlNDAK PIDANA TEROR!SME, PADA PER!STIWA' 
PELEDAKAN BOM Dl BALl TANGGAL 12 OKTOBER 2002. 

Pasal 1 
Ketentuan da!am Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang .Nomor ~ Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan t>ertaku \erhadap 

• peristlwa peledakan bom yang terjadl di Bali pada tangga! 12 Oktober 2002. 

Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mula! berlaku pad a tanggal 
d1undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UndangMundang inl dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republ!k Indonesta. 

Ditetapkan dl Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2002 
PRESIDEN REPU13LIK INDONESIA, 
ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
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Diundangkan di Jakarta pada tanggallB Oktober 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
BAM BANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 107 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan Perundang·undangan, 
ttd. 
Lambock V. Nahattands 

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG­
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG 
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI 
TANGGAL 12 OKTOBER 2002 

UMUM 
Sejalan dengan Pembukaan Undang·Undang Dasar 1945, neg~ra Republlk Indonesia 
adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memilikl tugas dan tanggung 
jawab untuk memelihara kehidupan yang a man, damai, dan sejahtera serta ikut 
serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap 
warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri. ' 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta ~ 
merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, kareiia 
terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasio1al yang 
menimbulkan.bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan 
kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara 
berencana dan berkesinambungan sehingga hak' asasi orang banyak dapat dilindungi 
dan dijunjung tinggi. ·\ 

' 
't)alam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, Presiden 
Republik Indonesia telah menetapkan Peratur~n Pemerintah Pengganti Undang· 
undang Nomor 1 Tahun 2002 tent_ang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana terorisme di Bali pada tanggal 12 
Oktober 2002 serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatasi 
masalah tersebut, Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) 
Undang·Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diu bah dengan Perubahan Keempat 
Undang·Undang Dasar 1945 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang·undang tentang·Pemberlakuan Peraturan Pemerlntah Penggantl Undang· 
undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pad a 
Peristiwa Peledakan Bam di Bali tanggal 12 Oktober 2002. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
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Cukup je!as 
Pasal2 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4233 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 
TAHUN 2003 tentang Penanganan Bom Bali 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIOION REPU!ILIK INDONESIA, 

Menimbang: . 
a. bahwa perJstiwa pembo-man yang terjadi di Bali pada tanggal12 Oktober 2002 
telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas 
serta mengaklbatkan hllangnya nyawa dan kerug!an harta benda; 
b. bahwa peristlwa pemboman yang terjadi Oi Bali telah membawa dampak yang 
luas terhadap kehldupan soslal, ekonoml, politlk, dan hubungan intemasional serta 
mengancam perdamalan dan keamanan lnternasional, sehlngga Perserikatan 
Bangsq-Bangsa mengeluarkao Resolusl Nomor 1438 {2002) dan Resolusi Nomor 
1373 (2001); 
c. bahwa untuk mernberi landasan hokum yang kuat dalam mengamblllangkah­
langkah segera dalam rangka pe:nyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas 
peristiwa pemboman yang terjadi dt Bali, Presiden Republlk Indonesia telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terolisme, pada Peristiwa 
Peledakan Born dl Ball tanggal 12 Oktober 2002; 1 
d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti ·­
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 11ndak Pldana 
Tcrorisme, pada Peristiwa· Peledakan Born dl BaH tanggal12 Oktober 2002,' nienjadl 
Vndang-undangj 

·' . 

Menglngat: . ~ 
Pasal S ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Dengan persetuj~an bersama antara DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESJDEN REPUBL!K INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: 

' 
\ ' 

\ 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATIJRAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR l TAHUN 2002 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK P!DANA TERDRISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM 
Dl BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJAD! UNDANG-UNDANG. 

Pasal 1 
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomor 1 TahUn 
2002 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Terorisme, pada Peristiwa Pe:ledakan 
Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233)~ 
ditetapkan menjadl Undaog~undang. 

Pasal 2 
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Undang~undang lni mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 
Agar setlap orailg mengetahulnya, memerlntahkan pengundanga:n Undan9~undang 
in! dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republlk Indonesia. 

Disahkan dl Jakarta 
Pada tanggal 4 April 2003 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 
Ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan dl Jakarta 
pada tanggal 4 April 2003 

SEKRETARIS NEGARA REPUBUK INDONESIA 
Ttd. 
BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 46 
Salinan sesuai dengan aslinYa 
SEKRETARIAT KAB!NET RI 

Kepala Biro Peraturan 
Perundang~undangan II, 
Ttd. 
Edy Sudlbyo 

PENJE!.ASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMO.R.16 
TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNOANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN · 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR fTAHUN 
2002 TENTANG PEM6ERANTASAN TINDAK PIDANA TERdRISME, PADA 
PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, 
MENJADHJNDANG-UNDANG 

I. UMUM 
Per1stiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal12 Oktober ~QQ2 telah 
menirnbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas1 

mengakibatkan hi!angnya nyawa serta keruglan harta benda, sehingga mempunyai 
pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehldupan sosial1 ekonomi, politlk1 

dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa pemboman tersebut 
telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan naslonal maupun 
!ntemaslonal, sehin.gga Perserlkatan Bangsa-Bangsa mengefuarkan Resolusl Nomor 
1438 (2002) yang pada intinya mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom tersebut 
serta Resolusl Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja 
sama meodukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap pelaku 
yang terkalt dengan peristlwa tersebut dan membawanya ke pengadilan. 

Untuk memberl landasan hukum yang kuat d<;:~lam meogambil langkah-langkah 
segera dalam rangka penyelidlkan, penyldlkan, dan penuntutan perlstlwki pemboman 
yang terjadi di Bali, Presiden Republlk lndonesla telah menetapkan Peraturan­
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Taht.m 2002 tentang Pemberlakuan 
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Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan 11ndak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Pele.dakan Bom dl Bali 
tanggal 12 Oktober 2002. 

Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan;dengan Resolusi Perserikatan Bangsa­
Bangsa dl atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang­
undang Nomor ;2 Tahun 2002 tentang Pernberlakuan Peraturan Pemerln~h 
Penggantl Uodang-undang Nomor 1 TahUn 2002 tentang Pemberantasan Tlndak 
Pidana Terorisme:, pada Peristiwa Peiedakan Born di Bali tanggal12 Oktober 2002, 
menjadi Undang-undang. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal1 
Cukup jelas 
Pasal2 
Cukup jelas 

TAM BAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBllK INDONESIA NOMOR 4285 

'· \ . 

" . 

' 

\ 
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! . 
Inpres RI No.4 Thn.2002 Kepada Menkopolkam 

(Tentang Born Bali )1 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2002 . 

PRESIDEN REPUBL"IK INDONESIA, 

Menimbang. : 

a. bahwa sesual dengan slfat, bentuk, dan metoda operasi kegla~an terorisme pada 
omumnya, langkah-tangkah pemberantasan tlndak pldana terorlsme termasuk pada 
perlstiwa peledakan born dl Ball tanggal12 Oktober 2002, harus dilakukan pula 
dengan sifat, bentuk, dan metoda yang cepat dan efektlf; 

b. bahwa untuk itu diperlukan kebljakan dan langkah-langkall operaslonal yang 
tepat, sehingga pelaksanaan pemberantasannya balk yang berupa tindakan 
penangkafan a~u pencegahan maupun penyelesaiannya dapat berlangsung dengan 
cepat dan efel<tif; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasat 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindai<Pidana Terorlsme, 
Presiden memillki keWenangan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah 
operasional yang diperlukan bagi pemberanta,san tlndak ptdana terorisme; -. 

d, bahwa sesuai dengan kewenangan tersebut, dipandang perlu mengeluarka·n 
Jnstruksi Presiden bagi penyusunan -kebijakan pemberantasan tindak pidana . 
terorisme berlkut langkah~langkah operasional serta pengendaliannya; ,. 

Mengingat: 

1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan 
Perubahan Keempat Undang~Undang Oasar 1945; 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~undang Nomor 1 Tahu~:2002 ientang 
Pemberantasan Tlndak Pldana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lernb?ran Negara Nomor 4232); 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republlk Indonesl6\ 
Nomor 1 Tahun· 2002 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Terorisme, pada 
Per!stiwa Peledakan Born di BaH tangga! 12 Oktober 2002 (lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2002 Nornor 107, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
4233); 

4. keputusan Presiden Nomor 100 'Tahun 2001 tentang Kedudukf.m1 TugasE Fungsl, 
Kewenangan, Susunan Organisasl dan Tata K,erja Menter! Negara Koordlnator 
sebagafmana telah dlubah dengan Keputusari Presiden Nomor 1 Tahun 2002; 
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MENGINSTRUKSIKAN: 

Kepada ; Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan~ 

Untuk: 

PERTAMA: 

' Merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terpadu bagf. p'emberantasan tlndak 
pidana terorlsme termasuk pada perlstlwa peledakan bom dl Ball tanggal12 Oktober 
2002, secara terkoordlnasi dengan dan diantara seluruh instansi yang secara 
fungslonal memillki tugas dan kewenangan di bidang terse but, serta menyusun 
langkah-langkah operaslonal yang mellputi aspek penan9katan, penc:egahan, 
penanggulangan, penghentlan, penyelesaian, dan segala tlndakan hukum yang 
diperlukan bagJ pemberantasannya oleh lnstansl-instansl termaksud secara cepat1 

terpadu dan efektlf. 

KEDUA: 

Mengajukan kepada dan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari 
Presiden1 seluruh rancangan kebijakan dan langkah-langkah operasiona! 
sebagalmana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam rangka pengungkapan 
secara jelas dan tuntas Jatar befakang dan rencana setiap kegiatan terorlsme, 
jaringan perencanaan1 persiapan dan pelaksanaannya1 ataupun bagi penangkapan 
pelaku dan pihak lain yang tersangkut di dalamnya, serta pengambllan segala 
tindakan hukum yang dipedukan bagi penyelesafannya. 

KETIGA: 

Mengendatikan pe!aksanaan kebljakan dan selalu berupaya mewujudkan, , 
memellhara kesatuaf), keterpaduan dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan operas! 
pemberantasan tindak pldana terorisme yang secara fungsfonal dilakukan o(eh 
berbag;;ii instansi terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing·masing. 

KEEMPAT: 

Menyampaikan laporan pe!aksanaan Instruksi· Presiden ini secara b,erkala "tau 
sewaktu~waktu kepada Presiden. i · 

KEliMA: 

Membentuk sebuah satuan kerja yang bersifat non struktural dan berada di 
lingkungan Sekretarlat Kantor Menteri Negara Koordinator B!dang Politlk dan 
Keamanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas iniE yang susunan dan 
tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Koodinator Bidang Politik 
dan Keamanan. 

KEENAM: 

Melaksanakan tnstruks! Preslden lnl secara cermat dan menyampalkan 
pertanggungjawabannya kepada Presiden. 
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lnstruksl Preslden lni berlaku sejak tang.gai dikeluarkan. 

Dik:eluarkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Oktober :<002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATt SOEKARNOPUTRI 

Salinan sesual dengan aslinya 
Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 

ttd. 

Lam bock V. Nahattands 
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